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Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta  
Lingkup Hak Cipta 
Pasal 2: 
1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau 

memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi 
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Ketentuan Pidana 
Pasal 72:  
1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 
1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 
7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). 

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu 
ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud dalam Ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah). 
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Kata Pengantar 
 

  

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, buku yang ber-

judul Analisis Isu Kebijakan Politik Kontemporer di Indonesia dapat di-

selesaikan dan diterbitkan. Buku ini merupakan buah pemikiran 

para akademisi dari berbagai perguruan tinggi. Para penulis mem-

buat tulisannya berdasarkan pengamatannya yang begitu menda-

lam terhadap persoalan kebijakan publik dan isu politik kontem-

porer di Indonesia. Buku ini diterbitkan sebagai upaya refleksi per-

jalanan pemerintah maupun institusi politik dalam membuat suatu 

kebijakan politik. Atas dasar itu, buku ini dimaksudkan untuk 

menjadi kumpulan kajian akademis yang dapat mengembangkan 

keilmuan maupun rujukan pembuatan kebijakan publik. 

Isu kebijakan politik kontemporer sebagai salah satu faktor 

utama penguatan demokrasi di Indonesia tidak bekerja secara sta-

tis dan tidak menunjukkan perilaku yang dapat dibaca sebagai ke-

teraturan. Selain itu, isu kebijakan politik kontemporer sebagai per-

wujudan demokrasi tidak hanya dilihat sebagai sebuah prosedur 

yang berkala dan teratur. Oleh karena itu, buku ini hadir sebagai 

upaya untuk menyelidiki secara kritis dinamika isu kebijakan poli-

tik kontemporer di Indonesia.  

Pembaca diharapkan lebih mendapat informasi dan menda-

patkan ide-ide baru tentang bagaimana kekuasaan bekerja dalam 

institusi pemerintah dan kepartaian dalam upaya memengaruhi 

pemikiran dan persepsi publik. Perilaku kekuasaan politik mencer-

minkan kualitas demokrasi suatu negara karena demokrasi beker-

ja dalam ranah kekuasaan negara yang terkontrol dan memberikan 

ruang kebebasan pada publik. Berbagai permasalahan terkait isu 

kebijakan politik kontemporer, seperti implementasi peraturan 
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daerah, kewirausahaan politik, civil society, political branding, media 

sosial, lingkungan, pertahanan, maupun geopolitik merupakan ba-

hasan penting dalam buku ini. 

Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada se-

mua penulis yang dengan suka hati menyumbangkan waktu dan 

idenya untuk membantu mewujudkan buku ini. Semoga buku ini 

bermanfaat dan memperluas pemahaman tentang isu kebijakan 

politik kontemporer di Indonesia. Selamat membaca.  
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Pendahuluan 

 

 

Menganalisis persoalan isu kebijakan politik kontemporer se-

pertinya tidak ada habisnya. Banyak isu yang dapat diangkat un-

tuk merangsang perdebatan atau bahkan diselidiki lebih lanjut da-

lam ilmu politik. Bertujuan untuk menambah nilai ilmiah pada pe-

mahaman politik yang ada di bidang ini. Karya buku ini merupa-

kan sebagian kecil dari upaya memberikan kontribusi ilmiah yang 

berlandaskan realitas isu kebijakan politik kontemporer, menca-

kup perilaku politik institusi maupun individu dalam keterlibatan-

nya atas berbagai fenomena politik kontemporer. 

Pengantar buku ini ditulis ketika selesai dilaksanakannya pe-

milihan umum tahun 2024 yang berjalan dengan penuh dinamika 

politik, tetapi tetap dalam kondisi yang stabil. Pemilu 2024 menan-

dakan adanya sikap kenegarawanan dari elite politik untuk tetap 

mengedepankan persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa se-

hingga penting untuk mengkaji aspek-aspek yang terkait dengan 

pelaksanaan pemilu 2024. Selain itu, dalam proses perjalanan 

bangsa Indonesia dalam bernegara, banyak isu-isu kontemporer 

yang umum terjadi di tingkat lokal maupun nasional yang perlu 

mendapatkan perhatian dari akademisi sebagai upaya konseptu-

alisasi kegiatan-kegiatan politik.  

Kajian-kajian para akademisi dan sejumlah kelompok lain 

yang diadaptasi dari temuan kajian terhadap isu kebijakan politik 

kontemporer menjadi isi buku ini. Subtema dalam buku ini mem-

bahas topik “Isu Kebijakan Politik Kontemporer di Indonesia”. 

Tentu saja, motivasi utamanya adalah upaya untuk menawarkan 

wawasan ilmiah kepada komunitas ilmiah, khususnya di bidang 
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partai politik, kebijakan publik, civil society, dan masalah umum 

lainnya. 

Dinamika isu kebijakan politik kontemporer dipilih sebagai 

pokok bahasan utama dalam buku ini karena sejumlah alasan. Per-

tama, kebijakan publik merupakan aspek penting bagi kehidupan 

masyarakat sebagai pilar penting dalam suatu negara, bahkan In-

donesia menyatakan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan 

tertinggi. Kedua, isu politik kontemporer terutama pascapemilu 

2024 perlu dikaji sebagai upaya kontemporer dalam memahami ke-

giatan politik kontemporer. Ketiga, isu kebijakan politik kontempo-

rer yang terkait dengan permasalahan lingkungan merupakan as-

pek penting dalam masyarakat modern. 

Aspek lain yang berkaitan dengan isi buku ini yang materi ka-

jiannya dibahas dalam dua kajian utama; Pertama, kebijakan publik 

yang diterapkan di tingkat lokal maupun nasional. Kedua, isu po-

litik kontemporer terutama yang menyangkut pemilu 2024 dan 

lingkungan sebagai isu penting bagi masyarakat pada era modern. 

Atas dasar itu, subtema dalam buku ini berupaya untuk men-

jabarkan lebih lanjut mengenai isu kebijakan politik kontemporer 

di Indonesia. Subtema pertama ditulis oleh Thomas Rizki Ali dan 

Khairu Roojiqien Sobandi tentang implementasi kebijakan Gerak-

an Nasional Gemar Membaca yang diterapkan di perpustakaan 

daerah sebagai upaya penting pemerintah dalam meningkatkan li-

terasi. Subtema kedua ditulis oleh Novy Setia Yunas tentang ke-

bijakan hilirisasi dalam perspektif kewirausahaan politik yang 

memberikan perspektif bahwa kewirausahaan politik merupakan 

kajian ilmu politik yang dapat digunakan untuk menganalisis ke-

bijakan publik. 

Subtema ketiga ditulis oleh Ahmad Sholikin mengenai civil 

society dan advokasi kebijakan di Indonesia, kajian ini mencermin-

kan aspek demokrasi dalam perjalanan pemerintahan di Indonesia, 
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serta aspek kebebasan ruang bagi warga negara. Subtema keempat 

ditulis oleh Ajeng Puspita Priantana dan Fazrian Noor Romadhon 

mengkaji political branding calon presiden pada akun Instagram, ka-

jian ini dapat mendorong analisis kontemporer mengenai strategi 

pemasaran politik yang digunakan oleh aktor dalam membentuk 

citra publik. Subtema kelima ditulis oleh Arissy Jorgi Sutan me-

ngenai media sosial yang digunakan untuk melawan diskriminasi 

rasial, tulisan ini memberikan pemahaman dan penjelasan aplikatif 

dalam menggunakan media sosial sebagai alat untuk melawan dis-

kriminasi rasial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai HAM. 

Subtema keenam ditulis Hendy Setiawan mengenai anak mu-

da, lingkungan, dan partai politik sebagai bagian integral dalam 

isu politik kontemporer. Tulisan ini mengkaji bagaimana partai 

politik menggunakan isu lingkungan dalam mendapatkan suara 

anak muda. Subtema ketujuh ditulis Qurnia Indah Permata Sari 

dan Hoiril Sabariman mengenai pragmatisme politik dengan 

menggunakan media sosial sebagai unit analisis. Tulisan ini mem-

berikan gambaran media sosial dan kebijakan publik secara 

komprehensif. 

Subtema kedelapan ditulis oleh Teguh Anggoro yang memba-

has kebijakan pertahanan nirmiliter yang penting dalam era kon-

temporer, berkembangnya berbagai ancaman memerlukan inovasi 

kajian mengenai kebijakan pertahanan yang lebih efektif dan 

efisien. Terakhir, subtema kesembilan ditulis oleh Bambang 

Widianto Akbar, mengkaji bahari di Indonesia. Tulisan ini penting 

untuk dibahas sebagai aspek penting bagi geopolitik di Indonesia.  

Berbagai kajian yang menarik dari penulis diharapkan mampu 

menjadi refleksi perjalanan bernegara bangsa Indonesia, serta 

mampu menjadi pemicu lahirnya ide, gagasan, maupun kebijakan 

politik yang mampu berdampak pada kemajuan Indonesia. 

Tim Editor 
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   Thomas  Rizki Ali dan Khairu Roojiqien Soband 

 
 

 

 

IMPLEMENTASI  
GERAKAN NASIONAL GEMAR MEMBACA 

PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 43  
PASAL 49 DAN 51 TAHUN 2007  

TENTANG FUNGSI PERPUSTAKAAN DAERAH  

 

 

 

ada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 ten-

tang Fungsi Perpustakaan menyatakan, “Pemerintah, peme-

rintah daerah, dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan 

masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemar-

an membaca”.  

Hal ini merupakan upaya dalam menggulirkan budaya ge-

mar membaca dimulai dari keluarga, satuan pendidikan, dan 

masyarakat. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

Fungsi Perpustakaan, jika kita tilik secara saksama bahwa hadir-

nya sebuah perpustakaan di tengah masyarakat bertujuan selain 

menumbuhkan budaya gemar baca di seluruh lapisan masyara-

kat Indonesia juga sebagai hak masyarakat. Kebijakan ini meru-

pakan wujud nyata pelaksanaan UUD Negara Republik Indo-

nesia Tahun 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bang-

sa. Hak masyarakat yang dimaksud khususnya pada kebijakan 

tersebut, yakni agar sebuah institusi perpustakaan digunakan 

sebagai layanan bagi masyarakat dapat mengakses sarana pem-

belajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kela-

min, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.  

P 
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Kemudian, pada Pasal 51 disebutkan pada ayat (1) pembu-

dayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan nasio-

nal gemar membaca. Lalu, ayat (2) gerakan nasional gemar mem-

baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pe-

merintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh 

masyarakat. Sehingga kehadiran sebuah perpustakaan berguna 

dalam menggalakkan promosi gemar membaca di masyarakat 

dalam Gerakan Nasional Gemar Membaca.  

Pembahasan ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 

49 dan 51 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Fung-

si Perpustakaan dengan menelaah sejauh mana taman bacaan 

masyarakat (TBM) dan rumah baca menggulirkan Gerakan Na-

sional Gemar Membaca. Pembahasan ini memotret penyeleng-

garaan TBM di daerah. Kemudian, sebagai dasar pijakan, pem-

bahasan ini menggunakan konsep implementasi kebijakan. Im-

plementasi, menurut Nurdin Usman, dapat diartikan sebagai pe-

laksanaan kegiatan, tindakan, aksi, atau keberadaan cara kerja 

dalam suatu sistem memiliki prosedur tertentu (Usman, 2002). 

Proses penerapan atau pelaksanaan tersebut bukan hanya kegi-

atan rutin, tetapi merupakan suatu tindakan yang terencana, di-

laksanakan dengan maksud untuk mencapai hasil yang diha-

rapkan dari kegiatan tersebut (Usman, 2002). Van Meter dan Van 

Horn (1978) merumuskan proses implementasi sebagai, “those 

actions by pu-blic or private individuals (or groups) that are directed at 

the achieve-ment of objectives set forth in prior policy decisions” bahwa 

imple-mentasi merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh 

individu, pejabat, atau entitas swasta dengan tujuan mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan (Meter & Horn, 1975).  

Implementasi dianggap sebagai manifestasi kunci dan fase 

yang sangat krusial dalam proses kebijakan (Ripley, 1986). Per-

spektif ini diperkuat oleh pandangan Edwards III yang menyata-
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kan bahwa tanpa pelaksanaan keputusan pembuat kebijakan 

yang efektif, yakni mengimplementasikan kebijakan, keberhasil-

an dari sebuah kebijakan tidak akan tercapai. Implementasi kebi-

jakan merujuk pada tindakan yang terlihat setelah dikeluarkan-

nya arahan resmi kebijakan, melibatkan upaya untuk mengelola 

input guna mencapai hasil atau dampak yang signifikan bagi ma-

syarakat (Edwards, 1980). 

 

Menumbuhkan minat gemar membaca pada masyarakat se-

bagai sebuah usaha pemberdayaan lewat upaya peningkatan li-

terasi di kalangan masyarakat merupakan tugas pokok pemerin-

tah sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan 

fasilitas pendidikan dan pengetahuan kepada warga negaranya. 

Pendidikan literasi dalam konteks tradisional terfokus pada pe-

ngembangan keterampilan membaca dan menulis agar setiap 

anggota masyarakat dapat berpartisipasi tanpa memandang 

usia. Pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 ten-

tang Fungsi Perpustakaan memiliki tujuan nasional mencerdas-

kan kehidupan bangsa melalui fungsi perpustakaan, taman ba-

caan masyarakat, dan rumah baca untuk menunjang pembuda-

yaan kegemaran membaca.  

Budaya membaca sebagai upaya pengembangan karakter 

melalui penyelenggaraan perpustakaan dimulai dari lingkung-

an keluarga hingga masyarakat. Kebijakan ini bermaksud untuk 

melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/ 

atau orang tua untuk penumbuhan pembudayaan kegemaran 

membaca yang dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, 

dan masyarakat. Dalam penerapan program gerakan literasi ma-

syarakat, yakni hadirnya Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang 

saat ini sudah cukup sering ditemui di tiap daerah baik di desa 

atau kelurahan. TBM berperan sebagai tempat individu dari be-
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ragam lapisan masyarakat tanpa memandang status latar bela-

kang sosial dan ekonominya. TBM dirancang khusus oleh pihak 

pemerintah, individu, lembaga swadaya masyarakat, atau ma-

syarakat secara mandiri untuk menyediakan materi bacaan dan 

mengembangkan minat membaca di kalangan penduduk sekitar 

taman bacaan tersebut.  

Menurut Sutarno N.S., peran umum dari sebuah Taman Ba-

caan Masyarakat melibatkan fungsi sebagai sumber informasi, 

tempat pendidikan, fasilitas penelitian, tempat preservasi dan 

pelestarian sumber daya budaya nasional, dan juga sebagai area 

rekreasi yang sehat, ekonomis, dan bermanfaat. Secara khusus, 

Taman Bacaan Masyarakat memiliki berbagai peran yang spe-

sifik, yaitu: perpustakaan memainkan berbagai peran penting 

dalam mendukung masyarakat. Pertama, perpustakaan menjadi 

jembatan penghubung antara sumber informasi dan pengetahu-

an dengan pengguna melalui berbagai koleksi bahan bacaan. 

Kedua, perpustakaan memfasilitasi interaksi antara pengguna 

dan pengelola untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. 

Ketiga, perpustakaan berupaya memupuk budaya membaca de-

ngan menyediakan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan ma-

syarakat. Selain itu, perpustakaan berperan sebagai pendorong 

bagi individu yang ingin mengembangkan pengetahuan dan 

pengalaman. Perpustakaan juga bertindak sebagai agen per-

ubahan dengan menjalankan program-program yang mendu-

kung pembangunan dan memajukan aspek-aspek kebudayaan 

manusia. Lebih lanjut, perpustakaan berfungsi sebagai lembaga 

pendidikan informal, membantu masyarakat untuk belajar man-

diri, melakukan penelitian, dan berpartisipasi dalam kegiatan 

edukatif. Selain itu, perpustakaan berperan sebagai pembimbing 

dan konsultan bagi pengguna, memberikan pendidikan penggu-

na, serta mengelola koleksi dengan tujuan menjaga nilai warisan 
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berharga dari karya manusia (N.S., 2006). 

Pembentukan dan pengelolaan dari sebuah TBM memiliki 

beberapa harapan publik yang menjadi targetnya, yakni tercip-

tanya aksi dan budaya literasi bagi masyarakatnya. Dengan de-

mikian, lokasi taman baca tersebut menjadi manifestasi dari ke-

sadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam semangat go-

tong royong untuk meningkatkan minat dan kualitas membaca. 

Pendirian Taman Baca Masyarakat tidak hanya bertujuan men-

dukung inisiatif pemerintah, tetapi juga untuk menyediakan fa-

silitas pendidikan dan ruang pembelajaran informal bagi semua 

lapisan masyarakat, tanpa memperhatikan status sosial atau je-

nis kelamin. Sehingga memberikan peluang kepada anak-anak 

untuk mengeksplorasi potensi mereka, menumbuhkan bakat 

dan rasa peduli, serta menyediakan pengalaman dan ruang un-

tuk berkreasi melalui kegiatan yang bernilai. 

Di Indonesia sudah banyak TBM yang dibangun atas prakar-

sa dari masyarakatnya yang peduli akan budaya literasi juga de-

mi menerapkan kebijakan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 

2007 tentang Fungsi Perpustakaan, pada Pasal 51 ayat (1) dise-

butkan bahwa pembudayaan kegemaran membaca dilakukan 

melalui Gerakan Nasional Gemar Membaca. Kemudian, kebijak-

an tersebut mengamanatkan bahwa satuan pendidikan mem-

bina pembudayaan kegemaran membaca dengan memanfaatkan 

perpustakaan. Kemudian, pada ayat (5) di pasal tersebut bahwa 

untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca peng-

adaan perpustakaan dapat bekerja sama dengan pemangku ke-

pentingan. Sehingga perpustakaan sebagai wahana belajar se-

panjang hayat berfungsi mengembangkan potensi masyarakat. 

Para pemrakarsa sebuah TBM atau sejenisnya tidak melulu 

datang dari para perangkat atau warga asli daerah tersebut, te-

tapi diprakarsai oleh pihak di luar masyarakat wilayah dari loka-
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si TBM. Adapun tercatat berbagai macamnya TBM dibangun 

atas dorongan dari banyak faktor bisa kita urai dengan melihat 

karakteristik lembaga penyelenggara. Pembahasan ini memotret 

adanya beberapa poin penting dalam implementasi Gerakan Na-

Sional Gemar Membaca. 

 

Gerakan Nasional Gemar Membaca  
sebagai Gerakan Pendidikan Alternatif 

Gerakan Nasional Gemar Membaca dijelaskan dalam kebi-

jakan fungsi perpustakaan bertujuan memberikan dukungan ke-

pada anak-anak di luar jangkauan akses sekolah agar tetap me-

miliki kemampuan literasi yang baik sebagai generasi berpendi-

dikan. Gerakan ini melibatkan kegiatan literasi di luar sekolah, 

seperti komunitas baca. Hal ini mencerminkan bahwa gerakan 

ini sebagai bentuk pendidikan alternatif yang menerapkan me-

tode pembelajaran di luar dari institusi pendidikan formal. Umi 

Khomsiyatun dalam penelitiannya tentang adanya komunitas 

yang konsen terhadap pendidikan dan sosial berawal dari se-

buah taman baca dari masyarakat. Dalam penelitiannya, salah 

satu komunitas itu berada di Banyumas yang membiasakan ke-

biasaan gemar membaca bernama Rumah Kreatif Wadas Kelir 

(RKWK) (Khomsiyatun, 2017).  

Sejak berdirinya komunitas ini, telah terjadi pengaruh sig-

nifikan pada masyarakat, khususnya dalam konteks pendidikan 

yang menerapkan nilai-nilai literasi budaya kepada warganya. 

Komunitas taman baca ini memiliki fokus utama pada pengem-

bangan soft skill dan karakter remaja. Kegiatan-kegiatan seperti 

pelatihan menulis, menggambar, jurnalistik, serta kegiatan seni 

seperti teater, pantomim, dan seni tari menjadi sorotan utama 

dalam upaya meningkatkan keterampilan dan karakter generasi 

muda di sekitar Taman Baca Wadas Kelir. 
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Dampak pengetahuan yang didapatkan oleh remaja di 

RKWK tercermin dalam pencapaian-pencapaian gemilang rema-

ja Rumah Kreatif Wadas Kelir yang berhasil meraih prestasi da-

lam banyak perlombaan kancah tingkat daerah hingga nasional. 

Terdokumentasi prestasi remaja-remaja Rumah Kreatif Wadas 

Kelir mendulang prestasi, yakni memperoleh gelar juara 3 dalam 

Lomba Menulis Surat untuk Presiden, juara 3 dalam Lomba 

Mendongeng, juara 1 dalam OSN Matematika, serta menjabat se-

bagai ketua OSIS dan ketua organisasi di sekolah masing-ma-

sing, mencerminkan keunggulan intelektual mereka. Mereka ju-

ga meraih prestasi sebagai juara di kelas dan berhasil dalam ber-

bagai hal lainnya (Khomsiyatun, 2017). 

Penelitian yang mengangkat Taman Baca (RKWK) Wadas 

Kelir dilakukan oleh Triyana (2021) yang mengulas penerapan 

budaya literasi Rumah Kreatif Wadas Kelir bagi anak usia dini. 

Hasil penelitiannya Taman Baca Masyarakat Wadas Kelir memi-

liki dampak positif yang signifikan dalam memupuk budaya lite-

rasi dini di tengah masyarakat, melengkapi peran penting keluar-

ga dan sekolah. Ada berbagai metode yang digunakan untuk 

mengedukasi dan menggalakkan masyarakat agar gemar mem-

baca. Salah satu langkah yang efektif adalah peran aktifnya yang 

telah mendirikan sekolah literasi. Sekolah ini berfungsi sebagai 

fasilitator bagi anak-anak usia dini (AUD) yang duduk di usia 

taman kanak-kanak (TK) hingga masuk sekolah dasar. Program 

pengembangan literasi untuk anak usia dini mencakup berbagai 

kegiatan, seperti bermain dengan kata dan angka, melatih fokus 

anak, dan mendengarkan cerita dan diakhiri dengan ujian tertu-

lis untuk melatih daya kognitif para siswa, kemudian diadakan 

evaluasi melalui penilaian secara berkala. Selain itu, upaya pe-

ngembangan juga melibatkan permainan klasik yang mengga-

bungkan aspek literasi, kegiatan wisata dengan fokus literasi, 
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dan permainan berperan. Melalui berbagai inisiatif ini, wadah 

yang dibentuk oleh RKWK tersebut menjadi pusat literasi yang 

menyenangkan dan mendukung perkembangan literasi di ko-

munitas tersebut (Triyana dan Diana, 2021). 

Kehadiran gerakan literasi sejatinya bukan hanya dari pra-

karsa kehadiran TBM, melainkan benih-benih gerakan literasi ju-

ga hadir melalui keaktifan dari keberadaan institusi yang sudah 

ada. Insitusi tersebut salah satunya ialah masjid, di mana ba-

ngunan masjid diberdayakan menjadi pusat-pusat kajian agama 

yang secara langsung merangsang budaya membaca atau litera-

tur. Edy Suparjan (2022) dalam penelitiannya yang mengangkat 

Taman Baca Masyarakat di Desa Sakuru, Kecamatan Monta, 

Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat menemukan bahwa TBM 

dapat dimulai dari sebuah masjid. Penelitiannya memotret para 

pemuda yang terlibat dalam kegiatan di masjid dan menjadi fi-

gur masyarakat yang berperan aktif dalam upaya meningkatkan 

literasi di desa, walaupun desa memiliki perpustakaan desa 

yang bernama Perpustakaan Insan Cita, Desa Sakuru. Keberada-

an pengembangan budaya literasi berpindah peran ke para peng-

urus masjid. Kegiatan literasi masyarakat melibatkan majelis tak-

lim dan remaja masjid dalam upaya membina karakter dan moral 

khalayak umum khususnya generasi muda. Hal ini melibatkan 

penyelenggaraan kegiatan bersifat religius, seperti ceramah, kajian 

agama bersama, serta diadakannya perlombaan membaca ayat 

Al-Qur’an sebagai bagian integral yang muncul sebagai bentuk 

inisiatif penyelenggaraan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam 

kegiatan literasi mencakup majelis taklim dan remaja masjid da-

lam upaya membina karakter bagi kaum muda serta moral ma-

syarakat. Ini mencakup penyelenggaraan kegiatan keagamaan 

di antaranya ceramah, diskusi kelompok, panduan akademis, 

dan kompetisi membaca teks suci termasuk dalam rangkaian ke-
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giatan program tersebut. 

Masjid sebagai ruang publik dapat menjadi suar dari buda-

ya literasi. Masjid di Desa Sakuru dimanfaatkan oleh para aktivis 

desa sebagai ruang di mana kegiatan literasi berlangsung. Mas-

jid Desa Sakuru lewat kelompok majelis taklimnya memanfaat-

kan situasi dengan membuat kegiatan di antaranya kegiatan ce-

ramah dan kajian Islam diselenggarakan oleh kelompok majelis 

taklim. Kegiatan marawis diorganisasi oleh majelis taklim dan 

remaja masjid. Lomba baca kitab suci diadakan oleh majelis tak-

lim dan remaja masjid. Selain itu, terdapat kegiatan pembinaan 

minat dan bakat yang berkaitan dengan menumbuhkan keahlian 

dalam berkomunikasi dan seni di antaranya Master Of Ceremony 

(MC) dan Kaligrafi. (Suparjan, Zulkifli, dan Irawan, 2022). Ra-

gamnya kegiatan secara mekanisme berperan membentuk im-

plementasi gerakan literasi masyarakat di desanya. Hal menarik 

terjadi saat masjid memiliki berbagai peran dan kemampuan un-

tuk menyediakan ruang interaksi bagi masyarakat, berubah 

fungsinya menjadi tempat di mana masyarakat mencari penge-

tahuan.  

Taman Baca Masyarakat atau tempat yang menyajikan tam-

bahan pendidikan di luar sekolah di tengah masyarakat merupa-

kan wajah dari layanan pendidikan informal sehingga memiliki 

peran tambahan sebagai penyempurna pendidikan bagi indi-

vidu yang sedang mengikuti pendidikan formal. Sebagai layan-

an pendidikan alternatif, keberadaan TBM merangsang adanya 

sebuah gerakan pendidikan sebab TBM menghadirkan pendi-

dikan di luar sekolah. Penelitian yang dilakukan Opik (2022) 

yang juga membahas dampak dari keberadaan sebuah taman ba-

ca masyarakat menunjukkan gerakan pendidikan ke arah mem-

berdayakan masyarakat, dalam konteks pembahasan ini, ber-

kaitan dengan memberdayakan generasi muda melalui upaya 



10 |Analisis Isu Kebijakan Politik Kontemporer di Indonesia 

peningkatan literasi. Gerakan literasi dapat berjalan sebagai pro-

ses pemberdayaan pemuda sebagai pengurus dari sebuah TBM. 

Penelitian yang memotret TBM Panti Baca Ceria yang berada di 

Lingkungan Kebon Cau, Cipameungpeuk, Kecamatan Sume-

dang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mencerminkan 

bahwa gerakan literasi yang diadakan menargetkan seluruh ren-

tang usia, dengan fokus pada keterampilan literasi dasar yang 

disampaikan melalui berbagai aktivitas dengan melibatkan pe-

muda sebagai pengurus organisasi menunjukkan adanya pene-

rima manfaat secara tidak langsung dalam bentuk pemberdaya-

an bagi dirinya sendiri. Karena keterlibatan aktor-aktor dalam 

lingkup tersebut, yakni pemuda desa sebagai pengurus/relawan 

TBM, pada akhirnya menumbuhkan nilai-nilai yang merang-

sang bagi pengurus untuk berpikir dan bertindak dalam meng-

hadirkan kebaharuan program atau kegiatan TBM. 

Dalam penelitian tersebut dijabarkan bahwa pemberdayaan 

dijalankan melalui tiga langkah yang mencakup: 1) melakukan 

komunikasi persuasif dan mendekati pemuda yang mengun-

jungi TBM atau lapak baca, 2) memperkuat potensi literasi dan 

keterampilan pemuda, dan 3) menciptakan karya literasi sambil 

memberdayakan mereka untuk membantu mengelola program 

dan berpartisipasi dalam kegiatan di TBM Panti Baca Ceria. 

Pembangunan kemampuan kemandirian bagi para pemuda re-

lawan yang dilakukan oleh TBM Panti Baca Ceria dengan meng-

ajak generasi muda untuk bersama-sama membuat karya seni 

dan bertanggung jawab dalam mengatur program serta melak-

sanakan kegiatan. Dari sini, bisa kita lihat bahwa pendidikan ti-

dak hanya melibatkan transfer pengetahuan dari guru ke siswa, 

tetapi juga melibatkan penanaman nilai-nilai. 

Hal ini bertujuan untuk membentuk kemampuan manusia 

dalam berpikir secara kritis terhadap fenomena dan tanggung ja-
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wab sosial di masyarakat. Pemuda yang awalnya hanya sebagai 

penikmat atau target dari kehadiran TBM. Namun, berkat ma-

suknya pemuda sebagai relawan TBM, akhirnya para pemuda de-

sa tersebut secara langsung dituntut untuk bersama-sama men-

ciptakan karya, serta bertanggung jawab dalam mengelola pro-

gram-program produktif untuk kepentingan mengisi kegiatan 

TBM. 

Gerakan Panti Baca Ceria memicu partisipasi puluhan pe-

muda setiap tahunnya melalui pembicaraan kecil yang dimulai 

dari interaksi antara para pemuda yang telah lama berperan se-

bagai relawan. Komunikasi dilakukan secara persuasif kepada 

para pemuda yang hadir di TBM. Hasilnya, mereka menjadi ang-

gota dan relawan Panti Baca Ceria. Dampak positif keberhasilan 

usaha pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Panti Baca Ceria 

terlihat melalui pencapaian sebagai bentuk legitimasi pengaku-

an yang diterima, seperti TBM Kreatif-Rekreatif Tahun 2020 dari 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ke-

mudian meraih banyak penghargaan bergengsi lainnya dari ber-

bagai tingkat daerah dan instansi sejak tahun 2018–2020 (Opik 

dan Nurhayati, 2022). 

 

Identifikasi Inisiator  
Gerakan Nasional Gemar Membaca 

Gerakan Nasional Gemar Membaca sebagai wujud fasilita-

tor bagi usaha peningkatan budaya literasi di masyarakat mela-

lui Taman Bacaan Masyarakat, tentunya melibatkan berbagai 

macam stakeholder dalam mewujudkan budaya literasi. Inisiator 

atau penyelenggara dari program peningkatan budaya literasi di 

sebuah daerah bisa datang dari dalam daerah atau luar daerah. 

Jubaedah (2022) yang meneliti TBM Wadas Kelir menuliskan 

bahwa dalam sejarahnya, TBM Wadas Kelir didirikan pada ta-
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hun 2013 oleh sekelompok individu dari berbagai generasi yang 

bergabung untuk membentuk TBM Wadas Kelir. Pada awalnya 

anggota kelompok terdiri dari pelajar perguruan tinggi dan sis-

wa sekolah dasar hingga menengah, berfokus utama pada kegi-

atan melibatkan tiga aspek kunci pembelajaran, berkreasi, dan 

pelayanan masyarakat (Jubaedah dan Subur, 2022). Hal ini me-

nandakan bahwa TBM Wadas kelir berdiri atas prakarsa masya-

rakat yang resah dan peduli atas pentingnya budaya literasi. 

Selanjutnya, keberadaan TBM yang hadir atas prakarsa ma-

syarakatnya juga terdapat dalam penelitian milik Opik (2022) 

berjudul “Pemberdayaan Pemuda Melalui Gerakan Literasi Di 

TBM Panti Baca Ceria Kabupaten Sumedang”. Dalam penelitian-

nya, TBM di kelurahan Cipameungpeuk, Kecamatan Sumedang 

Selatan hadir sejak tahun 2016. Gerakan ini diciptakan oleh Ipul 

Saepulloh, seorang pemuda warga kelurahan setempat yang me-

rasa prihatin dengan rendahnya budaya literasi di daerahnya. Ia 

berinisiatif mengisi kekosongan gerakan literasi di daerahnya 

berawal dari mengubah rumah pribadinya menjadi Tempat Ba-

caan Masyarakat (TBM). Dengan fokus awalan layanan diarah-

kan pada kegiatan penyedia buku untuk dibaca di tempat atau 

dipinjam yang kemudian menjadi program utama. 

Hadirnya sebuah TBM selain atas prakarsa pihak di dalam 

daerah penyelenggara juga hadir atas dorongan dari luar dae-

rah. Dorongan dari luar daerah biasanya terjadi karena adanya 

kerja sama yang dibangun antara para pemangku pemerintah 

sebuah kawasan, baik desa ataupun kelurahan dan organisasi di 

luarnya. Seperti pada penelitian dari Ruslan (2017) membahas 

tentang hadirnya Taman Bacaan (TABACA) Masyarakat Desa 

Cot Lamme di Aceh Besar, struktur organisasinya terbentuk dari 

melibatkan anggota yang semuanya adalah relawan pengelola. 

Para relawan berasal dari Pusat Pengabdian Masyarakat (P2M) 
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UIN Ar-Raniry dan merupakan mahasiswa di kampus tersebut. 

Keberadaan TABACA merupakan komitmen yang solid antara 

para relawan pengelola dan pemangku kepentingan Pemerintah 

Desa Cot Lamme bersama dengan mahasiswa dengan bermak-

sud untuk menumbuhkan ketertarikan pada membaca yang baru 

di masyarakat Desa Cot Lamme (Ruslan, 2017). 

Penelitian terkait Taman Baca Masyarakat yang hadir atas 

prakarsa dorongan pihak luar dibahas oleh Sukiyanto dkk. 

(2021), dengan melakukan tahap pelaksanaan pengabdian pem-

buatan TBM yang dilaksanakan di Dusun Cumpleng, Desa Bron-

jong, Kecamatan Bluluk Lamongan. Pelaksanaannya dilakukan 

atas kerja sama dengan tokoh pemerintah desa yang melewati 

beberapa tahap. Dalam perencanaannya, langkah pertama meli-

batkan observasi, penjadwalan pelaksanaan, dan pembentukan 

Forum Group Discussion (FGD) dengan unsur-unsur masyarakat 

setempat seperti para orang tua, kelompok ibu muslimat dan 

PKK, dengan mengutarakan maksud untuk memperoleh 

dukungan. Hal ini dilaksanakan demi mewujudkan pemba-

ngunan TBM desa (Sukiyanto, Mufidah, dan Maulidah, 2021). 

Terciptanya TBM di tengah masyarakat berkaitan dengan 

sejauh mana tingkat kepedulian masyarakat pada suatu komuni-

tas akan pentingnya melek huruf atau budaya membaca. Pada 

pembahasan ini diketahui bahwa aktor inisiator dari gerakan lite-

rasi masyarakat di tingkat daerah serta partisipannya datang da-

ri banyak pihak, baik dari dalam atau luar daerah. Pihak-pihak 

yang dimaksud di antaranya pemerintahan, warga masyarakat 

atau kalangan intelektual, seperti mahasiswa atau lembaga swa-

daya masyarakat. Sedangkan pemerintah tingkat atas baik kabu-

paten/provinsi/pusat masih jarang memiliki peran yang signifi-

kan dalam usaha untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan 

masyarakat lewat dukungan bagi TBM atau sejenisnya. 
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Faktor Hambatan Gerakan Nasional Gemar 
Membaca sebagai Gerakan Pendidikan Alternatif 

Berhasil atau tidaknya penerapan sebuah kebijakan, seba-

gaimana disajikan oleh Weimer dan Vining (Pasolong, 2007), 

bergantung pada dasar logika kebijakan, kolaborasi yang terben-

tuk, dan kemampuan serta komitmen sumber daya manusia 

yang terlibat. Kemudian, Gow dan Morss menyatakan bahwa 

ada beberapa kendala dalam menerapkan kebijakan, yakni faktor 

politik, ekonomi, kekurangan keterampilan teknis dalam sum-

ber daya manusia, minimnya partisipasi, kendala terkait manaje-

men waktu, sistem informasi, tujuan dan pelaku yang berbeda, 

serta kurangnya dukungan berkelanjutan (Pasolong, 2007). 

Penelitian Zubaidah (2018) menjelaskan bahwa dalam me-

wujudkan gerakan literasi, sebuah organisasi dapat mengalami 

keberhasilan atau menghadapi rintangan karena beberapa fak-

tor. Salah satu hal yang dapat menjadi penghambat adalah keter-

batasan dana. Ketidaktersediaan sumber daya keuangan, ang-

garan, dan peralatan berdampak terhadap munculnya hambat-

an, seperti keterbatasan akses terhadap bahan bacaan, ketidak-

mampuan dalam mengadakan penyegaran, dan pembaharuan 

sumber bacaan sehingga menyebabkan kondisi internal ge-

rakan yang stagnan. Selain kendala dana, faktor lain adalah tekno-

logi kini yang mengancam fokus teralihkannya target penyeleng-

gara fasilitas baca di mata masyarakat yang menjadi target gera-

kannya. Zubaidah dan Zuriah (2018) juga menjelaskan bahwa 

adanya gawai menyebabkan masyarakat lebih memilih bermain 

gawai sehingga dapat menghambat terserapnya informasi yang 

baik akibat rendahnya kebutuhan masyarakat untuk membaca. 

Kekurangan dana dapat menghambat kemampuan gerakan 

literasi untuk mencapai dampak sosial yang maksimal. Misal-

nya, proyek-proyek literasi yang seharusnya dapat mengubah 
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masyarakat mungkin tidak dapat mencapai potensi penuhnya. 

Selain itu, persoalan dana berpengaruh pada ketersediaan buku, 

materi literasi, dan sumber daya pendidikan mungkin terbatas. 

Dalam gerakan literasi masyarakat yang seringnya muncul atas 

prakarsa swadaya masyarakat, kekurangan dana adalah persoal-

an yang serius karena dapat menghambat pengadaan buku, per-

alatan pembelajaran, dan pelatihan bagi para fasilitator literasi. 

Kekurangan dana pada era digital bagi pengembangan gerakan 

literasi masyarakat dapat memunculkan berbagai masalah. Sa-

lah satunya adalah persoalan inovasi teknologi yang rendah se-

hingga sering kali diperlukan untuk meningkatkan efektivitas 

gerakan literasi. Kekurangan dana dapat menghalangi penggu-

naan teknologi baru dan menghambat kemajuan dalam menye-

diakan pendidikan literasi yang lebih modern. 

Penelitian serupa, yakni Nurazizah (2020) membahas faktor 

penghambat implementasi program Gerakan Indonesia Memba-

ca melalui Kampung Literasi Tukangan Tegalpanggung, Danu-

rejan, Kota Yogyakarta adalah persoalan dana. Selain persoalan 

dana, hambatan selanjutnya adalah tidak munculnya inovasi 

pembaharuan program yang menarik minat masyarakat untuk 

pergi berkunjung atau sekadar bermain ke Taman Bacaan Ma-

syarakat. Suparjan (2022) dalam penelitiannya yang membahas 

implementasi Gerakan Literasi Masyarakat (Gelmas) di Desa Sa-

karu, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat 

juga mendapati hambatan dalam menggulirkan gerakan terse-

but ialah karena partisipasi masyarakat yang kurang dalam me-

ngunjungi atau memanfaatkan perpustakaan. Akibat pengurus 

perpustakaan yang belum aktif secara efektif dalam menghidupi 

TBM. Hal ini menandakan kurangnya program-program literasi 

yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat 

membuat mereka merasa kurang tertarik untuk berpartisipasi. 
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Penutup 

Gerakan Nasional Gemar Membaca memiliki peran penting 

dalam meningkatkan budaya literasi di masyarakat tidak hanya 

menjadi gerakan literasi, tetapi juga menjadi bentuk pendidikan 

alternatif karena gerakan ini, melalui TBM di daerah-daerah, 

memberikan pelayanan pendidikan yang memberikan penga-

laman dan kurikulum yang berbeda dengan sekolah. TBM men-

jadi pusat kegiatan literasi di masyarakat, melibatkan anak-anak 

dan remaja dalam kegiatan membaca, menulis, dan aktivitas lite-

rasi lainnya. Selain itu, implementasi Gerakan Nasional Gemar 

Membaca mendorong gerakan sosial yang memiliki tujuan yakni 

terselenggarakannya budaya literasi. Hadirnya banyak TBM 

mencerminkan adanya kekuatan civil society sebagai mitra peme-

rintah dalam mengimplementasikan program tersebut di tataran 

kedaerahan. Kekuatan civil society di sini dapat dilihat dari ada-

nya kekuatan aksi kolektif dari prakarsa pembentukan taman ba-

caan yang membangun solidaritas bersama demi terciptanya ru-

ang publik khusus membaca yang dikelola secara swadaya un-

tuk pendidikan di kalangan masyarakat. 

Identifikasi inisiator program gerakan ini menunjukkan bah-

wa keberadaan TBM bisa berasal dari prakarsa masyarakat se-

tempat, seperti kelompok mahasiswa, pemuda, atau tokoh ma-

syarakat. Kemudian, prakarsa atas dorongan dari luar masyara-

kat daerah setempat, seperti kerja sama dengan lembaga pendi-

dikan atau pihak luar yang peduli terhadap budaya literasi, yang 

juga memainkan peran penting dalam pendirian sebuah ta-

man bacaan masyarakat. Terdapat beberapa faktor hambatan 

dalam implementasi Gerakan Nasional Gemar Membaca dalam 

wujud TBM atau sejenisnya, yakni persoalan keterbatasan dana 

sebagai sumber daya keuangan dapat memengaruhi akses terha-

dap bahan bacaan, pembaharuan koleksi, dan menyebabkan 



Analisis Isu Kebijakan Politik Kontemporer di Indonesia | 17 

stagnansi gerakan. Kemudian, tidak adanya inovasi pembaharu-

an program yang menarik minat masyarakat sehingga minat ma-

syarakat untuk mengunjungi taman bacaan berkurang. 

Kesimpulannya, implementasi Gerakan Nasional Gemar 

Membaca melalui pendayagunaan fungsi perpustakaan, salah 

satunya TBM, memiliki dampak positif dalam meningkatkan bu-

daya literasi pada masyarakat. Program ini tidak hanya mem-

berikan akses kepada masyarakat yang berada di luar jangkauan 

pemerintah pusat, dengan membentuk pusat kegiatan literasi 

yang beragam secara lokal kedaerahan, mendorong minat baca, 

dan memberdayakan masyarakat melalui pendidikan informal. 
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KEBIJAKAN HILIRISASI  
DALAM PERSPEKTIF  

KEWIRAUSAHAAN POLITIK 
 

 

 

ndonesia merupakan negara kepulauan di dunia yang memi-

liki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang begitu melim-

pah. Dilihat dari struktur geologi, Indonesia memang memiliki 

beragam potensi sumber daya geologi di antaranya sumber daya 

mineral, batu bara, dan panas bumi. Negeri ini sangat kaya akan 

jenis mineral, baik mineral logam di antaranya emas, perak, tem-

baga, nikel, timah, seng, besi, aluminium, dan logam tanah ja-

rang maupun mineral bukan logam dan batuan, seperti batu 

gamping, kaolin, fosfat, gipsum, dan batuan pembawa kalium. 

Sumber daya mineral tersebut berperan besar sebagai bahan ba-

ku dalam berbagai jenis industri di antaranya industri energi ra-

mah lingkungan dan baterai listrik, industri manufaktur, indus-

tri pertahanan, industri kimia, industri transportasi, maupun in-

dustri pertanian.  

Kementerian ESDM Republik Indonesia pada tahun 2022 la-

lu merilis sebuah data yang berkaitan dengan Neraca Sumber 

Daya dan Cadangan Mineral, Batu bara, dan Panas Bumi Indo-

nesia Tahun 2022, bahwa jumlah total sumber daya logam tem-

baga mengalami kenaikan 200 juta ton dan total cadangan logam 

tembaga tahun 2022 mengalami kenaikan 400 juta ton diban-

I 
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dingkan tahun 2021. Sedangkan untuk emas total sumber daya 

dan total cadangan relatif meningkat, untuk total cadangan lo-

gam emas mengalami kenaikan sebesar 1.337 ton dari data tahun 

2021 sehingga total cadangan logam emas tahun 2022 menjadi 

sebesar 3.324 ton. Tidak hanya itu, sumber daya nikel tahun 2022 

mengalami sedikit penurunan, sedangkan total cadangan relatif 

sama. Sedangkan total sumber daya dan cadangan nikel tahun 

2022 mengalami penurunan sebesar 2 juta ton apabila diban-

dingkan dengan data tahun 2021 (Hermawan et al., 2022).  

Bahkan, data yang dirilis oleh U.S. Geological Survey mem-

perlihatkan bahwa cadangan nikel Indonesia menempati pering-

kat pertama, yakni mencapai 21 juta ton atau setara dengan 22 

persen dari cadangan global. Produksi nikel Indonesia juga me-

nempati peringkat pertama, yakni sebesar 1 juta ton, melebihi 

Filipina yang hanya sebesar 370 ribu ton dan Rusia sebesar 250 

ribu ton. Selain nikel, Indonesia juga memiliki cadangan bauksit 

sebesar 1,2 miliar ton atau setara dengan 4 persen dari total ca-

dangan dunia. Untuk timah, Indonesia memiliki cadangan sebe-

sar 800.000 ton atau setara dengan 23 persen dari cadangan du-

nia. Sementara untuk tembaga, Indonesia memiliki porsi 3 per-

sen cadangan tembaga dunia atau sebanyak 28 juta ton dari total 

cadangan tembaga dunia sebesar 871 juta ton dan terbesar ke-7 

di dunia (U.S Geological Survey, 2023). 

 
Grafik 1 

Estimasi Produksi Nikel Dunia dan Cadangannya Tahun 2022 
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Selain emas, tembaga, dan nikel, salah satu kekayaan alam 

Indonesia adalah batu bara. Data Kementerian ESDM Republik 

Indonesia pada tahun 2022 mencatat bahwa sumber daya batu 

bara Indonesia sebesar 99.193,11 juta ton, sedangkan cadangan 

batu bara Indonesia sebesar 35.054,07 juta ton. Memang jika di-

bandingkan dengan tahun 2021, terdapat penurunan jumlah 

sumber daya batu bara sebesar 10.876,8 juta ton, sedangkan ca-

dangan batu bara mengalami penurunan sebanyak 1.224,78 juta 

ton (Hermawan et al., 2022).  

Data yang dirilis oleh Kementerian ESDM tersebut merupa-

kan fakta betapa kekayaan sumber daya alam bangsa ini begitu 

besar. Kekayaan SDA yang begitu besar tersebut sudah seyogya-

nya dapat dimanfaatkan bagi pembangunan negara dan sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat dari 

konstitusi kita yang termaktub secara jelas pada Pasal 33 ayat (3) 

UUD 1945. Apalagi sektor pertambangan dan SDA negara kita 

ini berkontribusi cukup signifikan terhadap Produk Domestik 

Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2023 senilai Rp2.300 triliun 

atau 8,57% dari total PDB (Binekasri, 2023). Jika sektor tersebut 

dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, tentunya akan 

membawa kenyataan akan mimpi bangsa Indonesia untuk men-

jadi negara yang maju dan berdikari secara ekonomi.  

Namun, sayangnya, kekayaan sumber daya alam dan mine-

ral kita belum dapat dikelola secara optimal untuk meningkat-

kan penerimaan negara dan menyejahterakan rakyat Indonesia. 

Lalu, apa yang menjadi penyebabnya? Penyebabnya adalah se-

bagian besar perusahaan tambang beroperasi di hulu (upstream), 

mengekspor bijih (mineral mentah) yang bernilai tambah rendah 

secara ekonomis (Ika, 2017). Kondisi ini tentunya tidak dapat di-

teruskan dalam jangka panjang, di tengah tantangan memba-

ngun kemandirian ekonomi bangsa Indonesia sehingga peme-
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rintah indonesia membuat sebuah kebijakan hilirisasi sumber 

daya alam dan mineral. Tujuannya jelas, yakni melalui hilirisasi 

sumber daya alam dan mineral akan memberikan nilai tambah 

suatu komoditas dengan komoditas yang diekspor tidak lagi 

berwujud bahan mentah, tetapi sudah menjadi barang jadi mau-

pun barang setengah jadi (Artha et al., 2023).  

Implementasi kebijakan hilirisasi sumber daya alam dan mi-

neral di Indonesia ini memiliki perjalanan yang begitu panjang. 

Kebijakan hilirisasi sebenarnya telah direncanakan sejak lama te-

patnya di era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyo-

no pada tahun 2010, di mana saat itu kebijakan hilirisasi me-

rupakan amanat dari UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral 

dan Batu Bara (minerba). Lahirnya UU tersebut merupakan se-

buah langkah reformasi kebijakan pengelolaan mineral, salah sa-

tunya guna mendorong terjadinya peralihan (shifting) pengelola-

an mineral, yaitu dari hulu ke hilir.  

Tulisan ini hadir untuk memberikan gambaran kepada 

pembaca tentang implementasi kebijakan hilirisasi sumber daya 

alam dan mineral di Indonesia yang menjadi salah satu inovasi 

dan gebrakan dari pemerintah Indonesia. Kebijakan hilirisasi ini 

memang membutuhkan peran kepemimpinan yang visioner di-

dukung dengan keberanian dalam mengambil berbagai risiko 

dari kebijakan yang telah diambil karena kebijakan hilirisasi ini 

sungguh erat kaitannya dengan kepentingan ekonomi negara- 

negara lain yang selama ini menggantungkan komoditas per-

tambangannya dari Indonesia. Tulisan ini juga menyajikan per-

spektif yang berbeda dalam memandang kebijakan hilirisasi di 

Indonesia, yakni melalui perspektif kewirausahaan politik.  

Kewirausahaan politik selama ini dilihat sebagai salah satu 

konsep yang lahir dari perpaduan dua komponen ilmu sosial, 

yakni ilmu ekonomi dan ilmu politik. Sebagai salah satu cabang 
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ilmu yang diturunkan dari ilmu ekonomi, kewirausahaan didefi-

nisikan sebagai proses untuk menciptakan sekaligus mengejar 

peluang berdasarkan sumber daya yang dikuasai atau dikenda-

likan (Christoffel Mardy Oktarisa Mintardjo, 2020). Bertolak dari 

gagasan tersebut, Matthew McCaffrey dan Joseph T. Salerno 

(2011) kemudian memperluas makna dan praktik kewirausaha-

an yang mulanya hanya bergerak dalam fungsi ekonomi kepada 

fungsi dan praktik di dalam ranah politik. Kewirausahaan poli-

tik mengacu pada tindakan yang dijalankan oleh aktor politik 

melalui pemanfaatan kewenangan berupa alokasi sumber daya 

yang dimiliki untuk menciptakan sebesar-besarnya manfaat bagi 

publik (McCaffrey & Salerno, 2011). 

 

Dinamika Hilirisasi Sumber Daya Alam  
di Indonesia 

Kebijakan hilirisasi SDA dan mineral merupakan salah satu 

alat fiskal (fiscal tool) untuk menciptakan nilai tambah mineral, 

meningkatkan penerimaan negara, mendorong pertumbuhan 

ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menyejahterakan 

rakyat Indonesia yang adil dan merata (Ika, 2017). Meski dalam 

perjalanannya, kebijakan ini mengalami pasang surut dalam 

proses implementasinya.  

Kebijakan hilirisasi sebenarnya telah diinisiasi sejak era Pe-

merintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kala itu, pemerintah 

memiliki sebuah komitmen untuk melakukan upaya reformasi 

kebijakan pengelolaan mineral melalui lahirnya UU Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. UU Nomor 4 Tahun 

2009 tersebut salah satunya mengamanatkan agar industri mi-

nerba dalam negeri didorong untuk melakukan peralihan (shift-

ing) pengelolaan mineral, yaitu dari hulu ke hilir. Namun, sela-
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ma beberapa waktu diimplementasikan kebijakan tersebut, 

muncul banyak kendala yang membuat kebijakan hilirisasi tidak 

berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Implementasi ke-

bijakan hilirisasi terkendala oleh kesulitan yang dialami perusa-

haan tambang untuk mengintegrasikan operasi penambangan di 

hulu dan operasi pengolahan mineral di hilir, baik secara teknis 

maupun finansial. Kendala kedua adalah resistensi dari perusa-

haan tambang milik asing (pemegang KK) karena mengalami ke-

sulitan cash flow. Terlebih juga terdapat aturan yang melarang 

ekspor mineral mentah menyebabkan banyak perusahaan tam-

bang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membangun 

smelter. Banyak perusahaan yang mengalami penurunan penda-

patan yang berdampak pada penyesuaian jumlah tenaga kerja 

(Ika, 2017). Kondisi inilah yang menunjukkan bahwa UU No. 

4/2009 memiliki banyak kelemahan sehingga proses implemen-

tasi kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan mulus.  

Dalam perkembangannya, UU No. 4/2009 itu diperkuat de-

ngan diterbitkannya UU No. 3/2020 tentang Perubahan atas UU 

No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 

Dalam UU 3/2020 ini diamanatkan agar tidak lagi melakukan 

ekspor bahan mentah. Dalam undang-undang minerba yang ba-

ru ini, sudah disyaratkan harus ada program hilirisasi. Setiap 

produk pertambangan minerba harus diproses lebih lanjut. Se-

lain UU Minerba, regulasi lain yang mengamanatkan hilirisasi 

adalah UU 5/1984 tentang Perindustrian. Dalam UU ini disebut-

kan industri perlu lebih dikembangkan secara seimbang dan ter-

padu, salah satunya dengan mengoptimalkan seluruh sumber 

daya alam, manusia, dan dana yang tersedia (Purwanto, 2023).  

Untuk memperkuat implementasi kebijakan hilirisasi terse-

but, pemerintah juga telah mempersiapkan pemberian insentif, 

baik dalam bentuk fiskal berupa fasilitas bea impor, tax holiday, 
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tax allowance, maupun insentif nonfiskal yang diberikan dalam 

bentuk kemudahan perizinan, yang bisa diperpanjang hingga 

umur cadangan tambang bagi hilirisasi batu bara yang terinte-

grasi sebagai bagian dari kepastian investasi jangka panjang. Ti-

dak hanya itu, OJK juga menerbitkan kebijakan di industri per-

bankan untuk mendukung program percepatan Kendaraan Ber-

motor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB) serta pengembangan in-

dustri hulunya, antara lain, relaksasi dalam penilaian kualitas 

kredit untuk pembelian dan produksi Kendaraan Bermotor Lis-

trik Berbasis Baterai serta penyediaan dana untuk debitur kon-

sumsi dan produksi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Bate-

rai (Purwanto, 2023).  

Melalui kebijakan hilirisasi ini, pemerintah juga akan ber-

upaya sekuat tenaga untuk dapat melakukan implementasi kebi-

jakan tersebut secara berkelanjutan. Pada tahun 2020, pemerin-

tah telah mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel 

dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 

2019. Kemudian, pada tahun 2023, pemerintah juga telah mem-

berlakukan larangan ekspor bijih bauksit serta mendorong in-

dustri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri 

(Ngadiman et al., 2024).  

Dalam perjalanannya ke depan, pemerintah telah menetap-

kan peta jalan (roadmap) untuk hilirisasi sumber daya alam 

(SDA) yang terbagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama dimu-

lai pada tahun 2023 dan diproyeksikan hingga tahun 2025. Pada 

jangka pendek ini, pemerintah akan berfokus pada usaha untuk 

peningkatan nilai tambah yang meliputi peningkatan pengolah-

an dan pemurnian SDA di dalam negeri, pengembangan produk 

hilir yang bernilai tinggi, dan peningkatan daya saing produk hi-

lir di pasar global. Selain itu, target jangka pendek yang terak-

tub dalam roadmap kebijakan hilirisasi tersebut difokuskan pada 
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bagaimana upaya mendorong investasi yang optimal melalui 

penyediaan insentif bagi investor yang berinvestasi di industri 

hilirisasi, mempermudah perizinan usaha di bidang hilirisasi, 

dan meningkatkan infrastruktur untuk mendukung industri hi-

lirisasi, seperti pembangunan Smelter di berbagai wilayah Indo-

nesia. Sebagaimana data dari Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, saat ini terdapat 116 

fasilitas pemurnian dan pemrosesan mineral mentah (smelter) 

khususnya untuk komoditas nikel di Indonesia, baik yang sudah 

beroperasi, dalam masa konstruksi dan yang direncanakan akan 

dibangun di Indonesia (Muliawati, 2023).  

Setelah target jangka pendek roadmap kebijakan hilirisasi 

tercapai, pemerintah kemudian memproyeksikan tahapan selan-

jutnya yang direncanakan akan dimulai pada tahun 2026 hingga 

2030. Pada kurun waktu tersebut, pemerintah berupaya untuk 

membangun industri hilirisasi yang terintegrasi melalui upaya 

menggabungkan industri hulu dan hilir SDA, mengembangkan 

klaster industri hilirisasi, serta meningkatkan efisiensi dan efek-

tivitas industri hilirisasi. Target dan strategi pencapaian tersebut 

tentunya disusun secara sustainable; sebagai proyeksi jangka 

panjang akan kebijakan hilirisasi ini, pemerintah berupaya keras 

untuk mengembangkan teknologi dan inovasi di bidang hiliri-

sasi, meningkatkan kualitas SDM di bidang hilirisasi, dan mem-

perkuat kerja sama internasional di bidang hilirisasi. 

 

Kebijakan Hilirisasi  
dalam Perspektif Kewirausahaan Politik 

Kebijakan Hilirisasi yang diimplementasikan oleh pemerin-

tah saat ini terbilang sebagai sebuah kebijakan yang cukup “be-

rani”. Pasalnya, dari waktu ke waktu, rezim pun telah berganti, 

perjalanan implementasi kebijakan hilirisasi ini tidaklah mudah. 
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Belum lagi terdapat banyak tantangan, baik dari internal mau-

pun eksternal, seperti adanya resistensi di WTO. Meskipun In-

donesia kalah dalam tuntutan, program hilirisasi tetap berjalan. 

Di sisi internal, tantangan terbesar kebijakan hilirisasi ini lebih 

pada keterbatasan sumber daya manusia karena berdasarkan 

data, setiap tahunnya dibutuhkan 16.000 tenaga kerja kompeten 

untuk sektor manufaktur termasuk proses hilirisasi. Hal ini me-

mang tidak mudah, tetapi pemerintah di bawah kepemimpinan 

Presiden Joko Widodo tidak gentar untuk terus mendorong upa-

ya hilirisasi SDA di Indonesia. Komitmen pemerintah dalam ke-

bijakan hilirisasi SDA ini yang kemudian dapat dilihat sebagai 

sebuah upaya kewirausahaan politik karena bagaimanapun ke-

bijakan ini merupakan inovasi dan lompatan besar yang diambil 

bangsa Indonesia untuk menjaga kekayaan negara ini agar dapat 

dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.  

Dalam kajian ilmu politik, kewirausahaan politik dilihat se-

bagai salah satu kemampuan elite untuk menghadirkan inovasi 

politik berupa kebijakan bagi masyarakat. Kewirausahaan poli-

tik mengacu pada model pemimpin kreatif yang mempraktik-

kan kemampuan politiknya guna menciptakan kebijakan dan 

institusi birokrasi baru atau mengubah kebijakan dan lembaga 

yang sudah ada.  

Perspektif kewirausahaan politik diperkenalkan oleh 

McCaff Rey dan Salerno (2011) yang menjelaskan bahwa aktor 

politik sebagai individu-individu yang menjalankan fungsi yang 

sama di bidang politik sebagaimana yang dijalankan oleh peng-

usaha di bidang perekonomian. Proses menciptakan inovasi, 

strategi politik seorang aktor politik dalam bidang politik sama 

halnya dengan proses produksi dalam bidang ekonomi.  

Dalam pandangan McCaff Rey dan Salerno (2011), kewira-

usahaan politik dibagi menjadi tiga cabang utama, yaitu perta-
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ma, public choices (pilihan publik). Pada cabang pertama, pilihan 

publik (public choices) berfokus pada aspek aktivitas politik se-

perti pencarian “rent-seeking” (perilaku pejabat publik dalam me-

mutuskan alokasi anggaran publik atau kebijakan yang ditu-

jukan untuk publik dengan maksud mendapatkan keuntungan 

pribadi dan kelompok yang berimplikasi merugikan kepenting-

an publik, baik dalam jangka pendek maupun panjang) dengan 

menghalangi persaingan menggunakan proses broker undang-

undang, lobbying, dan koalisi. Public choice dapat menjadi petun-

juk bagi pengambil keputusan untuk menentukan kebijakan 

yang paling efektif dengan tiga cara tersebut. Kemudian, se-

orang aktor kewirausahaan politik merupakan individu yang 

peka terhadap kesempatan untuk mendapatkan keuntungan le-

bih dari suatu sistem politik yang ada. Aktor kewirausahaan 

politik menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk mendapat-

kan keuntungan yang lebih besar sebagaimana dalam prinsip 

kewirausahaan dalam bidang ekonomi. Karena aktor kewira-

usahaan politik berhubungan dengan kekuasaan, aktor tersebut 

memanfaatkan sumber daya dalam pemerintahan untuk kepen-

tingan pribadinya.  

Kedua, unsur kewirausahaan yang terdiri dari Alertness and 

Discovery. Entrepreneurial Element atau unsur kewirausahaan 

yang bergantung pada teori kewirausahaan Israel Kirzner (1979) 

yang menekankan pada kewaspadaan dan penemuan sebagai 

elemen kunci dalam perilaku kewirausahaan (Foss & Klein, 

2010). Alertness yang berartikan kepekaan aktor terkait perma-

salahan yang ada dan Discovery berarti penemuan atau ide yang 

dibuat oleh pemangku kepentingan untuk mengatasi permasa-

lahan yang ada. Dalam perspektif kewirausahaan politik ini di-

titikberatkan pada upaya yang ditempuh oleh pemimpin politik 

dalam menemukan suatu produk kreatif (dalam bentuk kebijak-
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an) yang dihasilkan seorang pemimpin politik dari pengamatan 

dia terkait kebutuhan yang ada (Yu, 2001).  

Ketiga, New Institutionalism. Pada cabang ketiga ini mengga-

bungkan antara cabang pertama dan kedua.  New Institusionalism 

berfokus pada peran pemimpin politik untuk mengubah, mem-

bentuk, dan mengonsolidasikan institusi politik. Dua identifi-

kasi untuk cabang ini adalah pada praktik kewirausahaan politik 

para agen perubahan kebijakan dan mengamankan kebijakan 

yang mereka sukai. Aktor pembuat kebijakan ini bersifat stra-

tegis dengan berusaha mengoptimalkan potensi-potensi yang 

ada (McCaffrey & Salerno, 2011).  

Pada prinsipnya, perspektif kewirausahaan politik diguna-

kan oleh para aktor-aktor politik untuk menjalakan dan menge-

lola pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas. 

Dengan melibatkan peran partisipasi masyarakat sipil untuk 

memacu para aktor politik agar menciptakan kebijakan yang 

inovatif untuk memenuhi kebutuhan publik. Dalam teori kewi-

rausahaan politik, aktor politik adalah individu yang memiliki 

kekuasaan terhadap sumber daya yang dimiliki tanpa terikat de-

ngan atasan atau elemen lain sehingga aktor politik dapat me-

nunjukkan cara kerja sebagai wirausahawan dalam bidang poli-

tik dan tidak terpengaruh oleh pihak lain.  

Dalam konteks kebijakan hilirisasi SDA di Indonesia, im-

plementasi kebijakan tersebut tidaklah mulus dan seterusnya 

berbuah manis. Kita tahu bahwa Organisasi Perdagangan Dunia 

(WTO) pun sudah mengeluarkan keputusan bahwa Indonesia 

dinyatakan kalah menghadapi gugatan Uni Eropa soal larangan 

ekspor nikel di World Trade Organization atau WTO. Orga-

nisasi Perdagangan Dunia itu menolak pembelaan Indonesia 

atas pemberlakuan larangan ekspor nikel tersebut. Keputusan 

kalah itu sudah tertuang dalam laporan final panel WTO ter-
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tanggal 17 Oktober 2022 dan didokumentasikan pada 30 No-

vember 2022 (Firman Hidranto, 2023). Panel menyimpulkan 

bahwa larangan ekspor bijih nikel Indonesia tidak sesuai de-

ngan Pasal XI: 1 GATT 1994. Pasal XI: 1 GATT 1994 menyatakan 

bahwa setiap negara anggota WTO dilarang untuk melakukan 

pembatasan selain tarif, pajak dan bea lain, dan bukan pem-

batasan lain termasuk kuota dan perizinan impor atau penjual-

an dalam rangka ekspor. Nikel tidak masuk dalam pengecuali-

an dalam penerapan Pasal XI: 1 GATT 1994, WTO memberikan 

sejumlah pengecualian. Namun demikian, panel WTO menolak 

argumen bahwa kebijakan larangan ekspor nikel RI termasuk 

dalam pengecualian aturan tersebut. Menurut panel WTO, pe-

ngecualian diberlakukan jika kebijakan ekspor bersifat semen-

tara. Selain itu, syarat pengecualian berlaku jika larangan eks-

por bertujuan untuk mencegah atau meringankan krisis pa-

ngan, atau produk lain yang esensial bagi Indonesia seperti da-

lam pengertian Pasal XI: 2 (a) GATT 1994. Panel WTO mereko-

mendasikan agar Indonesia mengambil langkah-langkahnya se-

suai dengan kewajibannya berdasarkan GATT 1994. Artinya, 

Indonesia diminta membatalkan larangan ekspor bijih nikel ter-

sebut (Arif Deddy et al., 2023).  

Merespons upaya tersebut, sikap pemerintah Indonesia te-

gas bahwa Indonesia siap melakukan banding terhadap kepu-

tusan yang telah dikeluarkan oleh WTO tersebut. Sikap peme-

rintah Indonesia tentu menunjukkan kedaulatan dan konsis-

tensi atas keputusan yang telah diambil dalam kebijakan hili-

risasi SDA. Pemerintah sungguh menyadari bahwa kebijakan 

hilirisasi ini akan menjadi lompatan yang cukup besar bagi 

pembangunan perekonomian bangsa ini ke depan. Bagaimana 

tidak, bahwa dari kebijakan yang telah diimplementasikan ter-

sebut, dampak dari kebijakan terhadap kontribusi fiskal telah 
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tampak. Berdasarkan data dari Kementerian Investasi Republik 

Indonesia, kebijakan Hilirisasi telah memberikan kontribusi 

yang signifikan pada peningkatan nilai ekspor produk nikel dari 

USD 1,1 Miliar pada tahun 2014 menjadi USD 20,8 miliar pada 

tahun 2022 (Ibnu Khaldun, 2024). Hal serupa juga terjadi pening-

katan nilai ekspor produk batu bara dari USD 15,5 miliar pada 

tahun 2014 menjadi USD 33,9 miliar pada tahun 2022. Sedangkan 

dari sisi serapan tenaga kerja, selama beberapa tahun terakhir in-

dustri hilirisasi nikel telah berhasil menciptakan sekitar 100.000 

lapangan pekerjaan dan industri hilirisasi batu bara mencipta-

kan sekitar 200.000 lapangan pekerjaan (Ibnu Khaldun, 2024). 

 

Penutup 

Kebijakan hilirisasi merupakan bentuk inovasi dan lompat-

an besar bagi sejarah bangsa Indonesia. Komitmen dan kebe-

ranian pemerintah dalam mengambil kebijakan hilirisasi ini di-

dorong oleh cita-cita besar untuk melindungi kekayaan alam ne-

geri ini yang sangat besar serta harapan untuk dapat mening-

katkan nilai tambah sumber daya alam, menciptakan lapangan 

kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Perjalanan bangsa ini telah menunjukkan bahwa memang 

tidaklah mudah untuk mengimplementasikan kebijakan hiliri-

sasi tersebut. Banyak tantangan yang harus dihadapi, baik dari 

faktor internal hingga faktor eksternal. Mulai dari keterbatasan 

teknologi hingga kekurangan infrastruktur yang memadai un-

tuk mendukung industri hilir. Tidak hanya itu, keterbatasan 

sumber daya manusia untuk kebutuhan tenaga kerja dengan ke-

terampilan yang memadai, peningkatan iklim investasi yang 

kondusif untuk menarik investor baik dalam negeri maupun lu-

ar negeri, sering terjadinya perubahan kebijakan yang dapat me-

nimbulkan ketidakpastian bagi investor dan menghambat inves-
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tasi di sektor hilirisasi, serta tantangan dari pihak eksternal yang 

berkaitan dengan kebijakan pengaturan ekspor maupun persa-

ingan industri yang sangat ketat.  

Namun, dengan komitmen politik serta kepemimpinan 

yang konsisten, didukung dengan kemampuan mengelola keku-

asaan serta sumber daya politik yang baik sebagaimana ciri khas 

penting dari kewirausahaan politik, kebijakan hilirisasi ini da-

pat diterapkan dengan visi, arah, dan roadmap yang jelas. Data 

dari Kementerian Investasi/BKPM Republik Indonesia mencatat 

realisasi investasi pada tahun 2023 sebesar Rp1.053,1 triliun atau 

75,2% dari target realisasi investasi tahun 2023, yaitu sebesar 

Rp1.400 triliun. Kebijakan hilirisasi yang diambil oleh pemerin-

tah telah memberikan kontribusi positif pada capaian realisasi 

investasi sebesar Rp266,0 triliun, mencapai 25,3% dari total reali-

sasi investasi periode ini.  

Capaian ini tentu sangat positif bagi portofolio perekonomi-

an Indonesia. Namun, yang menjadi tantangan ke depan adalah 

bagaimana kemudian upaya hilirisasi ini benar-benar memiliki 

dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Kebi-

jakan hilirisasi harus mampu berkontribusi secara langsung pa-

da masyarakat, mulai dari pemanfaatan tenaga kerja yang harus 

dioptimalkan dari masyarakat sekitar bukan justru memanfaat-

kan tenaga kerja dari luar (asing). Tidak hanya itu, kebijakan hili-

risasi juga harus mampu mendorong adanya  transfer teknologi 

bagi masyarakat sekitar serta yang paling penting adalah melin-

dungi masyarakat dari dampak lingkungan yang dihasilkan dari 

industri tersebut. Hal tersebut dapat diwujudkan ketika peme-

rintah dapat konsisten dalam menerapkan kebijakan sehingga 

ekosistem besarnya terbentuk dan kebijakan hilirisasi ini akan 

berbuah manis terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indo-

nesia. 
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PROSPEK DAN TANTANGAN  
CIVIL SOCIETY DAN ADVOKASI KEBIJAKAN  

DI INDONESIA 
 

 

 

i tengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus 

berkembang di Indonesia, peran civil society dan advokasi 

kebijakan menjadi semakin penting dalam mewujudkan masya-

rakat yang adil, demokratis, dan berkelanjutan. Civil society, 

yang terdiri dari berbagai organisasi nonpemerintah, LSM, ke-

lompok advokasi, dan individu yang peduli memainkan peran 

kunci dalam mengawasi pemerintah, memperjuangkan hak-hak 

warga, dan mempromosikan perubahan positif dalam kebijakan 

publik. Indonesia dengan keragaman budaya, sosial, dan politik-

nya menawarkan prospek yang luas bagi kemajuan civil society 

dan advokasi kebijakan. Namun, di sisi lain, tantangan-tantang-

an yang kompleks juga menghadang potensi penuh civil society 

untuk diwujudkan. Permasalahan seperti keterbatasan sumber 

daya, tekanan politik, dan hambatan hukum sering kali menjadi 

penghalang bagi upaya-upaya civil society dalam memengaruhi 

kebijakan dan menciptakan perubahan positif.  

Masyarakat sipil (civil society) adalah sebuah konsep yang te-

lah lama berkembang dan hingga kini menjadi bahan diskusi 

dan perdebatan hangat secara terus menerus. Selama masa per-

kembangannya, bermunculan beragam pandangan yang ber-

D 
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upaya memberikan batasan pengertian “apa itu masyarakat si-

pil”. Berbagai teori dikemukakan oleh banyak pihak, beberapa 

di antaranya memiliki pandangan yang sama dan saling mendu-

kung, ada pula yang memberikan kritik terhadap pandangan-

pandangan tersebut. Namun demikian, semua pandangan dan 

argumentasi yang berkembang itu berupaya untuk menjelaskan 

“apa itu masyarakat sipil”. Konsep civil society telah mendapat-

kan popularitas global sejak ditemukan kembali oleh para cen-

dekiawan-aktivis di Eropa Timur dan Amerika Latin pada tahun 

1970-an, yang mendahului berbagai bentuk demokratisasi pada 

tahun 1980-an. Banyak sekali yang menjadi pendukung antusias 

masyarakat sipil karena dianggap penting untuk meningkatkan 

kualitas pemerintahan, memperkuat kekuatan rakyat. Hal ini 

memungkinkan pembangunan dan mempromosikan demokra-

tisasi serta memperkuat demokrasi. Memang, gagasan bahwa 

masyarakat sipil adalah kunci untuk menciptakan dan memper-

tahankan pemerintahan demokratis yang sehat kemudian men-

dominasi wacana politik dan pembangunan (Guan, 2004).  

Ketika konsep ini mendapat sambutan luas, hal ini berakibat 

pada munculnya beragam makna masyarakat sipil yang menim-

bulkan kekhawatiran bahwa konsep ini telah melebar sedemiki-

an rupa sehingga kehilangan kredibilitasnya (Chandhoke 2001). 

Fakta bahwa konsep ini mencakup begitu banyak makna yang 

berbeda sehingga kontradiktif dan membingungkan membuat 

beberapa orang mempertanyakan kegunaan konsep tersebut 

(Kumar 1993). Penyesalan atas hilangnya kejelasan konseptual 

seharusnya tidak membuat orang berpikir bahwa konsep terse-

but pernah memiliki, atau dapat memiliki, makna definitif yang 

jelas. Hal ini karena makna civil society selalu tidak jelas dan ber-

bagai upaya di masa lalu untuk mendefinisikannya hanya meng-

hasilkan lebih banyak kontroversi. Alasan mengapa civil society 
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tidak memiliki arti definitif yang jelas adalah karena civil society 

memiliki semua ciri khas "konsep yang pada dasarnya diperde-

batkan": konsep ini memiliki dimensi deskriptif dan juga norma-

tif, dan dengan demikian penggunaannya menjadi sasaran per-

debatan yang sengit dan tak berkesudahan (Guan, 2004).  

Dua ciri menarik dari konsep civil society yang membuatnya 

populer juga turut membuat penggunaannya semakin diperde-

batkan. Pertama, konsep civil society bersifat kompleks dan terbu-

ka sehingga dapat dengan mudah dimodifikasi agar dapat dite-

rapkan pada berbagai macam tujuan dan situasi. Kedua, konsep 

ini memiliki daya tarik yang cukup besar karena "mewujudkan 

bagi banyak orang suatu tatanan sosial yang ideal secara etis, 

yang, jika tidak dapat diatasi, paling tidak dapat menyelaraskan 

tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan antara kepentingan 

individu dan kepentingan sosial" (Seligman 1992). Dengan demi-

kian, meskipun ada banyak diskusi dan publikasi tentang kon-

sep ini, tidak ada definisi civil society yang disepakati secara uni-

versal. Namun demikian, "ketidakjelasan" konsep ini tidak akan 

membuatnya kurang menarik bagi banyak cendekiawan, aktivis, 

dan pembuat kebijakan (Sholikin et al., 2022).  

Di negara-negara non-Barat, penggunaan konsep ini selalu 

menimbulkan kesulitan teoretis tambahan yang bersumber dari 

dua sumber (Khilnani 2001). Beraneka ragamnya arti konsep ter-

sebut dalam tradisi Barat itu sendiri turut menyumbang pada 

ambiguitas baik dalam teori maupun praktik civil society di ne-

gara-negara non-Barat. Sumber lain berasal dari kenyataan bah-

wa "konteks di mana masyarakat sipil digunakan sangat berva-

riasi (dari masyarakat Barat dan juga) di antara berbagai masya-

rakat non-Barat" (Khilnani 2001). Negara-negara Asia Tenggara 

memberikan contoh yang sangat baik di mana sejarah kolonial 

yang beragam, percampuran etnis, agama, dan budaya, pemba-
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ngunan ekonomi, dan rezim negara dapat menjadi wadah untuk 

menunjukkan bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi un-

tuk membentuk bentuk dan komposisi masyarakat sipil.  

Organisasi masyarakat sipil di Indonesia memiliki peran 

penting dalam mendorong arah demokratisasi. Berbagai organi-

sasi masyarakat sipil, seperti lembaga swadaya masyarakat 

(LSM), kelompok mahasiswa, dan serikat pekerja, melakukan 

protes terhadap rezim Soeharto pada saat berkuasa. Sejak refor-

masi, beberapa organisasi masyarakat sipil ini telah mendukung 

setiap agenda perubahan kebijakan seperti membuat rancangan 

undang-undang yang baru dan progresif dari luar negara dan 

terlibat dalam tim asistensi untuk melaksanakan program-pro-

gram pembangunan di berbagai kementerian. Perubahan politik 

yang didorong oleh organisasi masyarakat sipil dan keterlibatan 

mereka dengan negara ini disebabkan banyaknya peluang poli-

tik yang terbuka dan akomodatif dari rezim politik baru pasca-

reformasi. Sayangnya, mereka mendapat tantangan serius di bi-

dang politik seperti fragmentasi organisasi masyarakat sipil un-

tuk mendorong dan mereformasi kebijakan meskipun organisasi 

masyarakat sipil telah berhasil menggunakan kesempatan ini. 

Sementara itu, hubungan antara organisasi masyarakat sipil dan 

partai politik di parlemen atau bahkan di lembaga eksekutif 

lebih banyak dibangun dalam bentuk hubungan nonformal dan 

berbasis personal di antara para aktor di masing-masing organi-

sasi (Perdana, 2015).  

Argumen utama dalam tulisan ini adalah berbagai aktivitas 

politik organisasi masyarakat sipil di Indonesia disebabkan oleh 

terbukanya peluang politik. Meskipun peluang politik ini telah 

diadopsi secara praktis dan luas oleh organisasi masyarakat si-

pil, perubahan struktur kelembagaan politik dan dominannya 

warisan relasi patrimonial menyebabkan sejumlah tantangan ba-
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gi organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan soliditas 

organisasi dalam merespons perubahan politik. Oleh karena itu, 

pembahasan ini berkontribusi dalam menjelaskan aktivitas poli-

tik organisasi masyarakat sipil di negara demokrasi baru seperti 

Indonesia. Beberapa studi penilaian demokratisasi di Indonesia 

menyatakan bahwa tradisi politik patrimonial (Aspinall, 2010), 

keterputusan hubungan antara wakil rakyat dengan konstituen-

nya di DPR (Hamid, 2012), dan ketidakmampuan negara dalam 

menjamin supremasi hukum (Bünte dan Ufen, 2009) merupakan 

masalah utama dalam konsolidasi demokrasi.  

Tulisan ini menggambarkan kerja sejumlah organisasi ma-

syarakat sipil di Indonesia saat ini, setelah Suharto, jika tidak ha-

rus dikatakan setelah Suhartoisme. Tulisan ini mencoba untuk 

memberikan gambaran kekayaan aktivisme baru ini, keragam-

annya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi pada masa seka-

rang ini. Banyak kepercayaan yang diberikan pada gagasan ma-

syarakat sipil ini. Tulisan ini mengeksplorasi prospek dan tan-

tangan yang dihadapi civil society dan advokasi kebijakan di In-

donesia. Kami akan melihat potensi-potensi yang ada, serta upa-

ya-upaya yang sedang dilakukan untuk mengatasi tantangan-

tantangan tersebut. Dengan memahami kondisi serta dinamika 

yang ada, kita dapat merumuskan langkah-langkah strategis un-

tuk memperkuat peran civil society dalam proses pembangunan 

dan demokratisasi di Indonesia (Ibrahim, 2007). Dengan demiki-

an, tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang 

lebih mendalam mengenai kondisi civil society dan advokasi ke-

bijakan di Indonesia, serta menawarkan pandangan-pandangan 

yang konstruktif dalam memandang masa depannya. 
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Dinamika Civil Society dan Advokasi Kebijakan  
di Indonesia 

Tidak mungkin membicarakan politik aktivisme di Indone-

sia saat ini tanpa merujuk pada keberadaan masyarakat sipil. Ke-

beradaannya yang sangat luas dalam wacana politik menyulit-

kan upaya untuk memetakannya secara rapi. Sebagai contoh, 

masyarakat sipil tampaknya menyediakan konteks untuk memi-

kirkan aktivisme di Indonesia saat ini, bahkan melingkupinya. 

Untuk sementara, mari kita definisikan aktivisme sebagaimana 

yang didefinisikan oleh Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia, 

yaitu sebagai upaya untuk melakukan perubahan demi keadilan 

sosial yang lebih baik. Masyarakat sipil dipahami lebih luas dari 

bidang aktivisme ini, termasuk di dalamnya banyak kegiatan 

yang tidak mengadvokasi perubahan seperti yang dilakukan 

oleh aktivisme pada umumnya (Pickering & McMahon, 2024).  

Civil society mencakup aktivisme ini, tetapi juga mencakup 

jenis-jenis kegiatan sosial dan budaya yang dapat dikatakan le-

bih memperkaya masyarakat daripada mengubahnya (meski-

pun dalam jangka panjang perbedaan ini mungkin akan memu-

dar maknanya). Sebagai contoh kegiatan sosial dan budaya, se-

perti contoh terkenal dari klub boccie dan bowling yang diguna-

kan oleh Robert Putnam dan para penelitinya, yang jelas-jelas 

bertujuan untuk menjadi apolitis, atau dalam bahasa komuni-

tarian (mereka yang mendukung komunitas sebagai hal yang sa-

ngat penting untuk semua kegiatan), untuk membawa nilai-nilai 

kewarganegaraan dan “sumber daya manusia” tanpa menjadi 

politis. Oleh karena itu, istilah civil society tampaknya mencakup 

aktivisme, menjadi lebih luas dari yang sebenarnya. Namun, le-

bih dari sekadar menyediakan konteks untuk aktivisme, masya-

rakat sipil juga muncul sebagai tempat di mana nilai-nilai ak-

tivisme dapat ditemukan (Pickering & McMahon, 2024).  
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Bagi kaum komunitarian, dan mungkin juga bagi para ahli 

teori gerakan sosial, semua nilai yang berharga dan tumbuh da-

lam masyarakat sipil dan aktivisme muncul dari politisasi nilai-

nilai tersebut. Masyarakat sipil dipahami sebagai rumah bagi ni-

lai-nilai pencerahan seperti individualisme, kebebasan pribadi 

(dan properti), dan rasionalisme (jika bukan sekularisme), dan 

lebih politis lagi, hak-hak asasi manusia (Smith & Hamel, 2023). 

Organisasi-organisasi masyarakat sipil kemudian dan mengad-

vokasi nilai-nilai ini di dalam negara dan ekonomi. Pernyataan 

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), 

pada Konferensi ke-12 pada tahun 1999, mewujudkan gagasan 

ini: “Pertama, kelompok-kelompok masyarakat sipil memainkan 

peran penting dalam mereformasi negara dan kapital; masyara-

kat sipil membutuhkan ruang politik untuk memainkan peran 

ini dengan cara yang tepat” (INFID, 1999).  

Ada dua perspektif masyarakat sipil Indonesia yang kedua 

pandangan tersebut telah berkembang pada awal tahun 1990-an 

(Ibrahim, 2007). Perspektif vertikal pertama menekankan pada 

bagaimana kelompok masyarakat sipil memiliki posisi otonom 

terhadap negara. Beberapa LSM, sebagai bagian dari organisasi 

masyarakat sipil dan berseberangan dengan negara, mendu-

kung pandangan ini karena memang diperlukan adanya posisi 

otonom dalam rezim demokrasi saat itu. Sementara itu, perspek-

tif kedua, horizontal, berfokus pada aspek relasional antara indi-

vidu dan kelompok dalam masyarakat beradab (Perdana, 2015). 

Pendekatan ini juga dikenal dengan istilah “masyarakat mada-

ni” yang diperkenalkan oleh Nurcholis Madjid (cendekiawan 

Indonesia) dengan referensi masyarakat Islam pada era Nabi 

Muhammad. Pendekatan ini melihat pentingnya pluralisme dan 

prinsip-prinsip toleransi dalam masyarakat. Namun, konsep ini 

dianggap sebagai pendekatan lunak, sementara peran negara 
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dalam rezim demokrasi adalah untuk memfasilitasi fungsi de-

mokrasi. Oleh karena itu, pendekatan horizontal ini menekan-

kan pada kerangka kerja sama antara negara dan masyarakat si-

pil (Smith & Hamel, 2023).  

Dalam konteks ini, kedua perspektif tersebut perlu diper-

timbangkan untuk mendefinisikan masyarakat sipil pasca era 

Soeharto: “Masyarakat tidak hanya dianggap sebagai tempat 

atau ruang yang diisi oleh kelompok-kelompok masyarakat 

yang bersifat sukarela, terorganisir, dan tidak tergantung pada 

pemerintah, tetapi juga ditandai oleh toleransi, rasa saling meng-

hargai, dan kemajemukan yang ada di dalamnya” (Ibrahim, 

2007). Oleh karena itu, masyarakat sipil di Indonesia mengga-

bungkan dua pendekatan yang berfokus pada aspek kesukarela-

an dan kemandirian terhadap negara, serta mempertimbangkan 

aspek pluralisme dan toleransi dalam masyarakat. Beberapa pe-

nelitian telah mengidentifikasi kategorisasi masyarakat sipil In-

donesia (Ibrahim 2007). Suharko (2011) mengklasifikasikan ma-

syarakat sipil Indonesia berdasarkan keanggotaan dan nonke-

anggotaan. Organisasi masyarakat sipil keanggotaan adalah or-

ganisasi massa yang berbasis agama, bisnis, pemuda dan maha-

siswa, dan/atau kelompok fungsional seperti serikat buruh dan 

asosiasi petani. Sementara itu, organisasi masyarakat sipil non-

keanggotaan tidak memiliki keanggotaan yang meliputi LSM, 

organisasi sukarela, organisasi setengah terstruktur dari organi-

sasi negara yang menyediakan program-program pembangun-

an. Di sisi lain, organisasi semibisnis menyediakan layanan ma-

syarakat (Gerő et al., 2023).  

Pada awal reformasi, sebagian besar organisasi masyarakat 

sipil tidak mengembangkan grand design untuk tujuan perubah-

an sosial dan politik (Aspinall, 2004). Ormas-ormas ini lebih me-

milih untuk mengubah beberapa kebijakan yang tidak demokra-
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tis. Beberapa ormas yang memiliki keterikatan kuat dengan ma-

syarakat, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, men-

dukung pembentukan partai politik (Sholikin, 2020). Meskipun 

pemerintahan Soeharto berhasil mendominasi kelompok-kelom-

pok organisasi masyarakat sipil, menurut Aspinall, pada awal 

reformasi, kelompok-kelompok ini semakin menunjukkan ke-

mandiriannya terhadap negara ketika mereka memanfaatkan 

peluang politik yang ada di rezim baru. Organisasi masyarakat 

sipil mengeksplorasi peluang tersebut karena kesempatan poli-

tik lebih terbuka lebar untuk memobilisasi perubahan politik. 

Struktur peluang politik merupakan konfigurasi dari berbagai 

aspek seperti sumber daya, pengaturan kelembagaan, warisan 

sejarah untuk memobilisasi sosial yang mana semua aspek terse-

but memfasilitasi perkembangan protes sosial (Kitschelt, 1986).  

Dalam pembahasan peluang politik ini, isu utama yang di-

angkat adalah bagaimana organisasi gerakan sosial dapat me-

mobilisasi sebuah perubahan sosial atau bahkan hanya sekadar 

mendukung kandidat tertentu dalam pemilihan umum (Meyer, 

2004). Dough Mc Adam (1996) menyebutkan empat dimensi da-

lam kesempatan politik. Dimensi pertama adalah keterbukaan 

atau kedekatan relatif dari sistem politik institusional. Dimensi 

ini menjelaskan bagaimana struktur politik formal dapat dengan 

mudah mengakses kelompok mana pun dalam masyarakat. Di-

mensi kedua berhubungan dengan stabilitas elite politik. Dimensi 

ini berfokus pada bagaimana para elite politik, terutama dari 

partai politik, menerima dukungan politik dan organisasi serta 

dukungan suara pemilu. Dimensi lain mencari ketersediaan ke-

terlibatan elite politik. Dimensi ini ingin melihat adanya aliansi 

atau koalisi di antara para elite politik dalam pengambilan ke-

bijakan. Dimensi terakhir membahas bagaimana kapasitas negara 

dalam merespons setiap peluang yang ada di antara elite politik. 
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Dimensi ini juga menekankan pada seberapa kuat kekuatan ne-

gara (tindakan represif) dalam merespons setiap perubahan so-

sial yang dituntut oleh gerakan sosial. Keempat dimensi ini akan 

menjelaskan bagaimana organisasi masyarakat sipil Indonesia 

mengambil tindakan politik untuk memobilisasi dukungan bagi 

perubahan sosial dan politik (Davis & Zhang, 2024).  

Sementara itu, Aspinall (2013) mengidentifikasi bahwa ne-

gara demokrasi baru seperti Indonesia memiliki masalah waris-

an yang masih terus berlanjut di era pasca-Reformasi. Poin uta-

manya adalah masih kuatnya patronase dan klientalisme dalam 

masyarakat Indonesia. Inti dari patronase dan klientalisme ada-

lah distribusi sumber daya material dari individu atau kelompok 

yang kaya kepada individu atau kelompok yang miskin dan ti-

dak memiliki kapabilitas untuk mendapatkan tujuan politik dan 

keuntungan politik tertentu. Selain patronase, fragmentasi ke-

lompok masyarakat sipil dan partai politik yang terdistribusi da-

lam jaringan patron-klien di daerah-daerah tertentu juga menja-

di isu yang tidak kalah penting. Berdasarkan luasnya wilayah 

kerja dan beragamnya pemberdayaan serta hubungan personal 

yang erat antarorganisasi, organisasi masyarakat sipil di Indone-

sia hidup dalam kompleksitas struktur politik (Korneev, 2024).  

Di satu sisi, organisasi masyarakat sipil memiliki peran dan 

tanggung jawab untuk melakukan perubahan. Namun, di sisi 

lain, OMS terjebak ke dalam sistem dan struktur politik yang me-

neruskan warisan-warisan sebelumnya. Untuk melihat interaksi 

organisasi masyarakat sipil dengan aktor-aktor politik lain da-

lam struktur politik, pembahasan ini menelusuri aktivitas politik 

organisasi masyarakat sipil pasca-Reformasi 1998 di dua arena: 

pertama, aktivitas organisasi masyarakat sipil di parlemen tem-

pat para aktor organisasi masyarakat sipil ini memengaruhi pro-

ses pembuatan undang-undang, melakukan pengawasan, dan 
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juga memberikan pendampingan kepada para anggota DPR; ke-

dua, aktivitas organisasi masyarakat sipil yang ikut serta dalam 

pemilihan umum dengan menjadi kandidat atau bahkan hanya 

menjadi tim sukses dari salah satu kandidat. Oleh karena itu, pe-

nelitian ini memperkuat argumen Aspinall (2013) dan Mietzner 

(2013) untuk mengaplikasikan peluang politik pasca-Reformasi 

dan tantangan serta respons mereka terhadap struktur warisan 

politik dari rezim Soeharto di dua bidang politik: pengambilan 

keputusan dan politik elektoral. 

 

Varian Organisasi Civil Society  
dalam Advokasi Kebijakan di Indonesia 

Masyarakat sipil Indonesia dapat dikategorikan dengan va-

rian keanggotaan dan nonkeanggotaan serta organisasi masya-

rakat sipil yang berpengaruh di bidang politik. Dalam konteks 

perbandingan di beberapa negara demokrasi baru, para ilmu-

wan politik menekankan bagaimana peran organisasi masyara-

kat sipil dalam demokrasi (Fioramonti dan Fiori 2010). Pertama, 

organisasi masyarakat sipil menciptakan hubungan formal un-

tuk menghubungkan berbagai kepentingan dalam masyarakat 

dan juga untuk memfasilitasi komunikasi politik antara warga 

negara dan negara; Kedua, organisasi masyarakat sipil dapat me-

nantang dan menyeimbangkan kekuatan negara dengan me-

ningkatkan upaya negara untuk meningkatkan akuntabilitasnya 

kepada publik; Ketiga, sebagai bagian dari indikasi penting da-

lam penilaian demokrasi, anggota-anggota organisasi masyara-

kat sipil harus mendukung partisipasi politik; Keempat, kekuatan 

masyarakat sipil harus berperan sebagai pembela kepentingan 

publik jika ada kaitannya dengan negara, yang diindikasikan da-

ri penegakan moralitas publik dan kritik terhadap politisi dan 

pejabat publik; dan yang terakhir adalah masyarakat sipil harus 
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berperan sebagai faktor eksternal dalam memperdalam demo-

krasi (Merkel, 2004), yaitu melindungi demokrasi dari gangguan 

eksternal dan internal serta politik yang tidak stabil.  

Oleh sebab itu, jika organisasi masyarakat sipil memperkuat 

peran-peran ini, mereka akan memastikan adanya perubahan 

politik yang signifikan di setiap negara. Bagaimana organisasi 

masyarakat sipil dibentuk dan peran apa saja yang telah dilaku-

kan? Pada rezim Soeharto, Aspinall (2004) menjelaskan tiga ben-

tuk organisasi masyarakat sipil. Pertama, organisasi korporatis 

yang berkembang di awal era Soeharto (1970-an) dan terkait de-

ngan partai yang berkuasa (Golkar). Sebagai contoh, beberapa 

serikat buruh sulit dipisahkan dengan Golkar pada saat itu. Na-

mun, pada tahun 1991, beberapa LSM advokasi dalam masalah 

perburuhan menunjukkan adanya serikat buruh yang indepen-

den dari negara (Ford, 2003). Kedua, organisasi semikorporatis 

yang memiliki suara independen, tetapi dapat berkompromi de-

ngan negara untuk bertahan hidup. Di antara kelompok-kelom-

pok semikorporatis ini, ada dua organisasi Islam besar: Nahdla-

tul Ulama dan Muhammadiyah. Ketiga, organisasi masyarakat 

sipil “proto-oposisional” yang mempertahankan independensi 

mereka dari intervensi negara dan memiliki posisi kritis terha-

dap kebijakan pemerintah (Sholikin, 2020b).  

Ibrahim (2007) mengidentifikasi lima kelompok organisasi 

masyarakat sipil yang berpengaruh di bidang politik setelah era 

pasca-Soeharto di antaranya sebagai berikut.  

Organisasi Sosial Keagamaan 

Organisasi sosial keagamaan dan advokasi publik adalah 

dua konsep yang terkait dengan kegiatan dan peran organisasi 

keagamaan dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh 

organisasi sosial keagamaan dan advokasi publik di Indonesia: 
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Nahdlatul Ulama (NU)—organisasi keagamaan terbesar di 

Indonesia yang memiliki peran penting dalam berbagai kegiatan 

sosial dan keagamaan. NU memiliki kanal YouTube, NU Chan-

nel, yang digunakan untuk berbagi informasi dan pendidikan 

agama. Nahdlatul Ulama (NU) telah melakukan berbagai kegi-

atan advokasi publik yang terkait dengan berbagai aspek kehi-

dupan masyarakat, termasuk Advokasi Hak Umat; NU telah me-

lakukan advokasi hak umat, terutama dalam mengembalikan 

hak-hak umat yang telah hilang. NU berfokus pada advokasi 

hak-hak umat dalam berbagai bidang, seperti hak-hak ekonomi, 

hak-hak pendidikan, dan hak-hak kesehatan.  Advokasi Gender; 

NU juga telah melakukan advokasi gender, terutama dalam me-

ningkatkan status perempuan di masyarakat. NU berfokus pada 

advokasi gender dengan cara membantu perempuan dalam me-

ningkatkan statusnya di masyarakat dan memperjuangkan hak-

hak perempuan (Fatmawati et al., 2020).  

Advokasi Pendidikan; NU telah melakukan advokasi pen-

didikan, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di 

Indonesia. NU berfokus pada advokasi pendidikan dengan cara 

membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan 

memperjuangkan hak-hak siswa. Advokasi Kesehatan; NU telah 

melakukan advokasi kesehatan, terutama dalam meningkatkan 

kualitas kesehatan di Indonesia. NU berfokus pada advokasi ke-

sehatan dengan cara membantu meningkatkan kualitas kesehat-

an di Indonesia dan memperjuangkan hak-hak pasien.  Advoka-

si Ekonomi; NU telah melakukan advokasi ekonomi, terutama 

dalam meningkatkan kualitas ekonomi di Indonesia. NU berfo-

kus pada advokasi ekonomi dengan cara membantu meningkat-

kan kualitas ekonomi di Indonesia dan memperjuangkan hak-

hak pekerja.  
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Advokasi Politik; NU telah melakukan advokasi politik, ter-

utama dalam meningkatkan keterwakilan politik perempuan di 

Indonesia. Fatayat NU, sebagai salah satu organisasi perempuan 

dan bagian dari “civil society”, telah berperan dalam memenga-

ruhi pembuatan kebijakan publik dan meningkatkan partisipasi 

perempuan di dalam politik. Advokasi Komunitas; NU telah me-

lakukan advokasi komunitas, terutama dalam membantu umat 

mengakses layanan publik dan memberi kontrol kepada umara 

(pemerintah) yang ada. Nahdliyyin Center Kota Pekalongan, se-

bagai salah satu inovasi untuk mengembalikan NU menjadi “pe-

juang rakyat” yang sesungguhnya, telah berperan dalam mem-

bantu umat kaum mustadl'afin dan membangun komunitas. 

Advokasi Media; NU telah melakukan advokasi media, teruta-

ma dalam menggunakan media sosial untuk pengurus dan ang-

gota PCINU Jepang. Pelatihan video editing dan pembuatan kon-

ten digital telah diadakan untuk mengoptimalkan program kerja 

PCINU Jepang. Dalam keseluruhan, NU telah melakukan berba-

gai kegiatan advokasi publik yang terkait dengan berbagai aspek 

kehidupan masyarakat, termasuk advokasi hak umat, gender, 

pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, komunitas, dan media.  

Muhammadiyah—organisasi keagamaan lain yang memi-

liki peran penting dalam masyarakat Indonesia. Muhammadi-

yah memiliki kultur keagamaan yang berbeda dengan NU dan 

memiliki peran dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. 

Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam terkemuka di Indone-

sia, telah secara aktif terlibat dalam berbagai aspek advokasi pu-

blik, termasuk advokasi hukum, aktivisme lingkungan, pember-

dayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi. Melalui pro-

gram-program pengabdian masyarakatnya, Muhammadiyah te-

lah bekerja untuk mengatasi berbagai masalah sosial, ekonomi, 
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dan lingkungan yang memengaruhi masyarakat Indonesia 

(Sholikin, 2019).  

Salah satu bidang utama yang menjadi fokus utama dalam 

upaya advokasi publik Muhammadiyah adalah advokasi hu-

kum. Organisasi ini telah menyelenggarakan lokakarya dan pro-

gram pelatihan untuk memberdayakan kader-kadernya dengan 

pengetahuan dan keterampilan hukum yang memungkinkan 

mereka untuk secara efektif mengadvokasi perubahan hukum 

dan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini terma-

suk mengadvokasi hak-hak konstitusional, mengatasi kelemah-

an dalam sistem hukum, dan mendorong transparansi dalam ke-

bijakan pemerintah dan penggunaan anggaran. Muhammadi-

yah juga telah berada di garis depan aktivisme lingkungan, ter-

utama dalam konteks gerakan ekologi dan perubahan iklim. 

Meskipun organisasi ini belum mengadopsi paradigma ekologi 

yang digunakan oleh para kelompok lingkungan hidup Islam, 

para anggotanya telah mulai memasukkan keprihatinan ekologi 

ke dalam orientasi program organisasi, menunjukkan komitmen 

terhadap kelestarian lingkungan hidup (Sholikin, 2023).  

Selain advokasi hukum dan lingkungan, Muhammadiyah 

telah terlibat dalam inisiatif pemberdayaan masyarakat, dengan 

fokus pada keterampilan literasi keuangan untuk pekerja mi-

gran Indonesia di Taiwan dan pemberdayaan masyarakat terha-

dap penularan Covid-19 melalui sosialisasi gerakan 3M. Orga-

nisasi ini juga telah diakui atas perannya dalam mencegah kasus 

stunting di Indonesia melalui program Rumah Gizi dan program 

Bangga Kencana. Keterlibatan Muhammadiyah dalam pemba-

ngunan berkelanjutan adalah bidang advokasi publik lainnya, 

dengan organisasi memainkan peran penting dalam program 

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat yang difasili-
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tasi. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan 

oleh Muhammadiyah telah berhasil mendorong partisipasi ma-

syarakat dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk program 

restorasi ekosistem hutan tropis di Provinsi Kalimantan Timur 

dan pemberdayaan sosial-ekonomi pada kelompok rentan di 

Provinsi Yogyakarta (SHOLIKIN & Abdul Gaffar Karim, 2015).  

Selain itu, Muhammadiyah juga aktif di ranah digital, meng-

gunakan media sosial untuk mempromosikan agendanya dalam 

menegakkan integritas publik dan terlibat dalam aktivisme siber 

untuk mendorong kesadaran politik kelas menengah.  Organisa-

si ini juga telah dikenal karena perannya dalam pengembangan 

wakaf produktif yang telah berkontribusi pada pemberdayaan 

ekonomi masyarakat melalui pengelolaan badan usaha dan mo-

del kerja sama bisnis. Secara ringkas, upaya advokasi publik Mu-

hammadiyah sangat beragam dan beraneka ragam yang mencer-

minkan komitmen organisasi untuk mengatasi berbagai masalah 

sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhi masyarakat 

Indonesia. Melalui program-program pelayanan masyarakat, 

advokasi hukum, aktivisme lingkungan, inisiatif pemberdayaan 

masyarakat, dan keterlibatan dalam pembangunan berkelanjut-

an, Muhammadiyah telah menjadi pemain penting dalam mem-

promosikan kepentingan publik dan mengadvokasi perubahan 

positif di Indonesia (Solikhin, 2016).  

Dalam konteks organisasi sosial keagamaan dan advokasi 

publik, beberapa tema yang terkait adalah: pemahaman agama 

dan budaya lokal—organisasi keagamaan memiliki peran pen-

ting dalam memahami dan mengembangkan budaya lokal, se-

perti di Desa Sungai Duren yang masih menjalankan tradisi adat 

dan budaya lokal. Peran organisasi keagamaan dalam masyara-

kat—organisasi keagamaan memiliki peran penting dalam ma-

syarakat, seperti memakmurkan masjid dan menyebarkan syiar 
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Islam. Pengembangan sistem informasi—organisasi keagamaan 

seperti NU memiliki aplikasi Sistem Informasi Geografis Penca-

rian Lokasi Rumah Ulama NU di Kabupaten Kudus Berbasis An-

droid untuk memudahkan dalam mencari informasi mengenai 

keberadaan lokasi Ulama. Dalam keseluruhan, organisasi sosial 

keagamaan dan advokasi publik memiliki peran penting dalam 

masyarakat Indonesia, terutama dalam memahami dan me-

ngembangkan budaya lokal, menggunakan teknologi, advokasi 

hak-hak masyarakat, peran organisasi keagamaan dalam masya-

rakat, dan pengembangan sistem informasi (Sholikin, 2018). 

Serikat Buruh 

Serikat buruh dan advokasi publik memiliki hubungan 

yang sangat erat dalam upaya memperjuangkan hak-hak pekerja 

dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Advokasi publik di-

lakukan oleh serikat buruh sebagai bagian dari strategi mereka 

untuk memengaruhi kebijakan dan mewujudkan perubahan 

yang lebih baik bagi pekerja. Dalam beberapa penelitian, serikat 

buruh seperti Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia 

(SERBUK) dan Serikat Petani Indonesia (SPI) telah melakukan 

advokasi publik untuk memperjuangkan hak-hak pekerja dan 

petani. Mereka menggunakan berbagai strategi, seperti pendi-

dikan, seminar, dan perlindungan hak-hak pekerja, serta mela-

kukan advokasi kelas dan kasus untuk menyelesaikan perma-

salahan individu yang dihadapi pekerja. Serikat buruh juga ber-

peran dalam advokasi kebijakan pengupahan dan komunikasi 

konsep kedaulatan pangan untuk meningkatkan kualitas hidup 

pekerja dan petani. 

Dalam melakukan advokasi publik, serikat buruh mengha-

dapi beberapa hambatan dan tantangan, seperti anggota yang 

kurang kompeten, tindak intimidasi dari perusahaan, dan stig-

ma dari kawan buruh lain yang memandang sebelah mata kepa-
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da serikat yang dekat dengan partai. Namun, serikat buruh terus 

berjuang dan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan ke-

sadaran dan partisipasi pekerja dalam advokasi publik. Dalam 

beberapa penelitian, serikat buruh juga berperan dalam advoka-

si kebijakan pengupahan dan komunikasi konsep kedaulatan 

pangan untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja dan petani. 

Mereka menggunakan berbagai strategi, seperti membentuk 

lingkaran inti, memilih isu strategis, merancang sasaran dan 

strategi, mengolah data dan mengolah informasi, menggalang 

sekutu pendukung, mengajukan rancang tanding, memengaruhi 

pembuat dan pelaksana kebijakan, membentuk pendapat 

umum, membangun basis gerakan, memantau dan menilai pro-

gram. Dalam kesimpulan, serikat buruh dan advokasi publik 

memiliki hubungan yang sangat erat dalam upaya memperju-

angkan hak-hak pekerja dan meningkatkan kualitas hidup mere-

ka. Serikat buruh menggunakan berbagai strategi untuk melaku-

kan advokasi publik dan menghadapi beberapa hambatan dan 

tantangan dalam proses tersebut.  

Serikat buruh melakukan advokasi publik dengan berbagai 

strategi dan metode untuk memperjuangkan hak-hak pekerja 

dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Berikut beberapa 

contoh bagaimana serikat buruh melakukan advokasi publik:  

1) Advokasi Kelas: Serikat buruh seperti Federasi Serikat Buruh 

Kerakyatan Indonesia (SERBUK) melakukan advokasi kelas 

dengan mewakili suatu kelompok dalam pembahasan ini 

adalah kaum buruh yang diperjuangkan untuk mendapatkan 

hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).  

2) Advokasi Kasus: Serikat buruh juga melakukan advokasi ka-

sus dengan cara menyelesaikan permasalahan kasus individu 

yang dihadapi buruh dengan bantuan serikat. Hambatan 

yang dialami oleh Federasi SERBUK yaitu anggota yang ku-
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rang kompeten, pasif dan, tidak prinsipil. Sedangkan tantang-

an yang dihadapi oleh SERBUK adalah tindak intimidasi dari 

perusahaan dan stigma kawan buruh lain yang memandang 

sebelah mata kepada serikat yang dekat dengan partai.  

3) Advokasi Kebijakan Pengupahan: Serikat buruh juga melakukan 

advokasi kebijakan pengupahan, seperti organisasi buruh 

dan pekerja yang ada di Kota Surakarta, dengan cara mem-

bentuk lingkaran inti, memilih isu strategis, merancang sa-

saran dan strategi, mengolah data dan mengolah informasi, 

menggalang sekutu pendukung, mengajukan rancang tan-

ding, memengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan, mem-

bentuk pendapat umum, membangun basis gerakan, meman-

tau dan menilai program.  

4) Advokasi Hak dan Kewajiban: Serikat buruh seperti 

GASBIINDO juga membahas tentang praktik pelaksanaan 

hak dan kewajiban buruh sebagai unsur dari sistem perbu-

ruhan dan gambaran kondisi buruh di Indonesia. Mereka 

membatasi mengenai dua permasalahan penting yang perlu 

diteliti, yaitu bagaimana hak dan kewajiban buruh pada 

GASBIINDO dan bagaimana pandangan hukum Islam terha-

dap hak dan kewajiban buruh pada GASBIINDO.  

5) Advokasi Perda Ketenagakerjaan: Serikat buruh seperti Federasi 

Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) juga melakukan ad-

vokasi perda ketenagakerjaan, seperti Perda Ketenagakerjaan 

Jawa Timur No. 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ke-

tenagakerjaan, dengan melakukan konsep-lobi-aksi dan me-

miliki segala upaya strategi serta kekuatan internal yang ma-

sif. Dalam melakukan advokasi publik, serikat buruh meng-

hadapi beberapa hambatan dan tantangan, seperti anggota 

yang kurang kompeten, tindak intimidasi dari perusahaan, 

dan stigma dari kawan buruh lain yang memandang sebelah 
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mata kepada serikat yang dekat dengan partai. Namun, seri-

kat buruh terus berjuang dan melakukan upaya-upaya untuk 

meningkatkan kesadaran dan partisipasi pekerja dalam advo-

kasi publik. 

Kelompok Gerakan Perempuan 

Kelompok Gerakan Perempuan dan Advokasi Publik ada-

lah istilah kolektif yang mencakup berbagai organisasi, inisiatif, 

dan individu yang bekerja sama untuk mempromosikan kese-

taraan gender, menantang diskriminasi berbasis gender, dan 

mengadvokasi hak-hak perempuan dan anak perempuan. Ke-

lompok-kelompok ini sering beroperasi di tingkat akar rumput, 

terlibat dalam kegiatan berbasis masyarakat, advokasi kebijak-

an, dan kampanye kesadaran untuk membawa perubahan posi-

tif dalam masyarakat. 

Komponen utama Kelompok Gerakan Perempuan dan Ad-

vokasi Publik: 

1) Keterlibatan Masyarakat: Kelompok-kelompok ini sering ter-

libat dengan komunitas lokal, mengadakan lokakarya, sesi 

pelatihan, dan program penjangkauan untuk meningkatkan 

kesadaran tentang isu-isu gender dan mempromosikan pem-

berdayaan perempuan.  

2) Advokasi Kebijakan: Dengan melibatkan pembuat kebijakan, 

Kelompok Gerakan Perempuan dan Advokasi Publik dapat 

memengaruhi keputusan kebijakan yang memengaruhi kehi-

dupan perempuan, seperti undang-undang yang berkaitan 

dengan kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak reproduksi, 

dan kesetaraan upah.  

3) Kampanye Kesadaran: Melalui berbagai bentuk media, seperti 

media sosial, media cetak, dan kampanye digital, kelompok-

kelompok ini meningkatkan kesadaran tentang isu-isu ber-
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basis gender, menantang stereotip gender yang berbahaya, 

dan mempromosikan budaya kesetaraan gender.  

4) Pengembangan Kapasitas: Banyak Kelompok Gerakan Perem-

puan dan Advokasi Publik memberikan pelatihan dan pro-

gram pengembangan kapasitas bagi perempuan, membekali 

mereka dengan keterampilan dan pengetahuan untuk men-

jadi pemimpin dan advokat kesetaraan gender.  

5) Kemitraan dan Kolaborasi: Kelompok-kelompok ini sering 

membentuk aliansi dengan organisasi lain, lembaga pemerin-

tah, dan organisasi internasional untuk memperkuat dampak 

dan meningkatkan sumber daya mereka. 

Di berbagai dunia, contoh Kelompok Gerakan Perempuan 

dan Advokasi Publik; Organisasi Bantuan Perempuan (Women's 

Aid Organization, WAO): Sebuah organisasi non-Pemerintah 

Malaysia yang menyediakan layanan dukungan bagi para pe-

nyintas kekerasan dalam rumah tangga dan mengadvokasi per-

ubahan kebijakan untuk melindungi hak-hak perempuan. Liga 

Perempuan Burma: Sebuah koalisi organisasi perempuan di 

Myanmar yang mengadvokasi hak-hak perempuan, perdamai-

an, dan demokrasi, serta memberikan dukungan kepada perem-

puan yang terkena dampak konflik dan pengungsian. Aliansi 

Nasional Pembela Hak Asasi Manusia Perempuan (NAWHRD): 

Jaringan pembela hak asasi manusia perempuan di Indonesia 

yang mengadvokasi hak-hak perempuan dan anak perempuan, 

terutama dalam konteks kekerasan, diskriminasi, dan marginali-

sasi.  

Kelompok Gerakan Perempuan dan Advokasi Publik me-

mainkan peran penting dalam mempromosikan kesetaraan gen-

der dan melawan diskriminasi berbasis gender. Melalui pelibat-

an masyarakat, advokasi kebijakan, kampanye penyadaran, pe-

ningkatan kapasitas, dan kemitraan, kelompok-kelompok ini 
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berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil 

dan setara bagi perempuan dan anak perempuan. 

Kelompok Lingkungan Hidup 

Kelompok lingkungan hidup dan advokasi publik berperan 

penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat terkait 

lingkungan hidup dan mempromosikan kebersihan serta kese-

imbangan lingkungan. Mereka dapat melakukan berbagai akti-

vitas, seperti: 

1) Advokasi: Kelompok lingkungan hidup dan advokasi publik 

dapat melakukan advokasi untuk mewujudkan hak-hak ma-

syarakat terkait lingkungan hidup. Mereka dapat melakukan 

kampanye, demonstrasi, dan lain-lain untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup 

dan perlindungan hak-hak masyarakat terkait lingkungan.  

2) Pengawasan: Kelompok lingkungan hidup dan advokasi pu-

blik dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan 

perusahaan-perusahaan yang berpotensi merusak lingkung-

an. Mereka dapat melakukan investigasi dan mengungkap-

kan informasi yang tidak jujur atau tidak transparan terkait 

dengan lingkungan hidup.  

3) Pendidikan: Kelompok lingkungan hidup dan advokasi publik 

dapat melakukan pendidikan dan kampanye untuk mening-

katkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkung-

an hidup dan bagaimana cara menjaga lingkungan hidup 

yang seimbang. Mereka dapat melakukan kegiatan-kegiatan 

seperti pelatihan, diskusi, dan lain-lain untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat.  

4) Advokasi Hukum: Kelompok lingkungan hidup dan advokasi 

publik dapat melakukan advokasi hukum untuk mewujud-

kan hak-hak masyarakat terkait lingkungan hidup. Mereka 

dapat melakukan gugatan hukum terhadap pemerintah dan 
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perusahaan-perusahaan yang berpotensi merusak lingkung-

an.  

5) Kerja Sama: Kelompok lingkungan hidup dan advokasi publik 

dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah, perusaha-

an, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyara-

kat tentang pentingnya lingkungan hidup. Mereka dapat me-

lakukan kerja sama untuk mengembangkan program-pro-

gram yang berfokus pada perlindungan lingkungan hidup. 

Dalam beberapa kasus, kelompok lingkungan hidup dan 

advokasi publik telah berhasil meningkatkan kesadaran masya-

rakat dan mewujudkan perubahan positif terkait lingkungan hi-

dup. Contohnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota 

Pekanbaru telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat 

dengan menggunakan media sosial Instagram sebagai sarana 

komunikasi publik. Selain itu, organisasi lingkungan hidup telah 

melakukan advokasi hukum untuk mewujudkan hak-hak ma-

syarakat terkait lingkungan hidup, seperti dalam kasus pence-

maran udara di DKI Jakarta. 

Kelompok LSM Advokasi 

Kelompok LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) atau NGO 

(Non-Governmental Organization) memainkan peran penting 

dalam advokasi publik, terutama dalam meningkatkan kesadar-

an masyarakat dan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang 

kurang beruntung. Dalam beberapa kasus, LSM/NGO telah ber-

gerak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pen-

tingnya inklusi dan kesetaraan, serta memperjuangkan hak-hak 

masyarakat yang kurang beruntung. Strategi advokasi yang 

efektif dilakukan oleh kelompok LSM/NGO dapat dilihat dalam 

beberapa contoh berikut: 

1) Pemberdayaan Perempuan Rentan: LSM PEKKA menggunakan 

strategi advokasi untuk memberdayakan perempuan rentan, 
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terutama janda desa, dalam mengakses hak-hak politik dan 

ekonomi. Mereka berfokus pada pemilihan isu yang kemudi-

an menjadi program utama, serta memetakan aktor lingkar 

kuasa Kepala Desa untuk jaringan kader awal.  

2) Advokasi terhadap Korupsi: Malang Corruption Watch (MCW) 

menggunakan strategi advokasi untuk mengadvokasi terha-

dap korupsi dan meningkatkan kesadaran masyarakat ten-

tang pentingnya good governance. Mereka menggunakan stra-

tegi seperti pendidikan publik, pemberdayaan masyarakat, 

dan pembangunan zona antikorupsi untuk meningkatkan ke-

sadaran masyarakat dan memperjuangkan hak-hak mereka.  

3) Pemberdayaan Kaum Difabel: SIGAB Yogyakarta menggunakan 

strategi advokasi untuk memberdayakan kaum difabel mela-

lui program Rintisan Desa Inklusi (RINDI). Mereka berfokus 

pada nilai-nilai pijakan yang menjadi basis tindakan, kon-

struksi wacana untuk mewujudkan program RINDI, dan stra-

tegi melembagakan desa inklusi.  

4) Advokasi Kelompok Disabilitas Melalui Media Sosial: Kelompok 

disabilitas di Kabupaten Jember menggunakan media sosial 

sebagai sarana advokasi untuk menunjukkan eksistensi mere-

ka dan mengubah stereotip masyarakat tentang disabilitas. 

Mereka menggunakan media sosial untuk menawarkan nilai-

nilai, paradigma baru untuk mengangkat ragam isu gaya hi-

dup, usaha bersama, kreativitas pribadi, dan kondisi yang 

berhubungan dengan ranah publik. 

Dalam keseluruhan, strategi advokasi yang efektif dilaku-

kan oleh kelompok LSM/NGO melibatkan berbagai elemen, ter-

masuk: 

1) Pemilihan Isu: Fokus pada isu-isu yang relevan dan penting 

untuk masyarakat yang kurang beruntung.  
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2) Pemberdayaan Masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan ke-

mampuan masyarakat untuk mengakses hak-hak mereka.  

3) Pembangunan Zona Antikorupsi: Meningkatkan kesadaran ma-

syarakat tentang pentingnya good governance dan memper-

juangkan hak-hak mereka.  

4) Penggunaan Media Sosial: Menggunakan media sosial sebagai 

sarana untuk menunjukkan eksistensi dan mengubah stereo-

tip masyarakat.  

5) Pemetaan Aktor Lingkar Kuasa: Memahami dan mengelola ak-

tor-aktor yang berpengaruh dalam proses advokasi. 

Dengan demikian, strategi advokasi yang efektif dilakukan 

oleh kelompok LSM/NGO dapat membantu meningkatkan kesa-

daran masyarakat, memperjuangkan hak-hak masyarakat yang 

kurang beruntung, dan meningkatkan kesetaraan dan inklusi 

dalam masyarakat. 

 

Prospek dan Tantangan Civil society  
dan Advokasi Kebijakan di Indonesia 

Masyarakat sipil memainkan peran penting dalam meng-

advokasi kebijakan-kebijakan di Indonesia, khususnya dalam 

konteks pemerintahan yang demokratis. Sejak jatuhnya rezim 

otoriter Orde Baru, masyarakat sipil dipandang sebagai benteng 

pertahanan terhadap upaya-upaya elit untuk membatalkan pen-

capaian-pencapaian demokratis. Namun, penilaian baru-baru 

ini telah menyoroti bagaimana polarisasi, konservatisme sosial-

keagamaan, dan meningkatnya represi negara telah semakin 

membatasi kemampuan masyarakat sipil untuk mempertahan-

kan demokrasi Indonesia dari kemunduran lebih lanjut. Terlepas 

dari tantangan-tantangan ini, para aktivis politik telah menun-

jukkan kemampuan beradaptasi, sumber daya, dan ketangguh-

an, dan kadang-kadang berhasil menghentikan dan bahkan 
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membalikkan tren antidemokrasi. Dua segmen masyarakat sipil, 

yaitu kelompok hak-hak perempuan dan aktivis lingkungan, te-

lah menjadi sangat efektif dalam menegakkan akuntabilitas dia-

gonal dan membela hak asasi manusia. 

Petisi online, seperti yang ada di Change.org, juga telah di-

gunakan sebagai alat untuk advokasi kebijakan, dengan berba-

gai penelitian yang menganalisis efektivitasnya dalam memobi-

lisasi dukungan publik dan memengaruhi keputusan kebijakan. 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah memainkan peran 

penting dalam mengendalikan korupsi, dengan sebuah studi 

yang menyoroti fungsi mereka sebagai agen kontrol sosial, ter-

masuk peran edukasi, advokasi, dan investigasi. Masyarakat si-

pil Islam juga telah terlibat dalam advokasi kebijakan, dengan 

fokus pada pengelolaan zakat dan hubungannya dengan kebi-

jakan negara. Namun, sentralisasi pengelolaan zakat telah dikri-

tik karena melukai partisipasi masyarakat sipil Islam dalam me-

ngelola zakat sesuai dengan tradisi genealogis mereka.  

Efektivitas program advokasi kebijakan telah dievaluasi da-

lam berbagai konteks, termasuk pelaksanaan advokasi kebijakan 

stunting di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabu-

paten Pasuruan. Peran masyarakat sipil dalam menyusun agen-

da dan memengaruhi keputusan kebijakan telah banyak dikaji, 

dengan fokus pada kekuatan masyarakat sipil setelah runtuhnya 

rezim Orde Baru. Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat si-

pil di Indonesia telah dianalisis, termasuk perlunya pemberda-

yaan melalui pendidikan politik yang mengedepankan etika 

Islam yang didasarkan pada nilai-nilai kewarganegaraan. Kon-

tribusi etika Islam dalam pendidikan politik telah dilihat sebagai 

solusi bagi permasalahan masyarakat sipil Indonesia di era re-

formasi. Kesimpulannya, masyarakat sipil di Indonesia memain-
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kan peran penting dalam mengadvokasi kebijakan, meskipun 

menghadapi berbagai tantangan. Efektivitas program advokasi 

kebijakan dan peran masyarakat sipil dalam menyusun agenda 

dan memengaruhi keputusan kebijakan sangat penting dalam 

mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis.  

Masyarakat sipil dan advokasi kebijakan di Indonesia 

menghadapi berbagai tantangan dan prospek. Tantangan terse-

but, antara lain, fragmentasi sosial di kalangan masyarakat, ter-

batasnya distribusi hasil-hasil pembangunan di bidang ekonomi, 

sosial, dan pendidikan, serta budaya paternalistik yang masih 

kuat di kalangan masyarakat. Selain itu, respons Indonesia ter-

hadap tantangan globalisasi membutuhkan kerja sama antara 

pemerintah, aktor transnasional, dan masyarakat sipil, dengan 

fokus pada usaha patungan dan aliansi strategis. Masyarakat 

sipil di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, termasuk: 

1) Fragmentasi Sosial: Tingginya tingkat fragmentasi sosial di ka-

langan masyarakat dapat menghambat efektivitas masyara-

kat sipil dalam mendorong aksi kolektif dan mengadvokasi 

perubahan kebijakan.  

2) Terbatasnya Distribusi Hasil Pembangunan: Terbatasnya distri-

busi hasil pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan pen-

didikan dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan war-

ga dan melemahkan legitimasi masyarakat sipil.  

3) Budaya Paternalistik: Budaya paternalistik yang kuat di ka-

langan masyarakat dapat menyulitkan masyarakat sipil un-

tuk mendorong tindakan independen dan kolektif karena ma-

syarakat mungkin lebih cenderung mengandalkan pihak ber-

wenang daripada mengambil inisiatif sendiri.  

4) Rintangan Birokrasi: Rintangan birokrasi dapat menghambat 

efektivitas masyarakat sipil dalam menangani masalah-masa-

lah administratif, seperti yang dihadapi oleh Kantor Urusan 
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Agama (KUA) dalam menangani administrasi pernikahan di 

daerah perbatasan.  

5) Tantangan Hukum: Tantangan hukum, termasuk hambatan bi-

rokrasi, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, dan 

masalah dokumentasi, dapat menyulitkan masyarakat sipil 

dalam melindungi hak-hak pengungsi, seperti Rohingya, di 

Indonesia.  

6) Diskriminasi dan Tantangan Sosial-Ekonomi: Diskriminasi dan 

tantangan sosio-ekonomi dapat menghambat integrasi dan 

kesejahteraan pengungsi, seperti Rohingya, di Indonesia, dan 

membutuhkan kebijakan dan upaya advokasi yang tepat sa-

saran. 

Tantangan-tantangan ini menyoroti perlunya masyarakat 

sipil di Indonesia untuk beradaptasi dan berinovasi agar dapat 

secara efektif mendorong perubahan kebijakan dan melindungi 

hak-hak kelompok yang terpinggirkan. Peran masyarakat sipil 

dalam gerakan antikorupsi juga sangat penting, dengan inisiatif 

seperti Madrasah Anti Korupsi (MAK) dan Serikat Gerakan Anti 

Korupsi (SE-GANKIN) yang bertujuan untuk mendidik masya-

rakat, mengadvokasi kebijakan antikorupsi, dan memonitor ko-

rupsi. Di sisi lain, terdapat prospek bagi masyarakat sipil untuk 

memainkan peran penting dalam mendorong perubahan kebi-

jakan. Misalnya, pembentukan keluarga demokratis, pertum-

buhan peran lembaga swadaya masyarakat, dan peningkatan 

kelas menengah intelektual, terutama mahasiswa, dapat berkon-

tribusi pada pengembangan masyarakat sipil. Selain itu, pelak-

sanaan pendidikan politik secara formal (misalnya, pendidikan 

kewarganegaraan atau kewarganegaraan) dan informal juga da-

pat memengaruhi prospek pengembangan masyarakat sipil. Da-

lam konteks perlindungan hak-hak pengungsi Rohingya di 

Indonesia, terdapat tantangan hukum yang signifikan, termasuk 
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hambatan birokrasi, keterbatasan akses terhadap bantuan hu-

kum, dan masalah dokumentasi.  

Situasi hak asasi manusia ditandai dengan hambatan terha-

dap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, serta diskriminasi 

dan tantangan sosial-ekonomi. Meskipun ada optimisme untuk 

perbaikan, kemauan politik tetap menjadi perhatian. Pentingnya 

kebijakan, advokasi, dan keterlibatan masyarakat yang disesuai-

kan dengan kebutuhan para pengungsi disoroti. Secara ringkas, 

masyarakat sipil di Indonesia menghadapi tantangan yang ber-

kaitan dengan fragmentasi sosial, terbatasnya hasil pembangun-

an, dan budaya paternalistik. Namun demikian, terdapat pros-

pek bagi masyarakat sipil untuk berkontribusi pada perubahan 

kebijakan melalui kerja sama, pendidikan, dan advokasi. Perlin-

dungan hak-hak pengungsi Rohingya juga perlu mengatasi tan-

tangan hukum dan memastikan akses terhadap layanan dasar 

dan pendidikan. 

 

Penutup 
Prospek dan tantangan masyarakat sipil dan advokasi ke-

bijakan di Indonesia memiliki banyak sisi dan kompleks. Di satu 

sisi, masyarakat sipil berperan penting dalam membentuk kepu-

tusan kebijakan, terutama dalam konteks pemerintahan yang de-

mokratis. Partisipasi anak muda dalam advokasi kebijakan, se-

perti yang terlihat pada kasus Gerakan Indonesia Diet Kantong 

Plastik (GIDKP) dan Bye Bye Kantong Plastik (BBPB), telah men-

jadi sangat penting dalam memengaruhi keputusan kebijakan 

terkait isu lingkungan, seperti pelarangan kantong plastik sekali 

pakai. Di sisi lain, masyarakat sipil menghadapi tantangan yang 

cukup besar dalam upayanya mengadvokasi kebijakan. Platform 

Lapor Covid-19, misalnya, telah berhasil memantau kebijakan 

pandemi dan mengadvokasi hak-hak tenaga kesehatan, tetapi 
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menghadapi tantangan; peretasan dan resistensi pemerintah ter-

hadap datanya. Pontianak Bhinneka Network (PBN) telah me-

lakukan upaya untuk mengadvokasi kebijakan tentang toleransi, 

tetapi menghadapi tantangan internal dan eksternal terkait ka-

pasitas organisasi dan hubungan dengan aktor-aktor negara. 

Implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam hukum tata 

negara Indonesia juga dihadapkan pada berbagai tantangan, ter-

masuk konflik kepentingan politik, korupsi, lemahnya partisipa-

si publik, dan pemenuhan hak asasi manusia. Organisasi Rifka 

Annisa telah berperan penting dalam mengadvokasi kebijakan 

terkait perlindungan perempuan, tetapi menghadapi kendala se-

perti kurangnya dukungan pemerintah. Dukungan kolektif ma-

syarakat sipil dalam gerakan antikorupsi sangat penting, seperti 

yang terlihat pada upaya Muhammadiyah dan Serikat Gerakan 

Anti Korupsi (SE-GANKIN). Koalisi organisasi masyarakat sipil 

dalam mengadvokasi kebijakan terkait relokasi warga yang ter-

kena dampak proyek Banjir Kanal Timur di Kota Semarang 

berhasil mengubah kebijakan teknokratis. Masa depan masya-

rakat sipil di Indonesia dipengaruhi oleh terbentuknya keluarga-

keluarga demokratis, tumbuhnya peran lembaga swadaya ma-

syarakat, meningkatnya kelas menengah intelektual, dan terlak-

sananya pendidikan politik secara formal dan informal. Namun, 

tantangan yang dihadapi oleh masyarakat sipil, antara lain, frag-

mentasi sosial yang tinggi, terbatasnya distribusi hasil-hasil 

pembangunan, dan budaya paternalistik. Kesimpulannya, ma-

syarakat sipil di Indonesia memainkan peran penting dalam 

mengadvokasi kebijakan, tetapi menghadapi tantangan yang cu-

kup besar. Keberhasilan program advokasi kebijakan dan peran 

masyarakat sipil dalam menyusun agenda dan memengaruhi 

keputusan kebijakan sangat penting dalam mendorong tata 

kelola pemerintahan yang demokratis.  
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POLITICAL BRANDING   
CALON PRESIDEN INDONESIA  

DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2024  
PADA AKUN INSTAGRAM 

 

 

 

edia sosial merupakan media yang paling banyak dimi-

nati oleh semua orang karena media sosial menawarkan 

penyampaian informasi yang lebih cepat dan komunikasi dua 

arah yang membuat penggunanya dapat saling berinteraksi satu 

dengan yang lainnya secara online. Selain itu, media sosial juga 

memiliki kekuatan dalam memengaruhi khalayak lebih cepat 

karena media sosial membuat ketergantungan, khususnya da-

lam memperoleh berita terkini (Effendy, 2003).  Kekuatan yang 

dimiliki media sosial tersebut dicapai karena kehadiran tekno-

logi internet yang semakin meluas. Melalui internet, komunikasi 

dapat terjalin dan komunikasi direproduksi, didistribusikan, 

serta dikonsumsi oleh masyarakat (Pawito, 2015).  

Dalam konteks komunikasi politik, media sosial menjadi ba-

gian integral dari proses komunikasi yang terkait dengan pertu-

karan informasi karena menjadi sumber penting informasi dan 

berita politik. Melalui media sosial, berbagai informasi  mudah 

disebarluaskan (Firmanzah, 2008). Misalnya Instagram, Susanto 

(2017) menerangkan bahwa jaringan komunikasi politik yang 

terbentuk dengan menggunakan Instagram dapat menumbuh-

M 
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kan partisipasi yang mendorong kontribusi, umpan balik, dan 

keterbukaan tanpa jarak antarsumber berita.  

Media sosial memiliki kekuatan yang dapat dimanfaatkan 

oleh para aktor politik untuk meningkatkan kepercayaan masya-

rakat terhadap mereka dan membangun citra di mata masyara-

kat. Para calon presiden, dalam konteks tulisan ini misalnya, 

menjadikan media sosial sebagai suatu sarana yang ideal untuk 

berkomunikasi dengan khalayak seperti mengetahui aspirasi 

masyarakat. Melalui media sosial, calon presiden dapat meme-

ngaruhi, mengajak, memberi informasi kepada khalayak melalui 

apa yang mereka unggah di media sosial mereka. Komunikasi 

politik tersebut adalah salah satu bagian dari kegiatan politik 

yang memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan-pesan politik 

yang dilakukan oleh aktor-aktor politik kepada masyarakat saat 

melakukan kampanye (Anshori, 2018). Media sosial menawar-

kan upaya branding yang lebih murah (Petruca, 2016) dibanding-

kan cara lainnya yang membutuhkan dukungan finansial yang 

cukup besar (Kaplan dn Haenlein, 2010).  

Menurut Al-Ries (1982) dan Boush (1991), seseorang tentu-

nya memiliki pandangan branding yang berbeda-beda karena se-

tiap orang memiliki keunikannya masing-masing, serta karak-

teristik pribadi yang berbeda dari yang lain (Rangkuti, 2013).  

Instagram menjadi salah satu yang akan mempermudah sese-

orang untuk mengekspresikan dirinya untuk membuat branding 

diri sendiri. Instagram merupakan salah satu jenis media sosial 

yang banyak digunakan saat ini. Melansir upgraded.id, dilapor-

kan bahwa terdapat 88.861.000 pengguna aktif Instagram di 

Indonesia per Februari 2024. Fenomena ini menjadi salah satu 

bukti bahwa masyarakat Indonesia telah bergantung pada me-

dia sosial untuk mendapatkan semua informasi yang ingin me-

reka dapatkan.  



Analisis Isu Kebijakan Politik Kontemporer di Indonesia | 71 

Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo 

merupakan calon-calon presiden pada Pilpres 2024 yang aktif di 

media sosial. Di antaranya Anies Baswedan telah memiliki 7,4 

juta pengikut di akun Instagram (@aniesbaswedan) dengan 5.384 

kiriman per tanggal 22 Maret 2024. Prabowo Subianto memiliki 

12,4 juta pengikut pada akun Instagram (@prabowo) dengan 

1.276 kiriman per tanggal 22 Maret 2024, dan kemudian Ganjar 

Pranowo memiliki 6,7 juta pengikut pada akun Instagram 

(@ganjar_pranowo) dengan 8.039 kiriman per tanggal 22 Maret 

2024. Ketiga calon-calon presiden tidak hanya sekedar berinter-

aksi dengan masyarakatnya di Instagram, tetapi juga membawa 

ciri khasnya masing-masing. Hal tersebut merupakan komuni-

kasi politik yang merupakan  sebuah aspek dalam segala kegiat-

an politik, berarti komunikasi yang terjadi dalam sebuah sistem 

politik berbentuk penyampaian pesan dengan dampak politik 

dari calon presiden kepada masyarakat (Indra & Wahid, 2021).  

Pemilihan presiden yang diadakan pada tanggal 14 Februari 

2024 telah menjadi fenomena demokrasi dengan persaingan 

yang ketat. Isu antarcapres menjadi citra yang dibangun sebagai 

bagian dari strategi pemenangan. Untuk mendapatkan dukung-

an dari masyarakat, salah satunya, yaitu melalui strategi politik 

yang digunakan adalah melakukan iklan politik melalui media 

Instagram. Media massa sering dimanfaatkan sebagai sarana 

pencitraan dengan mengusung iklan-iklan yang bertemakan po-

litik. Iklan politik bertujuan menyampaikan citra guna menguat-

kan citra politik. Kepercayaan publik dan citra positif kontestan 

sesungguhnya dapat dicapai dengan mengonstruksikan identi-

tas dirinya, menawarkan produk politik yang menarik. Dengan 

menciptakan branding kuat dan jelas, kesan terhadap seorang 

kandidat/calon politik akan tertanam kokoh secara langsung, ha-

sil elektabilitas ketiga calon tentunya akan berbeda.  
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Melalui survei yang dilakukan lembaga survey ARCHI 

yang pada tanggal 26 Januari–1 Februari 2024 menunjukkan bah-

wa elektabilitas Anies Baswedan sebesar 37,63%, kemudian elek-

tabilitas Prabowo Subianto mencapai 45,9%, dan elektabilitas 

Ganjar Pranowo sebesar 15,95%. Pencapaian tersebut menem-

patkan Prabowo sementara dengan tingkat elektabilitas tertinggi 

dibandingkan pesaingnya. Sesuai dengan data survei elektabili-

tas ketiga kandidat di atas bertujuan untuk melihat bagaimana 

citra politik Anies, Prabowo, dan Ganjar pada Pemilihan Presi-

den 2024 yang dibentuk di akun media sosial Instagram. Kajian 

tentang political branding menekankan pada konteks strategi 

branding politik yang dibentuk untuk memberikan pengaruh be-

sar terhadap khalayak tentang subjek politik karena dalam ko-

munikasi politik, branding politik diperlukan sebagai alat yang 

efektif untuk komunikasi khususnya di media sosial Instagram.  

Konsep tentang political branding ini merujuk pada hasil 

penelitian Aryadillah tentang “Strategi Kampanye Politik Anies 

Baswedan dalam Membangun Citra Politik pada Pemilihan 

Presiden Tahun 2024”. Pembahasan ini membahas tentang ru-

ang politik di mana berbagai partai politik mengusung jagoan-

nya masing-masing. Jika melihat persaingan yang ada, tentu saja 

berbagai partai politik melancarkan senjatanya dengan berbagai 

strategi politik yang ada guna pemenangan suara dan meraih 

simpati publik dalam membangun citra politiknya. Pesta demo-

krasi yang seadanya dilakukan melalui pemilihan presiden pada 

tahun 2024, dinilai sejumlah pengamat politik menjadi per-

saingan yang menarik. Hal ini terlihat dari masing-masing kan-

didat partai mengusung calon presiden dalam berbagai strategi 

yang dilakukan guna menarik simpati publik, oleh setiap calon 

presiden dalam pemilihan presiden tahun 2024.  
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Political branding menurut pemikiran Marshment dalam 

(Sandra, 2013), mengatakan bahwa branding merupakan bentuk 

baru dalam pemasaran politik. Kata branding berasal dari kata 

bahasa Inggris, “brand” yang berarti merek. Mitsikopolou (2008) 

menjelaskan bahwa citra dan personalitas pemimpin dapat di-

bentuk oleh proses branding karena branding dapat mengubah 

kandidat dalam membuat citra yang diinginkan dan mendapat-

kan dukungan dari masyarakat. Karaduman (2013) menjelaskan 

bahwa personal branding merupakan identitas personal yang 

mampu memunculkan persepsi di benak masyarakat mengenai 

nilai dan kualitas yang dibawa oleh calon presiden.  Branding 

tentunya berbeda dengan sebuah produk karena political brand-

ing tidak menghasilkan keuntungan seperti laba. Akan tetapi, 

branding bertujuan untuk membuat citra yang kuat seperti apa 

yang diinginkan oleh aktor politik dalam membentuk image po-

sitif di hadapan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bah-

wa political branding adalah suatu upaya yang strategis yang 

menjadi alternatif dalam membangun citra politik yang mereka 

buat.  Hal ini bertujuan untuk menarik masyarakat, terlebih pada 

pencitraan melalui media sosial (Royan dalam Putra, 2014: 4). 

Menurut Gelder (2003), branding terdiri dari positioning, per-

sonality, dan brand identik. Dari pemikiran tersebut, penulis me-

rumuskan tiga indikator kunci yang relevan digunakan sebagai 

landasan berpikir dalam memahami dan menginterpretasikan 

bagaimana political branding Anies, Prabowo, dan Ganjar yang 

dibangun di media sosial Instagram yang kemudian dianalisis 

menggunakan konsep political branding Gelder yang terdiri dari: 

1. Penampilan (appeareance) dapat ditelaah dari segi pakaian, 

atribut kampanye, gestur tangan (handsign), gaya rambut 

maupun simbol-simbol yang dipakai dalam kampanye.  
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2. Personalitas (personalities). Kepribadian personal branding kan-

didat yang dapat dicermati dari aktivitas kampanye seperti 

dengan mengamati; (1) Gaya bicara yang terdiri dari tatanan 

bahasa, tingkah laku, maupun bahasa tubuh yang ditampil-

kan kandidat. (2) Hubungan, yaitu kemampuan kandidat da-

lam bersosialisasi atau dekat dengan masyarakat. (3) Kemam-

puan persuasi, yaitu karier masa lalu serta kemampuan inte-

lektual kandidat dalam menyampaikan pidato kampanye gu-

na membentuk suatu kesan (image) yang melekat. 

3. Pesan kunci politik (political key message). Pada indikator ini 

adalah berupa janji politik, gagasan politik, aspirasi, harapan, 

nilai maupun ideologi politik. Berikut merupakan konsep po-

litical branding yang penulis rangkum untuk kemudian di-

kembangkan menjadi penggambaran representasi branding 

yang ditampilkan oleh ketiga capres.  

Kemudian, penelitian tentang political branding juga merujuk 

pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Agil Try Julianto Riz-

ky tentang “Analisis Komunikasi Politik Prabowo Subianto di 

Media Sosial Menjelang Kontestasi Pemilihan Presiden 2024”. 

Pada pembahasan ini dibahas tentang analisis komunikasi poli-

tik oleh Prabowo Subianto di media sosial menjelang Pemilihan 

Presiden 2024 di Indonesia. Ini menyoroti peningkatan citra Pra-

bowo di platform media sosial, seperti X, Tiktok, Instagram, dan 

YouTube, dengan hashtag, seperti #KamiAkanSelaluDisini, 

#AllinPrabowo, #PrabowoBentengNKRI, #InstallPrabowo men-

dapatkan dukungan. Artikel ini juga menyebutkan peran media 

sosial dalam komunikasi politik dan potensi penyebaran infor-

masi yang salah dan serangan terhadap tokoh politik. Upaya 

Prabowo untuk meningkatkan citranya melalui berbagai kegiat-

an media juga dibahas. Seperti yang kita ketahui, track record Pra-

bowo Subianto dalam pemilihan Presiden RI selalu kurang mon-
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cer disebabkan pandangan masyarakat terhadapnya. Jika me-

nyebut nama Prabowo Subianto, masyarakat cenderung meng-

ingat dosa-dosa HAM di masa lalunya. Hal ini menjadi salah sa-

tu alasan Prabowo Subianto kurang beruntung dalam menggaet 

hati masyarakat. Berbicara tentang hari ini, seperti yang kita lihat 

di media sosial (X, TikTok, Instagram, dan YouTube) citra Prabo-

wo Subianto sudah mulai membaik. Hal ini dibuktikan dari ba-

nyaknya dorongan anak muda di media sosial yang sudah mem-

perlihatkan dukungan terhadap Prabowo Subianto dalam Pemi-

lihan Presiden RI mendatang. Tagar-tagar yang dikeluarkan 

anak muda menjadi genderang dukungan tersendiri bagi Prabo-

wo Subianto di media sosial. Dukungan secara tidak langsung 

juga diperlihatkan oleh tokoh-tokoh masyarakat. Mulai dari to-

koh politik, purnawirawan, hingga ulama. Tentu, dengan sasar-

an yang tepat, perkembangan media akhir-akhir ini dapat men-

jadi benteng untuk memperbaiki citra Prabowo Subianto yang 

sudah terlanjur kurang baik. Dengan adanya dorongan anak 

muda di media sosial, tanpa kita sadari Prabowo Subianto men-

dapat banyak apresiasi dan dukungan untuk mendulang keber-

hasilan di Pemilihan Presiden RI 2024.  

Syifaur Rahmah pada penelitiannya tentang “Personal 

Branding Ganjar Pranowo untuk membangun Komunikasi Poli-

tik di Media Sosial Instagram”. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa media sosial dimanfaatkan oleh para aktor politik untuk 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mereka dan 

membangun image di mata masyarakat. Personal branding yang 

dilakukan oleh politisi di media sosial akan membentuk persepsi 

masyarakat akan dirinya dan memudahkan mereka untuk mela-

kukan komunikasi politik. Ganjar Pranowo merupakan salah sa-

tu aktor politik yang aktif menggunakan media sosial untuk ber-

interaksi dengan masyarakatnya. Instagram menjadi salah satu 
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media sosial yang digunakannya untuk memudahkan komuni-

kasi dua arah dengan masyarakatnya dengan membawa ciri 

khas yang dimilikinya dan membentuk image tentang dirinya 

yang kemudian akan memudahkannya dalam melakukan ko-

munikasi politik. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan stra-

tegi-strategi personal branding yang dilakukan oleh Ganjar Prano-

wo untuk membangun komunikasi politik melalui unggahan-

nya di media sosial Instagram berdasarkan empat strategi pem-

bentukan dan pengembangan personal branding. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari pene-

litian ini adalah Ganjar Pranowo telah melakukan strategi pem-

bentukan personal branding melalui empat strategi yang sukses 

membuat Ganjar Pranowo menjadi lebih dekat dengan masyara-

kat dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap dirinya. 

Usaha Ganjar Pranowo dalam membangun personal branding 

melalui media sosial membawa hasil yang memengaruhi image 

dirinya di mata masyarakat, terbukti dengan dipilihnya Ganjar 

Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode.  

Berangkat dari penelitian terdahulu di atas, tampaknya me-

miliki keterkaitan dengan judul pada pembahasan ini, yaitu 

mempunyai kesamaan dalam pengambilan tema tentang politik 

dengan masing-masing penelitian di atas bertema pilkada dan 

political branding. Namun, pembahasan ini tentang pilpres dan ci-

tra politik yang dibentuk melalui konsep political branding dan 

dibedah secara mendalam menggunakan teori semiotika segi-

tiga makna dalam media sosial Instagram.  

Hasil pengumpulan data penelitian diperoleh dari ung-

gahan akun Instagram resmi @aniesbaswedan, @prabowo, dan 

@ganjar_pranowo yang menjadi subjek pembahasan ini. Dengan 

membatasi waktu periode selama 3 bulan, yaitu bulan Novem-

ber 2023 sampai dengan Maret 2024. Pada periode tersebut, 
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terdapat  472 unggahan dari Instagram @aniesbaswedan, kemu-

dian terdapat  228 unggahan dari Instagram @prabowo, dan ter-

dapat 378 unggahan dari Instagram @ganjar_pranowo. Dari jum-

lah unggahan tersebut, kemudian penulis kerucutkan menjadi-

kan subjek penelitian hanya 10 unggahan saja yang terdiri dari 7 

foto, 1 caption foto, dan 3 video. Hal itu mengacu pada kebutuh-

an dan tingkat relevansi data terhadap objek kajian berlandas-

kan parameter konsep maupun teoritis. Kemudian, penulis 

menganalisis data menggunakan teori segitiga makna C.S. Pierce 

untuk menemukan representasi dari konsep Political Branding 

yang terdiri dari tiga indikator, yaitu penampilan (appearance), 

personalitas (personalities), dan pesan kunci politik (political key 

message) pada Anies, Prabowo, dan Ganjar. 

  

Personal Branding Anies, Prabowo, dan Ganjar  
pada Penampilan (Appearance) 

Definisi political branding merujuk pada konsep penampilan 

yang terdapat dari teori Gelder (2003). Konsep tersebut dapat di-

lihat dari segi pakaian, atribut kampanye, gestur tangan (hand 

sign), gaya rambut, maupun simbol-simbol yang digunakan oleh 

calon presiden.  Dubrin (2006) menjelaskan, dalam proses komu-

nikasi politik, salah satu poin utama yang diperlakukan agar da-

pat memengaruhi khalayak target politik adalah pada sisi pe-

nampilan personal (appearance).  Penampilan dapat diartikan se-

bagai bentuk citra diri yang terpancar dari seorang individu. 

Anies Baswedan telah memiliki 7,4 juta pengikut di akun Insta-

gram (@aniesbaswedan) dengan 5.384 kiriman per tanggal 22 

Maret 2024. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan te-

ori semiotika (triangle meaning), penulis melihat bahwa Anies se-

ring menggunakan pakaian yang khas, yaitu dengan mengguna-

kan pakaian kemeja putih lengan panjang dengan kedua lengan 
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baju yang digulung, gaya pada pakaian Anies tentunya tergo-

long pada trikotomi tanda (sign) qualisign, yaitu penampilan 

dapat berfungsi sebagai tanda. Misalnya, warna putih kemeja 

Anies berlengan panjang dengan kedua lengan baju yang digu-

lung dapat dikaitkan dengan seorang pemimpin yang sederhana 

dan sopan, sedangkan sepatu kulit hitam identik dengan simbol 

kepribadian yang memiliki kekuatan dan keberanian.   

    

Gambar 1 

Unggahan Penampilan Anies Baswedan 
Sumber: Instagram Anies Baswedan 

Branding pakaian yang ditampilkan oleh Anies tentunya me-

representasikan kembali gaya Joko Widodo apabila dikaitkan 

dengan konteks Indonesia mempunyai makna khusus di dalam-

nya. Dengan menggunakan pakaian gaya Jokowi, Anies ingin 

menunjukkan identitas dirinya sebagai sosok pemimpin yang 

memupuk kebersamaan bersama rakyat. Menurut Ahmad Syai-

khu selaku Presiden PKS, “Anies merupakan sosok pemimpin 

yang mampu memupuk rasa kebersamaan, bukan menabur 

sentimen kebencian”. Penampilan Anies melambangkan simbol 

yang digunakan oleh para pendiri bangsa terdahulu, seperti Pre-

siden Indonesia ke-7 Joko Widodo. Penggunaan pakaian kemeja 

putih dengan lengan panjang yang dilipat dan sepatu hitam kulit 

yang dikenakan, yakni menunjukkan dirinya sebagai politisi 

yang memiliki keberanian, sederhana, dan cinta terhadap rak-
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yatnya. Hal ini termasuk dalam trikotomi objek yang semakin 

memperkuat politik identitas Anies sebagai calon presiden.  

Kemudian, Prabowo Subianto memiliki 12,4 juta pengikut 

pada akun Instagram (@prabowo) dengan 1.276 kiriman per 

tanggal 22 Maret 2024. Gaya pakaian Prabowo memiliki branding 

dan citra tersendiri. Prabowo terlihat selalu mengenakan baju 

yang berwarna biru muda. Penggunaan gaya pakaian Prabowo 

yang berwarna biru muda termasuk ke dalam trikotomi tanda 

qualisign yang jauh dari pakaian kelompok elite di mana semua 

lapisan masyarakat dapat menggunakan pakaian secara kasual 

di kehidupan sehari-hari mereka. Berdasarkan semiotika warna, 

biru bersifat universal dan dapat diinterpretasikan dengan sesu-

atu yang saling berhubungan.  

    

Gambar 2 

Unggahan Penampilan Prabowo Subianto  

Sumber: Instagram Prabowo Subianto 

Pengamat politik Arif Susanto menilai bahwa warna biru 

muda melambangkan makna pemimpin yang dapat diandalkan. 

Kemudian, dalam tempo.com menurut Direktur Eksekutif Para-

meter Politik Indonesia Adi Prayito, “Bahwa warna biru sebagai 

simbol dari sosok pemimpin damai, dan gembira”.  

Sedangkan Ganjar Pranowo memiliki 6,7 juta pengikut pada 

akun Instagram (@ganjar_pranowo) dengan 8.039 kiriman per 
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tanggal 22 Maret 2024. Ganjar Pranowo dikenal sebagai ‘Si Ram-

but Putih’ oleh beberapa warganet di media sosial. Hal ini tentu-

nya yang menjadi pembeda antara Ganjar dan kedua capres 

yang lainnya memiliki branding dan citra tertentu.  

    

Gambar 3 

Unggahan Penampilan Ganjar Pranowo 

Sumber: Instagram Ganjar Pranowo 

Dalam tempo.com, menurut Presiden Joko Widodo, “Bahwa 

calon pemimpin dengan rambut putih seperti Ganjar merupakan 

pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyat, berbeda 

dengan tokoh yang mengkilap dan tanpa kerutan” (Tempo, 

Kamis 23 November 2023).       

 

Personalities Anies, Prabowo, dan Ganjar  
pada Pemilihan Capres  

Personal branding Anies, Prabowo, dan Ganjar pada persona-

litas di antaranya, yaitu bahasa tubuh (body language) yang meru-

pakan salah satu aspek terpenting dari penampilan personal 

masing-masing capres. Citra yang disampaikan oleh masing-

masing capres harus mendukung dan meningkatkan apa yang 

dikomunikasikan secara verbal karena image visual harus dapat 

menarik masyarakat agar masyarakat lebih meyakini bentuk ko-

munikasi nonverbal yang diberikan oleh masing-masing capres. 
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Menggunakan body language dalam strategi pencitraan politik 

merupakan salah satu cara untuk dapat meningkatkan penam-

pilan diri. @sandissukron yang dikenal dengan konten ‘Trio Ne-

tizen Julid’. Dalam video itu, tiga orang konten kreator secara 

langsung mengkritik Anies yang akan maju sebagai calon pre-

siden pada Pilpres 2024. Dalam unggahan yang sudah menda-

patkan lebih dari 12,8 juta tayangan, Anies hanya tersenyum dan 

tertawa menanggapi kritikan dari tiga anak muda tersebut.  

 

Gambar 4 

Tangkapan Layar Instagram pada Personalities Anies Baswedan 

Sumber:Instagram @sandissukron 

Selain itu, Anies juga pernah muncul dalam sebuah acara te-

levisi yang mengharuskannya di-roasting oleh salah satu pemba-

wa acara. Cuplikan acara tersebut kembali viral di media sosial 

X (dulu Twitter) setelah Kiky Saputri, komika yang me-roasting 

Anies, buka suara terhadap sikap Anies yang tidak terbawa pe-

rasaan atau baper ketika di-roasting. Menurut Kiki Saputri, “Jujur 

beliau keren banget. Waktu protokolernya minta ke pihak TV 

ada yang di-cut, beliau dengan tegas bilang ‘Gak usah ada yang 

di-cut, tayangin aja semua. Ini salah satu bentuk kebebasan ber-

bicara’,” tulis Kiky Saputri dalam unggahannya di akun X priba-

di, dikutip Kamis, 23 November 2023. Dalam kajian komunikasi 

politik, salah satu indikator dalam menilai kredibilitas seorang 

komunikator politik adalah mempunyai kemampuan menyang-
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kut pengetahuan, kepercayaan, dan kejujuran (Fitriayasa, 2004). 

Hubungan capres dengan masyarakat merupakan bentuk ko-

munikasi persuasif yang memengaruhi pandangan masyarakat. 

Menurut K. Andeerson, perilaku komunikasi bertujuan untuk 

mengubah pandangan sikap maupun perilaku melalui penyam-

paian pesan, dan dapat dilihat dari gaya bicara calon presiden 

(Mulyana, 2005).  

Kemudian, pada capres nomor urut dua, yaitu prabowo, ki-

ni masyarakat lebih mengenal beliau degan sebutan ‘gemoy’ 

yang dapat diartikan lucu dan menggemaskan. Dengan demi-

kian, banyak influencer yang sudah menjalin kerja sama dengan 

Prabowo dengan live streaming yang dilakukan oleh Raffi 

Ahmad saat safari di Lampung, Kamis, 11 Januari 2024. Dalam 

Tempo, Komandan Fanta (pemilih muda) Tim Kampanye Nasio-

nal (TKN) menyebutkan, “Citra gemoy paling ampuh pada plat-

form media sosial Instagram karena lebih menyasar anak mu-

da”.  

  

Gambar 5 

Tangkapan Layar Instagram pada Personalities Prabowo Subianto 

Sumber: Instagram Prabowo Subianto 

Tentunya prabowo selalu berjoget selama masa kampanye, 

kemudian tarian tersebut dinamakan ‘joget gemoy’ oleh warga-

net di media sosial yang merupakan julukan sayang dari para 

pendukungnya.  
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Adapun pada capres nomor urut tiga, yaitu Ganjar Pranowo 

mendapatkan julukan ‘Ketua Penguin’ terutama di jagad media 

sosial karena selain rambutnya yang putih, Ganjar juga merupa-

kan sosok yang tenang diibaratkan sebagai penguin yang dapat 

mencairkan suasana. Kemudian, Ganjar selalu memperkenalkan 

salam tiga jari merapat yang merujuk pada nomor urutnya, yaitu 

nomor tiga, salam tiga jari tentunya memiliki arti tersendiri di 

antaranya, yaitu taat kepada Tuhan, patuh kepada hukum, dan 

setia pada rakyat.  

 

Gambar 6 

Tangkapan Layar Instagram pada Personalities Ganjar Pranowo 

Sumber: Instagram Ganjar Pranowo 

Identiknya penggunaan simbol tangan (hand gesture) ini di-

gunakan ketika audiens sedang menyaksikan kampanye politik. 

Kemudian, pada saat meminta dukungan sehingga simbol jari 

ini menunjukkan dukungan masyarakat terhadap Ganjar seba-

gai kandidat politik yang diidolakan. Selain itu, simbol tangan 

tersebut juga termasuk kategori dari objek yang berarti suatu 

tanda yang memiliki hubungan dengan penanda. Tentunya per-

forma tersebut menjadi suatu hal yang tidak dapat dipandang 

mudah untuk menjelaskan sosok Ganjar sebagai seorang komu-

nikator politik. 
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Pesan Kunci Politik Anies, Prabowo, dan Ganjar  
pada Pemilihan Capres 2024 

Berdasarkan rujukan dari konsep political branding, pada ka-

tegori ini terbagi ke dalam lima konsep indikator di antaranya 

berupa janji politik, gagasan politik, aspirasi, harapan, nilai, dan 

ideologi politik kandidat. Dalam hal ini, syarat yang perlu diper-

hatikan dalam menyusun pesan politik harus bersifat persuasif 

atau membujuk yang di antaranya, menentukan tema dan materi 

yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang sedang terjadi di 

masyarakat. Kemudian, syarat utamanya mampu membangkit-

kan semangat dan perhatian terhadap pesan-pesan yang disam-

paikan (Arifin, 2006).  

Dari beberapa posting-an yang diunggah di Instagram ter-

sebut, yang menjadi pesan kunci politik Anies sesuai analisis 

menggunakan semiotika segitiga makna disimpulkan bahwa as-

pek pesan politik menunjukkan bahwa Anies memiliki perasaan 

sosok pemimpin yang ingin memupuk kebersamaan bersama 

rakyat Indonesia. Ideologi tersebut tak lepas dari tiga strategi 

Anies dalam memperkuat pertahanan siber dan satelit. Selain 

itu, gagasan politik Anies ingin menunjukkan bentuk kepeduli-

annya terhadap rakyat dan negara Indonesia, khususnya dalam 

membentuk pertahanan negara yang tangguh di bidang siber, 

kecerdasan buatan, dan satelit untuk informasi geospatial guna 

memperkuat ketahanan Indonesia. Stretegi pertama, yaitu mem-

bangun sistem yang kokoh, komprehensif yang melibatkan selu-

ruh masyarakat, kemudian strategi kedua, yaitu pengadaan tek-

nologi terbaru, dan strategi ketiga, yaitu memperkuat pertahan-

an negara di bidang siber, kecerdasan buatan, dan satelit, yakni 

membuat mekanisme untuk merespons balik apabila terjadi se-

rangan secara cepat karena serangan siber merupakan ancaman 

bagi negara Indonesia. Dalam nuonline.com, menurutnya, “Kita 
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harus memiliki mekanisme untuk bangkit dan serang balik se-

hingga memiliki kecepatan untuk kembali ketika serangan siber 

terjadi”. Haroen (2014) menyebutkan bahwa identitas pribadi 

mengenai kualitas dan nilai yang dimiliki seseorang dapat men-

ciptakan respons emosional orang lain. Identitas tersebut meli-

puti kemampuan, keunggulan, dan reputasi yang memperlihat-

kan keunggulan dalam bidang tertentu. Sehingga janji yang 

menjadi nilai jual utama Anies adalah sikap optimistisnya seba-

gai pribadi yang akan menjamin bahwa Indonesia mampu mem-

perkuat pertahanan siber dan satelit.  

Sedangkan yang menjadi aspek pesan kunci politik Prabo-

wo adalah terdapat daftar enam janji Prabowo, di antaranya me-

ningkatkan produktivitas pertanian, menambahkan program 

kartu kesejahteraan, menaikkan gaji ASN, membuat pemba-

ngunan desa dan pemberian BLT, mendirikan Badan Penerima-

an Negara. Selain itu, janjinya memberi makan siang gratis kepa-

da seluruh anak Indonesia, termasuk mereka yang masih di da-

lam kandungan. Dengan makanan yang diberikan berharap ge-

nerasi yang akan datang akan mampu menyongsong Indonesia 

makmur.  

Kemudian yang menjadi aspek pesan kunci politik Ganjar 

di antaranya, menciptakan lapangan kerja yang mudah diakses 

oleh perempuan. Kedua, mewujudkan legislasi anggaran yang 

memadai untuk jaminan kesehatan bagi pekerja wanita pada ke-

ikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan. Ketiga, membuat aturan dan 

anggaran yang memadai untuk unit psikologi di setiap puskes-

mas guna penanganan kesehatan mental perempuan, anak, ma-

syarakat. Keempat, membentuk satgas pencegahan dan pena-

nganan kekerasan seksual di setiap satuan lembaga pendidik un-

tuk negeri dan swasta. Kelima, membuat perubahan peningkat-

an keterwakilan perempuan dalam keanggotaan dan Badan Per-
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wakilan Desa (BPD). Keenam, mendorong keterwakilan perem-

puan dengan disabilitas di posisi pengambilan keputusan di pe-

merintahan pada semua tingkatan dan pemerintahan di semua 

tingkatan dan memastikan hak-hak asasi perempuan adat, pe-

rempuan petani, dan perempuan pesisir. Terakhir, mewujudkan 

desa, kampung, dan kota ramah perempuan serta para lanjut 

usia. Agar muncul rasa kepuasan khalayak, pesan-pesan terse-

but disampaikan dengan menggambarkan hal-hal yang bisa di-

lakukan serta memberikan visualisasi visi dan misi di benak 

khalayak sehingga dapat meyakinkan khalayak untuk memilih 

Ganjar. 

 

Citra Capres 2024 

Pembentukan personal branding merupakan landasan utama 

pada sebuah political branding. Berdasarkan analisis data peneli-

tian branding Anies melalui sumber data Instagram mempunyai 

peranan penting dalam penyampaian pesan selama masa kam-

panye politik. Adapun terciptanya personal branding tersebut me-

rujuk pada diferensiasi sosok Anies. Hal itu dapat dilihat dari in-

terpretasi dari konsep tanda teori segitiga makna (triangle mean-

ing theory) yang di antaranya 

1. berwatak tegas;  

2. berfisik sehat dan juga pintar;  

3. mempunyai kepribadian yang religius;  

4. optimistis; dan 

5. religius. 

Sementara itu, personal branding Prabowo yang dibentuk di 

Instagram juga mempunyai ciri khas dan branding tersendiri, 

maka interpretasi makna branding yang dimiliki Prabowo juga 

mempunyai kemasan baru yang tidak berdasarkan perilaku me-

niru.  
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Adapun personal branding Prabowo di antaranya, yaitu 

1. berprilaku humor;  

2. memosisikan sebagai kaum milenial;  

3. beridentitas sebagai kaum elit; dan 

4. berfisik sehat dan juga lincah. 

Kemudian berdasarkan analisis data penelitian branding 

Ganjar melalui sumber data Instagram, mempunyai peranan 

penting dalam penyampaian pesan selama masa kampanye po-

litik. Adapun terciptanya personal branding tersebut merujuk pa-

da diferensiasi sosok Ganjar di antaranya 

1. menunjukkan kesederhanaan;  

2. memosisikan sebagai pemimpin yang sangat dekat dengan 

rakyat;  

3. berjiwa nasionalis; dan 

4. pemimpin yang memprioritaskan hak perempuan di Indo-

nesia. 

Pentingnya untuk membangun personal branding guna me-

nunjukkan kepada terkait daya tarik yang berkesan positif se-

hingga layak dipilih oleh masyarakat. Berdasarkan kajian teo-

retis, personal branding adalah identitas pribadi mengenai kuali-

tas dan nilai yang dimiliki aktor politik seperti kepribadian, ke-

mampuan, dan nilai yang kemudian stimulus-stimulus tersebut 

menimbulkan persepsi positif dari masyarakat sehingga dapat 

menciptakan respons terhadap orang lain (Haroen, 2014).  

ANIES BASWEDAN (CAPRES NO. 1) 

Penampilan Kepribadian Pesan Kunci Politik 

Penggunaan pakaian 

kemeja putih dengan 

lengan panjang yang 

dilipat dan sepatu hi-

tam kulit yang dike-

Tidak 

antikritik 

Membentuk pertahanan  

negara yang tangguh di 

bidang siber, kecerdasan 

buatan, dan satelit untuk 

informasi geospatial guna 
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nakan yakni menun-

jukkan dirinya seba-

gai politisi yang me-

miliki keberanian, se-

derhana dan cinta 

terhadap rakyatnya. 

memperkuat ketahanan 

Indonesia. 

 

PRABOWO SUBIANTO (CAPRES NO. 2) 

Penampilan Kepribadian Pesan Kunci Politik 

Prabowo terlihat se-

lalu mengenakan ba-

ju yang berwarna bi-

ru muda. Pengguna-

an gaya pakaian Pra-

bowo yang berwarna 

biru muda termasuk 

ke dalam trikotomi 

tanda qualisign yang 

jauh dari pakaian 

kelompok elite di ma-

na semua lapisan ma-

syarakat dapat meng-

gunakan pakaian se-

cara kasual di kehi-

dupan sehari-hari. 

Prabowo selalu 

berjoget selama 

masa kampanye, 

kemudian tarian 

tersebut dina-

makan ‘joget 

gemoy’ oleh 

warganet di me-

dia sosial, yang 

merupakan ju-

lukan sayang 

dari para pendu-

kungnya. 

 

Terdapat daftar enam 

janji Prabowo, di antara-

nya, meningkatkan pro-

duktivitas pertanian, 

menambahkan program 

kartu kesejahteraan, me-

naikkan gaji ASN, mem-

buat pembangunan desa 

dan pemberian BLT, 

mendirikan Badan Pene-

rimaan Negara. Selain 

itu, janjinya memberi 

makan siang gratis ke-

pada seluruh anak Indo-

nesia, termasuk mereka 

yang masih di dalam 

kandungan. Dengan ma-

kanan yang diberikan 

berharap generasi yang 

akan datang akan mam-

pu menyongsong Indo-

nesia makmur.  
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GANJAR PRANOWO (CAPRES NO. 3) 

Penampilan Kepribadian Pesan Kunci Politik 

Ganjar Pranowo 

di-kenal sebagai 

‘Si Rambut Pu-

tih’ oleh bebe-

rapa netizen di 

sosial media. 

Hal ini tentunya 

yang menjadi 

pembeda antara 

Ganjar dan ke-

dua capres yang 

lain-nya. Memi-

liki branding dan 

citra tertentu. 

Ganjar Pranowo, 

mendapatkan ju-

lukan ‘Ketua Pe-

nguin’ terutama di 

jagad media sosial 

karena selain ram-

butnya yang putih, 

Ganjar juga meru-

pakan sosok yang 

tenang yang diiba-

ratkan sebagai pe-

nguin yang dapat 

mencairkan suasa-

na. Kemudian, Gan-

jar selalu memper-

kenalkan salam tiga 

jari merapat yang 

merujuk pada no-

mor urutnya, yaitu 

nomor tiga. Salam 

tiga jari tentunya 

memiliki arti ter-

sendiri di antara-

nya, yaitu taat ke-

pada Tuhan, patuh 

kepada hukum, dan 

setia pada rakyat.  

 

Menciptakan lapangan 

kerja yang mudah diakses 

oleh perempuan. Kedua, 

mewujudkan legislasi 

anggaran yang memadai 

untuk jaminan kesehatan 

bagi pekerja wanita pada 

keikutsertaan BPJS Kete-

nagakerjaan. Ketiga, 

membuat aturan dan 

anggaran yang memadai 

untuk unit psikologi di se-

tiap puskesmas guna pe-

nanganan kesehatan men-

tal perempuan, anak, ma-

syarakat. Keempat, mem-

bentuk satgas pencegahan 

dan penanganan kekeras-

an seksual di setiap satuan 

lembaga pendidik untuk 

negeri dan swasta. Keli-

ma, membuat perubahan 

peningkatan keterwakilan 

perempuan dalam keang-

gotaan dan Badan Perwa-

kilan Desa (BPD). Ke-

enam, mendorong keter-

wakilan perempuan de-

ngan disabilitas di posisi 

pengambilan keputusan 

di pemerintahan pada 
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semua tingkatan dan pe-

merintahan di semua ting-

katan dan memastikan 

hak-hak asasi perempuan 

adat, perempuan petani, 

dan perempuan pesisir. 

Terakhir, mewujudkan 

desa, kampung, dan kota 

ramah perempuan dan 

para lanjut usia. 

 

Penutup 

Dari pembahasan yang telah dijabarkan, dapat ditarik ke-

simpulan bahwa pembentukan political branding Anies, Prabo-

wo, dan Ganjar dibentuk melalui tiga jenis pendekatan konsep, 

seperti penampilan (appereance), personalitas (personalities) dan 

pesan kunci politik (political key message). Bahkan, lebih spesifik, 

yaitu adanya pembangunan hubungan dengan masyarakat. Ten-

tunya, masing-masing calon pemimpin mempunyai ideologi 

dan intelektual yang menarik. Ketiga calon presiden ini menam-

pilkan citra yang kuat guna menancapkan positioning dibenak 

hati masyarakat.  Hal itu dapat dilihat dari penampilan, kepri-

badian, maupun pesan-pesan politik yang berbeda sehingga 

mempunyai identitas sendiri untuk mudah dikenali oleh masya-

rakat.  

 

  



Analisis Isu Kebijakan Politik Kontemporer di Indonesia | 91 

Da f t a r  P u s t aka  

Agil Try Julianto Rizky. (2024). Analisis Komunikasi Politik 

Prabowo Subianto di Media Sosial Menjelang Kontestasi 

Pemilihan Presiden 2024. Prosiding Seminar Nasional pp. 

673–680.  

Anshari, F. (2013). Komunikasi Politik di Era Media Sosial. Jurnal 

Komunikasi, Vol 8 No 1, hal. 91–101  

Anshori, A. (2018). Pengaruh Iklan Politik Terhadap Persepsi Pemilih 

Kota Medan Tahun 2018. Jurnal Interaksi. 2(2), hal. 132–144.  

Alam, S. (2021). Penggunaan Media Sosial sebagai Alat Komunikasi 

Politik. Avant Garde: Jurnal Ilmu Komunikasi, 68–78.  

Aryadillah. (2024). Strategi Kampanye Politik Anies Baswedan dalam 

Membangun Citra Politik Pada Pemilihan Presiden Tahun 

2024. Jurnal Public Relations-Jpr. 3(4). 87–92.  

Arifin, Anwar. (2006). Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar Ringkas. 

Jakarta: Raja Grafindo Persada.  

Downer, L. (2013). Political Branding in Australia: a Conceptual 

Model. 63rd Political Studies Association Annual International 

Conference. Cardiff:  Political Studies Association.  

Dubrin Andrew J., (2005). Leadership (Terjemahan), Edisi Kedua, 

Prenada Media, Jakarta.  

Effendy, O.U. (2003). Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi.Bandung: 

Citra Aditya Bakti.  

Firmanzah. (2008). Marketing Politik: Antara Pemahaman dan 

Realitas. Yayasan Obor Indonesia.  

Indra, D., & Wahid, U. (2021). Tinjauan Literatur: Digital 

Komunikasi Politik Anies Baswedan. Jurnal Interaksi: Jurnal 

Ilmu Komunikasi, 228–239.  

Kaplan, A, & Haenlein, M. (2010). Users of The World, Unite! The 

Challenges and Opportunities of Social Media. Business 

Horizons. 53(1), hal. 59–68.   

Gelder, S.V. (2003). Global Brand Strategy: Unlocking Brand 

Potential Across Countries. London: Kogan Page.  

Mulyana, Dedi. (2005). Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. 

Bandung: Remaja Rosdakarya.  



92 |Analisis Isu Kebijakan Politik Kontemporer di Indonesia 

Karaduman, İ. (2013). The Effect of Social Media on Personal 

Branding Efforts of Top Level Executives. Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, Vol  99, hal. 465–473.  

Kaplan, A, & Haenlein, M. (2010). Users of The World, Unite! The 

Challenges and Opportunities of Social Media. Business 

Horizons, Vol 53 No 1, hal. 59–68.   

Kotler, Philip dan Keller, Kelen. (2012). Manajemen Pemasaran. 

Erlangga: Jakarta.  

Pawito. (2015). Komunikasi Politik : Media Masa dan Kampanye 

Pemilihan. Yogyakarta:  Jalasutra.  

Petruca, I. (2016). Personal Branding Through Social Media. 

International Journal of Communication Research. 6(4), hal. 

389–392.  

Putra, O. D., Sufa, S. A., & Ratnasari, E. (2022). Political Branding 

Ganjar Pranowo melalui Media Sosial Instagram 

@ganjar_pranowo. Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu 

Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi, 1–16.  

Rangkuti, F. (2013). Strategi Semut Melawan Gajah. Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama.  

Rahmah, S. (2021). Personal Branding Ganjar Pranowo untuk 

Membangun Komunikasi Politik di Media Sosial Instagram.  

Jurnal : Ilmu Komunikasi. 5(1), 94–101.  

Sarihati, T., Lutfhie, M., & Kurniadi, B. (2019). Komunikasi Politik, 

Media Massa, dan Opini Publik. Depok: PT Rajagrafindo 

Persada.  

Sumbo, Tinarbuko. (2009). Iklan Politik dalam Realitas Media. 

Yogyakarta: Jalasutra.  

Susanto, E. H. (2017). Media Sosial Sebagai Pendukung Jaringan 

Komunikasi Politik. Jurnal ASPIKOM. 3(3), hal. 379.  

Syifaur Rahmah. (2021). Personal Branding Ganjar Pranowo untuk 

Membangun Komunikasi Politik di Media Sosial Instagram. 

Jurnal Ilmu Komunikasi. 5(1). 94–101.  

Wibisono, I., & Nusantara, A. B. (2022). Pola komunikasi Politik 

Ganjar Pranowo Melalui Akun Youtube @ganjarpranowo dalam 

Menyikapi Isu Intelektiva. 3(10), 70–88.  

  



Analisis Isu Kebijakan Politik Kontemporer di Indonesia | 93 

  Arissy Jorgi Sutan 

 

 

 

MEDIA SOSIAL DI MASA PANDEMI:  
MEDIA SOSIAL DIGUNAKAN UNTUK MENOLAK 

DISKRIMINASI RASIAL KASUS KAMPANYE 
#AsianLivesMatter DI AMERIKA SERIKAT 

 

 

enelitian ini bertujuan untuk mengetahui media sosial se-

perti apa yang digunakan untuk menolak diskriminasi rasial 

dan berfokus pada kasus #AsianLivesMatters, gerakan kampa-

nye di media sosial Twitter. Media sosial membawa dimensi ba-

ru tentang bagaimana orang berinteraksi; Menggunakan media 

sosial dapat memungkinkan netizen untuk berpartisipasi dan 

memberikan ide atau suara yang meningkat dari masalah sosial 

(Checker, 2017).  Dalam kasus media sosial dan kampanye serta 

gerakan, ada beberapa kasus di masa lalu seperti Gerakan Pa-

yung, Gerakan Musim Semi Arab dan yang terjadi pada tahun 

2020 lalu (kecelakaan Gorge Floyd) yang menggunakan #Black 

LivesMatter (Sedikit, 2016).  

Media sosial telah menjadi tempat sentral untuk menyebar-

kan pengaruh dan narasi untuk menanggapi masalah sosial dan 

mengoordinasikan massa untuk mengambil tindakan (Ince et al., 

2017). Di sisi lain, media sosial bisa menjadi alternatif untuk 

mencukur narasi lebih murah dibandingkan media lainnya. Me-

dia sosial memainkan peran sentral dalam beberapa gerakan dan 

kampanye di masa lalu, seperti selama Musim Semi Arab di Me-

sir, protes menggunakan media sosial sebagai platform, dan pe-

P 
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merintah memaksa akses internet (Coban, 2016).  

Begitu beragamnya platform media sosial yang digunakan 

untuk membagikan konten gerakan tersebut. Salah satu plat-

form media sosial yang ada adalah Twitter. Menurut data 

statisca.com, ada akses pengguna ke media sosial Twitter, penje-

lasannya pada Gambar 1 dan Tabel 1.  

 

Gambar 1 

Akses pengguna Twitter berdasarkan negara 

Sumber: Statisca.com (2021) 

 
Tabel 1 

10 Akses Pengguna Twitter Teratas berdasarkan Negara 

Tidak Negara Hitung (Jutaan) 

1 Amerika Serikat 69,3 

2 Jepang 50,9 

3 India 17,5 

4 Inggris Raya 16,45 

5 Brasil 16,2 

6 Inggris 14,05 

7 Turki 13,6 

8 Arab Saudi 12,45 

9 Meksiko 11 

10 Prancis 8 

Sumber: Statisca.com (2021) 
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Kita dapat melihat bahwa media sosial Twitter memiliki ba-

nyak pengguna di AS, dengan 969,3 Juta pengguna dari data. Se-

lain itu, juga termasuk beberapa negara di Asia, Amerika Sela-

tan, dan Eropa. Pembahasan ini mencoba mengetahui media so-

sial seperti apa yang digunakan untuk menolak diskriminasi ra-

sial yang digunakan #AsianLivesMatters. Pembahasan ini ber-

usaha menjawab tiga pertanyaan, yaitu:   

Q1: Apa jenis konten atau tema yang menjadi tren dalam kasus 

kampanye #AsianLivesMatters?  

Q2: Apa jenis hubungan media sosial hashtag dalam kasus 

kampanye #AsianLivesMatters?  

Q3: Narasi media sosial seperti apa yang menyebar dalam kasus 

kampanye #AsianLivesMatters?  

 

Dampak Media Sosial pada Gerakan Sosial 

Media sosial memberikan dampak dan kesempatan kepada 

gerakan sosial atau kampanye meningkatkan suara dan platform 

hak untuk berbagi narasi jika terjadi gerakan sosial (Burrows, 

2016; Fernandez-Wulff & Yap, 2020; Tsatsou, 2018). Selain itu, 

media sosial memberikan kebebasan berbicara dan berinteraksi 

dalam dimensi digital. Dalam kasus isu sosial-politik di media 

sosial, pembicaraan mungkin tidak secara otomatis memberikan 

hasil untuk menyelesaikannya, tetapi dengan suara, protes me-

dia sosial, dan narasi media sosial yang tersebar dapat menarik 

perhatian publik dan keterlibatan politik di media sosial sebagai 

ruang publik (Burke & Sen, 2018; Soares, 2018; Sorell, 2015). 

Media sosial memberikan perubahan netizen untuk mempromo-

sikan gerakan sosial dan kampanye untuk memulai aksi untuk 

menanggapi masalah sosial.  

Media sosial menawarkan kebebasan berbicara. Dalam hal 

ini, setiap orang dengan bebas memberikan suara dan pernyata-
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an (Melissa Brown et al., 2017). Menggunakan media sosial ada-

lah pilihan yang tepat bagi masyarakat untuk berdebat, berinter-

aksi, dan mendiskusikan masalah sosial (Ozturkcan et al., 2017), 

untuk menolak semua berbagai diskriminasi. Kampanye ini da-

pat memengaruhi platform media sosial. Masyarakat mampu 

dan menarik peserta baru untuk bergabung dengan gerakan 

(Zheng &; Yu, 2016).  

  

Media Sosial dan Rasisme 

Rasisme menjadi musuh bersama dalam kehidupan sosial, 

seperti di beberapa negara yang masih muncul rasisme sebagai 

masalah utama, dan masalah ini dapat bertransformasi di media 

(Behnken, Brian D & Smithers, 2015). Rasisme, dalam hal ini, 

menjadi lebih signifikan ketika masyarakat menerima rasisme 

dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ia dapat melihat dengan 

supremasi dan basis prioritas ras, agama untuk menekan yang 

lain dengan basis agama atau ras (Michelle Brown, 2018). Media 

sosial dapat menjadi platform untuk menolak rasisme, tetapi pa-

da saat yang sama, berpotensi digunakan untuk menggertak se-

seorang berdasarkan rasisme (Farrington et al., 2014).  Rasisme 

dalam praktiknya di media sosial berkonsentrasi pada pemaksa-

an individu (Downing &; Suami, n.d.). Rasisme juga dapat meli-

hat krisis dalam hubungan sosial yang menjadi lebih besar ketika 

masyarakat menerima rasisme (Cottle, 2005).  

 
Artikel ini menggunakan tujuh tagar terkait kampanye 

#AsianLivesMatter di media sosial Twitter. Deskripsi hashtag pada 

Tabel 2 berikut.  
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Tabel 2  

Deskripsi Hashtag 

Tagar Deskripsi 
Pengambilan 

Waktu 

#AsianAmerican Pertunjukan komunitas 

Asia-Amerika adalah ba-

gian dari negara 

19-03-2021 

#AsianLivesMatters Menyediakan orang-orang 

Asia harus bebas dari dis-

kriminasi 

19-03-2021 

#HateCrimes Menunjukkan rasisme di 

beberapa bagian kejahatan 

19-03-2021 

#StandUpforAAPI Menunjukkan dukungan 

kepada komunitas Asia-

Amerika dan Kepulauan 

Pasifik. 

19-03-2021 

#StandWithAsian Menunjukkan dukungan 

kepada komunitas Asia. 

19-03-2021 

#StopAAPIHate Menunjukkan penolakan 

kebencian terhadap komu-

nitas Asia-Amerika dan 

Kepulauan Pasifik 

19-03-2021 

#StopAsianHate Menunjukkan penolakan 

membenci komunitas Asia 

19-03-2021 

 

Konten atau Tema di Media Sosial Penyebaran  
Kampanye #AsianLivesMatter 

Bagian ini mencoba mengetahui konten atau tema yang ter-

sebar di media sosial tentang #AsianLivesMatter. Analisis ini 

menggunakan tiga node atau tema sentral untuk mengklasi-

fikasikan kecenderungan hashtag media sosial. Pembahasan ini 

menggunakan tiga simpul: keadilan, orang, dan rasisme. Pen-

jelasan pada Tabel 3 dan Gambar 2 sebagai berikut.  
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Gambar 2 

Konten media sosial dipelopori di #AsianLivesMatter 

Tabel 3  

Konten media sosial dipelopori di #AsianLivesMatter 

Hahstags Keadilan Ramban Rasisme Seluruh 

#AsianAmerican 33,87% 46,77% 19,35% 100% 

#AsianLivesMatter 33,7% 33,23% 33,07% 100% 

#HateCrimes 64,62% 26,15% 9,23% 100% 

#StandUpforAAPI 16,67% 66,67% 16,67% 100% 

#StandWithAsians 27,27% 59,09% 13,64% 100% 

#StopAAPIHate 29,21% 59,05% 11,75% 100% 

#StopAsianHate 46,93% 32,96% 20,11% 100% 

Seluruh 33,78% 33,57% 32,66% 100% 

Kita dapat melihat bahwa di sana didefinisikan dalam tiga 

node; keadilan, orang, dan rasisme. Simpul keadilan tertinggi 

adalah #HateCrimes dengan skor 64,62%, tempat kedua adalah 

#StopAsian Hate dengan hasil 46,93%, dan tempat ketiga adalah 

#AsianAmerican dengan hasil 33,87%. Jumlah penduduk ter-

tinggi adalah #StandUpforAAPI dengan hasil 66,67%; tempat ke-

dua adalah #StandWithAsians dengan hasil adalah 59,09%, tem-

pat ketiga adalah #StopAAPIhate dengan hasil 59,05%. Nodes of 
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Racism tertinggi adalah #AsianLievsMatter dengan hasil 33,07%, 

tempat kedua adalah #StopAsianHate dengan 20,11% dan tem-

pat ketiga adalah #AsianAmerican dengan 19,35%. Node domi-

nasi analisis ini adalah keadilan dengan 33,78%, orang kedua 

dengan 33,57%, dan rasisme ketiga dengan 32,66%.  

 

Hubungan Media Sosial  
pada Kampanye #AsianLivesMatter 

Analisis ini menggunakan analisis cluster sebagai alat untuk 

mengetahui seperti apa hubungan hashtag tersebut. Berikut pen-

jelasannya pada gambar 3 dan tabel 4.  

 

Gambar 3 

Hubungan Media Sosial pada Kampanye #AsianLivesMatter 

Tabel 4 

5 Hubungan Media Sosial Teratas di Kampanye #AsianLivesMatter 

Tagar A Tagar B 
Koefisien Korelasi 

Pearson 

#StandWithAsians #StandUpforAAPI 0,963673 

#StopAAPIHate #HateCrimes 0,713545 

#StopAAPIHate #StandWithAsians 0,713437 

#StopAAPIHate #AsianAmerican 0,708664 

#StopAAPIHate #StandUpforAAPI 0,698482 
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Data menunjukkan bahwa analisis cluster menggunakan ba-

tas bawah 0,5 dan batas atas 1 titik dari skala 1,0, dan -1.  Lima 

relasi teratas menggunakan batas bawah 0,5 poin karena kita da-

pat melihat bahwa yang tertinggi adalah #StandsWithAsians 

dan #StandUpforAPPI dengan 0,963673 poin. tempat kedua ada-

lah #StopAAPIHate dan #HateCrimes dengan 0,713545 poin. 

Tempat ketiga adalah #StopAAPIHate dan #StandWithAsian de-

ngan 0,713437 poin. Tempat keempat adalah #StopAAPIHate 

dan #AsianAmerika 0,708664 poin. Lima tempat adalah #Stop 

AAPIHate dan #StandUpforAAPI dengan 0,698482 poin.  

 

Narasi tersebar di Media Sosial  
tentang Kampanye #AsianLivesMatter 

Analisis ini menggunakan analisis Word Cloud untuk me-

ngetahui narasi media sosial yang tersebar di kampanye #Asian 

LivesMatter. Analisis ini menggunakan mengumpulkan kata po-

puler pada kampanye #AsianLivesMatter yang ditampilkan pa-

da gambar di 100 teratas, dan tabelnya adalah 10 besar kata 

populer—bagian analisis pada gambar 4 dan tabel 5 mengikuti. 

 

Gambar 4  

Narasi Media Sosial pada Kampanye #AsianLivesMatter 
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Tabel 5 

10 Kata dan Narasi Populer di Kampanye #AsianLivesMatter 

Kata Hitung 

People 31.617 

#stopasianhate 30.594 

Asian 21.252 

Violent  20.009 

Offender 19.942 

#asianlivesmatter 18.877 

#stopaapihate 15.463 

World 12.903 

America 12.129 

White 10.922 

Dari data tersebut, kita dapat melihat kata tertinggi adalah 

"people," dengan 31.617 hitungan. Kedua, #stopasianhate dengan 

30.594 hitungan. Ketiga, Asian dengan 21.252 hitungan. Selain 

itu, narasi mendominasi dengan satu kata yang menunjukkan 

untuk menolak rasisme di media sosial. Hashtag juga muncul un-

tuk berbagi pengaruh dan menarik netizen agar berpartisipasi 

atau menyadari kampanye. Adanya narasi dominan pada media 

sosial menjadikan salah satu bentuk pada social media activism 

yang masif menggunakan tema-tema yang populis untuk me-

nyebarkan narasi dan menjadikan narasi yang digaungkan men-

dapatkan traffic atau pasarnya (Day & Skulsuthavong, 2021; 

Moorman, 2020; Winter et al., 2020; Zúñiga et al., 2021).  

Dari hasil analisis, kita dapat melihat bahwa ada tiga poin: 

1. Tema atau konten media sosial didefinisikan dalam tiga tema 

utama: keadilan, orang, dan, rasisme. Tiga tema sentral dapat 

mewakili konten media sosial. Hasil dari tiga tema sentral 

adalah keadilan 33,78%, orang 33,57%, dan rasisme 32,66%. 

Hal ini menunjukkan media sosial dapat menyebarkan kon-
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ten untuk menolak diskriminasi rasial dengan berkonsentrasi 

pada tiga tema utama (Miladi, 2016; Poell et al., 2016).  

2. Hubungan hashtag telah muncul dan cukup kuat karena hu-

bungan dapat melihat pada batas bawah 0,5 dan batas atas 1 

poin. Hubungan tertinggi adalah #StandsWithAsians dan 

#StandUpforAPPI dengan 0,963673 poin. Hal ini menunjuk-

kan bahwa terdapat korelasi pada antar-hashtags yang me-

nunjukkan bahwa tiap hashtags memiliki korelasi terkait de-

ngan tujuan yang sama, serta memiliki keterkaitan antara sa-

tu dengan yang lainnya (Conway, 2020; Hunt & Gruszczyn-

ski, 2021; Kalina, 2020; Kluch, 2020; Tyson et al., 2021).  

3. Narasi. Kampanye #AsianLivesMatter didominasi oleh kata-

kata tunggal dan tagar untuk mengangkat suara, menyebar-

kan narasi, dan menunjukkan ketidaksepakatan dengan dis-

kriminasi rasial. Dengan menggunakan tagar, setiap posting-

an yang memiliki narasi serta tujuan sejenis dapat dihimpun 

dalam satu lingkup yang sama (Day & Skulsuthavong, 2021; 

Lievrouw, 2023; Mutsvairo & Rønning, 2020; Park et al., 2020).  

Analisis ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial 

pada aktivisme digital dapat dilihat dalam tiga kelompok besar. 

Lingkup pertama adalah penyebaran tema dan konten sebagai 

media informasi menunjukkan bahwa media sosial untuk me-

nyebarkan konten serta tema yang diusung dalam gerakan sosial 

(Davis & Straubhaar, 2020; Day & Skulsuthavong, 2021; Janes & 

Sandell, 2019; Lievrouw, 2023; Mutsvairo & Rønning, 2020; Park 

et al., 2020; Rochefort, 2020; Suwana, 2020). Lingkup kedua ada-

lah dengan adanya media sosial menunjukkan setiap posting-an 

serta akun dapat dihimpun dalam satu kesatuan yang memiliki 

kesamaan tujuan dan juga memiliki cita-cita yang sama (Grant & 

Smith, 2021; Miller et al., 2021; Ranchordas et al., 2022; Thorsen & 

Sreedharan, 2019). Lingkup ketiga pada narasi, pada pengem-
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bangan media sosial dalam upaya penyebaran narasi yang di-

usung menjadi lebih cepat dibandingkan dengan media konven-

sional. Selain itu, media sosial juga memberikan kecenderungan 

untuk dapat terus menyebarkan narasi yang masif (Gómez-

Carrasco et al., 2021; Ibahrine, 2020; Jain, 2020; Salamon, 2020).  

 

Penutup 

Dari tiga poin, kita bisa melihat bahwa media sosial me-

nyebarkan narasi diskriminasi penolakan rasial (Chu, 2018; Lee 

& Chan, 2016; Wilson, 2017). Konten dapat didefinisikan dalam 

tiga tema sentral: keadilan, rasisme, dan orang. Hubungan masih 

muncul dan kecenderungan cukup kuat dengan tertinggi adalah 

#StandsWithAsians dan #StandUpfor APPI dengan 0,963673 po-

in. Narasi yang disebarkan didominasi oleh satu kata dan hashtag 

untuk menyebarkan pengaruh dan menarik netizen untuk ber-

partisipasi. Pembahasan ini juga memiliki keterbatasan, seperti 

berfokus pada fenomena media sosial #AsianLivesMatters tanpa 

mencoba untuk mengetahui seperti apa motif kampanye. Reko-

mendasi penelitian lain mencoba membandingkan dengan ge-

rakan lain. Pembahasan ini memiliki limitasi, yaitu berfokus pa-

da segmentasi media sosial sehingga penelitian ke depannya da-

pat berfokus pada lingkup media konvensional dalam lingkup 

gerakan sosial.  
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raktik politik electoral telah menciptakan berbagai ruang-

ruang rivalitas politik. Hal itu dibuktikan dengan lahirnya 

berbagai cara dan strategi, baik yang dilakukan oleh kandidat 

poitik maupun partai politik pengusung, guna mendapatkan 

kemenangan suara masyarakat. Cara dan strategi tersebut dila-

kukan oleh kandidat dan partai politik semata-mata untuk men-

jadi pendongkrak popularitas, tingkat elektabilitas, bahkan 

branding citra dan identitas politik di mata masyarakat luas 

sebagai pemilik suara politik elektoral (Hayat & Hasrullah, 2016: 

193). Oleh karenanya, dengan melihat suara politik dari publik 

sebagai penentu keterpilihan politik, sudah sewajarnya apabila 

setiap kandidat terus berupaya menarik, memengaruhi, bahkan 

menjanjikan berbagai program sekaligus kebijakan yang mem-

buat publik hingga akhirnya menentukan keputusan suara poli-

tiknya. Setiap orang berhak untuk mencari, mendapatkan, me-

miliki, mengoleksi, mengolah, menganalisis, dan bahkan meng-

interpretasikan informasi politik yang didapatkannya (Suhar-

yanto, 2016: 126). Celah inilah yang kemudian digunakan oleh 

partai politik dan kandidat-kandidatnya sehingga terbangun sa-

tu konsep pemikiran politik yang kemudian ditransformasikan 

dalam perubahan perilaku memilih.  

P 
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Salah satu aspek yang dinilai memiliki pengaruh yang cu-

kup potensial dan biasanya dimainkan oleh setiap partai politik 

beserta para kandidat politik yang diusungnya ialah dengan me-

mainkan isu di dalam percaturan politik. Apalagi masyarakat In-

donesia ini di dalam menentukan pilihan politiknya masih besar 

dipengaruhi oleh aspek figuritas dan citra politik. Kondisi demi-

kian tentu menunjukkan bagaimana pengaruh dan kekuatan isu 

politik yang dimainkan akan sangat menentukan kemenangan 

apabila permainan isu ini dikuasai oleh setiap aktor politik. Ma-

ka tidak heran jika lahirnya konglomerasi media yang mencoba 

menghubungkan antara kekuasaan politik dengan media meru-

pakan bentuk kesadaran baru betapa penting permainan isu di 

dalam politik tersebut (Khamim & Sabri, 2019: 113). Tanpa per-

mainan isu sedikitpun maka kemenangan politik elektoral ha-

nya sebatas omong kosong dan sampai kapanpun tidak akan 

berorientasi pada kemenangan politik. Oleh karena itulah, isu 

menjadi “center” bagi setiap partai politik yang akan berlaga me-

ramaikan perwujudan demokrasi yang semestinya.  

Keterkaitan isu dengan partai politik dapat dipahami se-

bagai satu titik temu di mana setiap partai politik sedikit banyak 

selalu mengusung isu-isu aktual. Isu-isu ini diangkat oleh partai 

politik melalui para kandidatnya sebagai bentuk komunikasi po-

litik sekaligus interaksi simbolis antara partai dengan pemilih-

nya. Eksistensi partai politik memang harus diakui dan harus 

ada dalam membangun demokrasi subtantif terkonsolidasi. Par-

tai yang pada awalnya memiliki peran terbatas pada artikulasi 

yang menjembatani kekuasaan dengan yang dikuasai, kini telah 

bergeser sebagai media yang cukup representatif dalam menen-

tukan setiap kebijakan publik (Andrias, 2013: 352). Pergeseran 

tugas dan peran partai politik ini secara tidak langsung mene-

gaskan bahwa isu-isu publik harus ada di setiap kebijakan pu-
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blik yang akan diambil. Banyaknya isu-isu publik yang kemu-

dian dimandatariskan dalam kebijakan publik nyatanya belum 

sepenuhnya terakomodir dengan baik. Salah satu isu yang ja-

rang dibawa oleh partai politik ialah isu lingkungan hidup. Isu 

ini seyogyanya mampu menyadarkan setiap partai politik untuk 

menyuarakan politik lingkungan. Hal ini berangkat dari satu 

konsep pemikiran bahwa pembangunan tidak akan terpisah dari 

ketersinggungannya dengan politik lingkungan, misalnya kebi-

jakan investasi (Supratiwi, 2013: 3).  

Berdasarkan laporan survei yang dilakukan oleh Center for 

Strategic and International Studies (CSIS) pada Maret 2019 dengan 

melibatkan 1.960 responden yang tersebar di 14 daerah provinsi 

di Indonesia menunjukkan bahwa minimnya partai politik da-

lam mengusung dan mendiskusikan serta memikirkan isu ling-

kungan hidup. Mayoritas responden dalam survei CSIS 2019 ter-

sebut menyebut bahwa masyarakat tidak pernah mendengar 

persoalan isu lingkungan hidup diangkat dan diperbincangkan 

dalam kampanye di setiap tahapan-tahapan kepemiluan. Bah-

kan, jika ada pembicaraan dan bahasan isu lingkungan dalam 

kampanye partai politik, kalkulasinya sangat sedikit (Octavi-

yani, 2019). Padahal, di sisi lain, isu lingkungan termasuk di da-

lamnya isu perubahan iklim menjadi isu yang diperhatikan dan 

menjadi fokus perhatian bagi kaum milenial dan generasi Z.  

Hal tersebut dikuatkan oleh data survei nasional yang dila-

kukan oleh Indikator pada 9–16 September 2021 di mana respon-

den usia Gen Z dan milenial memiliki tingkat kesadaran pikir 

yang sangat tinggi atas isu lingkungan dalam halnya isu per-

ubahan iklim. Kerusakan lingkungan (82%) dan polusi (74%) 

merupakan dua isu sentral yang menjadi kecemasan yang secara 

psikologis dirasakan dan dialami oleh responsden (Indikator, 

2021: 71). Oleh karena itu, dua kelompok pemilih ini, yakni gene-
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rasi Z dan generasi milenial yang sudah menaruh perhatiannya 

terhadap isu-isu lingkungan ini menjadi notifikasi kampanye ba-

gi setiap partai politik agar isu yang mereka tuju dapat diangkat 

dan diakomodasi. Tanpa mempertimbangkan isu yang sedang 

digandrungi dua kelompok tersebut, maka untuk memperoleh 

kemenangan politik elektoral, beban yang akan ditanggung oleh 

setiap institusi partai maupun kandidat semakin jauh dari keme-

nangan politik.  

Ada dua alasan mendasar, bahkan dapat dikatakan sebagai 

“basis kemenangan politik” mengapa isu yang digandrungi oleh 

kelompok milenial dan generasi Z tersebut harus diperhatikan 

dan diperjuangkan dalam setiap aktivitas politik elektoral. Per-

tama, pada tahun 2024 nanti, pemilih muda akan mendominasi 

dalam menggunakan hak politiknya di mana menurut CSIS pre-

sentasi pemilih muda mendekati 60% atau lebih tepatnya sekitar 

54% menurut data dari KPU (Fernandes et al., 2022: 3). Pemilih 

muda dalam survei itu dimaknai mereka yang berada dalam 

usia 17–39 tahun. Artinya, mereka yang berada dalam usia se-

perti itu mengacu pada dua generasi, yakni generasi milenial 

dan generasi Z. Oleh karenanya, setiap keputusan politik ini 

nantinya akan dikuasai oleh generasi Z dan generasi milenial, se-

mentara 40% sisanya akan dikuasai di luar pemilih muda. Kom-

posisi ini menunjukkan bahwa dalam kontestasi politik 2024 

akan didominasi oleh pemilih muda sebesar 60%. Apabila suara 

para generasi muda ini mampu dikuasai partai politik, keme-

nangan politik bukan sesuatu yang sulit.  

Alasan yang kedua ialah generasi Z dan generasi milenial 

juga akan menguasai ruang-ruang publik sehingga kondisi de-

mikian menuntut setiap partai politik untuk memahami setiap 

isu yang menjadi perhatian oleh kaum muda ini. Apabila isu 

yang digandrungi oleh kawula muda ini diabaikan, partai poli-
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tik harus membayar biaya pengabaian ini dengan kehilangan 

hampir 60% suara pemilih dari mereka. Tentu kondisi ini dalam 

rasionalitas kemenangan partai tidak akan dihindari karena keti-

ka para kontestan melihat magnet suara maka mereka akan me-

ngejar untuk mendapatkannya. Inilah mengapa kondisi ini men-

jadi penting bagaimana konfigurasi mereka di ruang publik. 

Tabel 2 berikut merupakan potret bagaimana generasi Z dan mi-

lenial eksis di ruang digital sebagai pemilik akun media sosial.  

Tabel 1 

Jumlah Pengguna Internet Pemilih Muda (2017-2022) 

Media Sosial 
Tahun 

2017 2018 2022 

WhatsApp 70,3% 91,6% 98,3% 

Facebook 81,7% 93,1% 84,8% 

Youtube 43,7% 56,3% 74,9% 

Instagram 54,7% 67,5% 74,5% 

Tik Tok - - 56,0% 

Twitter 23,7% 21,3% 24,8% 

Sumber: Berdasarkan Survei dari CSIS pada 8 Agustus sampai 13 Agustus 2022 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh CSIS di atas, 

memperlihatkan adanya peningkatan jumlah pengguna aktif 

media sosial dari kurun tahun 2017 sampai tahun 2022. CSIS 

mencatat pada interval tahun 2017–2022 terjadi peningkatan 

yang signifikan di mana tahun 2017 akses internet mencapai 

86,2% dan pada tahun 2022 mencapai 93,5%.  Kondisi ini tentu 

sangat fantastis di mana dengan mendominasinya kawula muda 

dalam ruang-ruang digital, maka seharusnya diikuti oleh peme-

nuhan isu-isu yang mereka tuju sehingga teritorial suara politik 

kawula muda tersebut sudah dikuasai. Realitas yang terjadi di 

lapangan ialah para kawula muda ini memiliki kepedulian seka-

ligus konsen yang cukup tinggi dalam aspek isu-isu lingkungan 
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hidup. Pertanyaannya ialah bagaimana partai politik menyikapi 

fenomena ini khususnya dalam menyusun strategi kemenangan 

dalam kontestasi 2024 mendatang? Atau dengan pertanyaan 

yang lebih menohok ialah bagaimana para partai politik merebut 

suara pemilih muda melalui isu lingkungan (perubahan iklim)? 

Dua pertanyaan ini menjadi penting untuk disikapi dan dires-

pons oleh partai politik mengingat bahwa merekalah kelompok 

yang akan mendominasi penentuan kemenangan politik.  

Disadari atau tidak bahwa yang namanya kemenangan poli-

tik elektoral ditentukan oleh seberapa tangkas para kompetitor 

politik bermain isu. Kelemahan institusi politik dan pelemba-

gaan partai politik yang ada, sampai saat ini tidak paham ten-

tang permainan isu ini di kalangan anak muda. Para politisi ti-

dak paham bagaimana strategi untuk menjangkau pemilih mu-

da melalui isu yang mereka bangun dan bagaimana cara mengo-

munikasikan isu selanjutnya. Inilah yang semestinya menjadi re-

fleksi bagaimana menghubungkan isu yang tumbuh di kalangan 

anak muda dengan eksistensi partai politik. Hanya dengan 

mengubah gerak dan arah perilaku memilih para kaum muda 

inilah penentu kemenangan bisa dipastikan (Fauzi, 2019: 40).  

Eksistensi para kaum muda di dalam ruang publik, baik ru-

ang yang bersifat konvensional maupun ruang digital, harus 

mampu menghadirkan partai-partai politik yang keberadaan-

nya mampu menjadi katalisator solusi dari kegelisahan anak-

anak muda (Gazali, 2004: 54). Hal ini karena ruang itu, terlebih 

ruang digital menjadi arena rivalitas isu-isu publik sekaligus se-

bagai pertukaran pesan dan informasi politik sehingga masifi-

kasi informasi dengan mudah dan cepat, baik dalam penyampai-

annya maupun penyebarannya (ugm.ac.id, 2023: 2). Oleh karena 

itu, pertarungan isu yang diusung oleh partai politik akan secara 

optimal akan ditelaah, diproses, dan dipikirkan, bahkan diper-
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debatkan dalam dunia digital sehingga tanpa penguasaan isi, 

maka akan menjadi bumerang dari partai politik itu sendiri. 

Gambar 1 berikut merupakan Laporan Survei pemilih Muda 

dari CSIS 2022 dalam tiga bulan terakhir.  

 

Gambar 1 

Akses Internet 3 Bulan Terakhir Pemilih Muda (17-39 Tahun) 

Sumber: Berdasarkan Survei dari CSIS pada 8 Agustus 

 sampai 13 Agustus 2022 

Gambar 1 tersebut mengonfirmasi bagaimana animo anak 

muda yang aktif menggunakan internet dalam melakukan per-

tukaran informasi di dunia digital. Bahkan, tahun 2022 mayori-

tas kaum muda yakni 93,5% aktivitas di dalam kehidupannya 

tidak bisa lepas oleh jangkauan internet. Momen tersebut men-

jadi sangat relevan bagi partai politik sebagai institusi mesin po-

litik untuk meningkatkan tingkat kepercayaannya dalam benak 

kaum muda dengan cara merespons tuntutan serta kegelisahan 

isu lingkungan. Partai politik harus mencoba mulai membuka 

mata di depan kaum muda bila ingin mendapatkan kepercayaan 

dari mereka. Hal ini berangkat dari satu kenyataan yang tidak 

terdikotomi kaum muda atau nonmuda, bahwa masyarakat se-

cara umum memiliki tingkat kepercayaan yang sangat lemah 

terhadap partai politik. Bila masyarakat saja tingkat kepercayaan 

politiknya lemah, lalu bagaimana dengan kaum muda sebagai 

bagian dari masyarakat secara luas? Tabel 2 berikut merupakan 
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hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indikator Po-

litik Indonesia atas kepercayaan publik terhadap institusi atau 

lembaga politik/negara. 

Tabel 2 

Tingkat kepercayaan Publik Terhadap Institusi Negara/Politik 

Institusi Negara/Politik 

Rincian Responden 
Tingkat 

kepercayaan Sangat 

Percaya 

Cukup 

Percaya 

TNI 21,2% 73,5% 94,6% 

Presiden 19,4% 73,4% 92,8% 

Kejaksaan Agung 7,9% 72,7% 80,6% 

Pengadilan 8,4% 69,4% 77,8% 

Polri 9,3% 63,9% 73,2% 

KPK 7,1% 65,3% 72,4% 

DPD 5,2% 66,3% 71,5% 

MPR 5,1% 66,2% 71,3% 

DPR 4,7% 58,7% 63,4% 

Partai Politik 2,8% 59% 61,8% 

Sumber: (Fajarlie, 2023) 

Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh lembaga Sur-

vei Indikator Politik pada 11–17 April 2023 menunjukkan bahwa 

tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik sangat ren-

dah. Bahkan, persentase tingkat kepercayaan publik terhadap 

partai politik hanya menyentuh 61,8%. Persentase ini tidak jauh 

dari lembaga DPR yang menempati urutan kedua dalam hal 

rendahnya kepercayaan publik. Sementara itu, di sisi lain 

berbagai lembaga survei secara konsisten juga menyebut bahwa 

tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik ber-ada 

dalam titik yang mengkhawatirkan. Misalnya, berdasarkan 
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survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pa-

da 31 Maret hingga 4 April 2023  dengan melibatkan 1.229 res-

ponden dengan batas usia di atas 17 tahun ke atas menunjukkan 

bahwa tingkat kepercayaan publik atas partai politik menempati 

urutan paling bawah. Pada survei ini, kepercayaan publik terha-

dap partai politik sebesar 50% dan disusul oleh DPR sebesar 52% 

(Hutajulu, 2023: 1). Artinya, dengan berangkat dari dua survei 

di atas yang dilakukan oleh dua lembaga survei yang berbeda 

menghasilkan satu kesamaan, yakni partai politik dan DPR men-

jadi lembaga negara/politik dengan urutan terendah. Keadaan 

yang demikian pada dasarnya menegaskan bahwa bila partai 

politik kehilangan kepercayaan publik, dapat dimaknai partai 

politik gagal menguasai sekaligus meng-counter isu yang sedang 

berkembang di masyarakat.  

Partai politik harus sadar bahwa pada tahun 2024 hampir 

60% suara politik akan ditentukan oleh pemilih muda. Pemilih 

ini sebagaimana di atas terklaster menjadi generasi Z dan gene-

rasi milenial. Dua generasi penentu kemenangan politik tersebut 

saat ini ada kecenderungan memiliki perhatian yang serius ter-

hadap isu-isu lingkungan. Oleh karenanya, dengan melihat kon-

figurasi politik yang berkembang dalam teritorial pemilih muda 

ini, performa partai politik dalam menentukan dan pemosisian 

dirinya sangat dibutuhkan dalam menjaring suara mayoritas pe-

milih muda. Pemilih muda menaruh perhatian serius terhadap 

isu lingkungan. Namun, isu yang tersebut justru bukan menjadi 

prioritas partai politik. Lahirnya kesadaran baru yang muncul 

dari pemilih muda terhadap isu lingkungan tidak pernah terjadi 

sebelumnya. Pemilih muda yang mengalami kekhawatiran ter-

hadap isu masa depan lingkungan sebesar 82%. Pertanyaannya 

ialah mampukah partai politik menangkap isu-isu yang dikha-

watirkan pemilih muda? Atau dengan pertanyaan lain sudahkan 
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isu lingkungan menjadi agenda prioritas kampanye partai poli-

tik dalam setiap aktivitas elektoral?  

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Bolqiah dan 

Raffiudin terkait dengan dominasi oligarki dan ketidakhadiran 

green political party di Indonesia menunjukkan adanya urgensi 

dari perimbangan kekuasaan dan keterwakilan narasi green poli-

tics dalam bentuk platform partai politik untuk membatasi serta 

menghambat dominasi oligarki. Di samping itu, kegagalan parti-

sipasi masyarakat juga diakibatkan oleh tidak terbangunnya ke-

terwakilan narasi politik hijau yang sampai sekarang terdistri-

busi dalam janji politik kandidat mendekati pesta pemilihan. 

Transformasi narasi politik hijau kurang mendapatkan dukung-

an dari publik sehingga kehadirannya belum sepenuhnya mam-

pu diwujudkan sebagaimana negara-negara maju sebagai pio-

nirnya (Bolqiah & Raffiudin, 2020: 163). Kondisi demikian harus 

disadari bahwa sejak dari awal kelahirannya, bahkan sampai se-

karang, isu-isu politik yang selalu diungkap oleh partai politik 

ialah isu publik dengan adanya karakter eksklusivitas terhadap 

isu lingkungan. Namun, dalam pembahasan ini hanya menghu-

bungkan secara signifikan antara dominasi oligarki dengan green 

political party. Pembahasan ini tidak secara menganalisis terkait 

dengan bagaimana pemosisian isu lingkungan di pelembagaan 

partai politik itu sendiri.  

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Ahmady dkk. 

terkait dengan gerakan lingkungan dan partai politik: studi ten-

tang perjuangan Walhi dalam pembentukan partai hijau di Indo-

nesia menunjukkan bahwa Walhi belum mampu membidani 

berdirinya Partai Politik Hijau Indonesia (PHI). Hal ini dise-

babkan belum adanya soliditas dari internal Walhi itu sendiri. 

Selain itu, ada ketidakmampuan di dalam penyelesaian kontes-

tasi ideologi internal yang mencakup di dalamnya strategi po-
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litik (Ahmady et al., 2022: 48). Walaupun demikian, upaya Walhi 

dalam membentuk PHI ini patut diapresiasi. Hal ini karena se-

bagai bentuk kesadaran awal yang telah dirawat Walhi di mana 

kelompok-kelompok lembaga swadaya ini telah menjadi pionir 

dalam melihat kerusakan lingkungan sebagai implikasi domi-

nan produk politik. Oleh karenanya, dunia keswadayaan seperti 

Walhi telah menjadi awal sekaligus cikal bakal perjuangan isu 

lingkungan hidup dalam ranah politik negara (Setiawan et al., 

2022: 641–642). Kedua literatur tersebut memiliki kesamaan, yak-

ni mengangkat isu lingkungan di ruang politik kekuasaan baik 

itu diperhadapkan dengan partai politik maupun kekuasaan ne-

gara. Namun, kedua penelitian itu tidak menganalisis bagaima-

na positioning isu lingkungan oleh partai politik di ruang publik. 

Oleh karena itu, rumusan utama masalah yang akan dijawab da-

lam pembahasan ini ialah bagaimana positioning isu lingkungan 

oleh partai politik di ruang publik? Pendekatan teori yang akan 

digunakan dalam pembahasan ini ialah positioning politik dari 

Ries & Trout (1981: 77). Positioning ialah istilah pemasaran yang 

dimaknai sebagai segala kegiatan untuk mendoktrin kesan di be-

nak konsumen agar konsumen tersebut bisa membedakan pro-

duk atau jasa yang dihasilkan. Oleh karena itu, dalam konteks 

positioning politik, produk dan jasa yang dimaksud yakni berupa 

pesan-pesan politik yang dibawa kandidat dalam kampanye po-

litik, yakni janji-janji politik, visi dan misi yang diusung, ideologi 

partai, dan juga figuritas serta citra kandidat dalam kampanye. 

Positioning ini akan memudahkan publik untuk membedakan 

kandidat yang satu dengan lainnya sehingga berimbas pada ak-

tualisasi perilaku memilih di dalam menentukan keputusan po-

litiknya. 
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Isu Lingkungan di Ruang Elektoral 

Ruang publik telah memainkan peranan penting dalam pro-

ses pertarungan isu yang dimainkan oleh partai politik. Tanpa 

adanya ruang publik, maka proses komunikasi politik yang be-

rupa proses pertukaran pesan sekaligus interaksi informasi poli-

tik akan mengalami titik stagnasi. Apabila titik stagnasi ini terja-

di, proses komunikasi tidak dapat berjalan. Bagi setiap partai po-

litik, ruang publik menjadi arena yang keberadaannya sangat di-

butuhkan, khususnya di dalam memainkan pertarungan isu-isu 

politik guna merebut hati dan suara politik dari publik. Perta-

rungan isu inilah yang kemudian terus bergolak di ruang publik 

di mana pada akhirnya berujung pada lahirnya opini publik aki-

bat dari pesan-pesan politik yang diterimanya (Buluamang, 

2021: 110). Oleh karenanya, ruang publik ini sangat sentral di da-

lam menentukan sekaligus mengarahkan perilaku memilih. Per-

timbangan “sentral” inilah kemudian ruang publik akan diburu 

oleh setiap partai politik untuk memainkan serta menguasai isu-

isu yang berkembang di dalamnya melalui berbagai cara dan 

strategi masing-masing.  

Berkaca dari proses politik yang selama ini terjadi, persoalan 

pragmatisme yang dianut oleh mayoritas partai politik yang ada 

merupakan satu masalah besar. Setiap partai politik yang ada 

cenderung meletakkan dasar eksistensinya pada dominasi klus-

ter sosial dan aliran politik dibandingkan dengan kluster ideolo-

gis. Hal ini didukung dengan banyaknya partai politik di Indo-

nesia yang terus lahir sehingga kenyataan ini mengaburkan ba-

tas-batas ideologi antarpartai (Bariroh, 2015: 134-135). Pengabur-

an batas-batas ideologi partai inilah yang kemudian melahirkan 

fenomena di ruang publik, di mana isu-isu yang diangkat cende-

rung membuat publik semakin jauh dari isu yang sebenarnya sa-

ngat dekat dengan masyarakat itu sendiri. Apabila yang terjadi 
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demikian, pertanyaan yang muncul ialah apakah watak ruang 

publik cenderung bersifat eksklusif terhadap isu yang dibawa 

partai politik? Pertanyaan ini penting karena bahwa ruang pu-

blik pada dasarnya sebagai pertukaran isu-isu politik, termasuk 

di dalamnya bagaimana partai politik membawa isu lingkungan 

di dalam arena tersebut (Komariah & Kartini, 2019: 232).  

Harus diakui bahwa kehadiran partai politik di ruang pu-

blik, baik yang bersifat konvensional maupun digital, masih mi-

nim atau bahkan tidak ada mengangkat isu-isu lingkungan 

(Walhi, 2023: 1–3). Ada satu kecenderungan pemarginalan isu 

lingkungan khususnya dalam gejala pelembagaan partai politik 

itu sendiri (ugm.ac.id, 2023b). Banyaknya partai politik saat ini 

juga secara pelembagaan kepartaian saja di dalam visi misinya 

yang secara gamblang dan nyata menyatakan dukungan terha-

dap isu-isu lingkungan bahkan nyaris tidak ada. Kalau dicermati 

secara mendalam, berdasarkan data yang dirilis oleh KPU di 

Pemilu 2024 nanti akan diikuti setidaknya oleh 24 partai politik 

yang terbagi dalam 17 partai politik nasional dan 7 partai politik 

lokal. Pertanyaannya ialah dari 24 partai peserta pemilu terse-

but, apakah ada yang di dalam visi misinya menyebut isu ling-

kungan sebagai komitmen dalam pembangunan berkelanjutan? 

Pertanyaan ini tentu menjadi dasar yang penting untuk dilihat 

bagaimana sebetulnya komitmen isu lingkungan lahir sejak dari 

awal khususnya dalam pelembagaan partai politik. Tanpa ada 

pelembagaan maka isu lingkungan tentu akan tidak dikampa-

nyekan sehingga kesalahan yang terjadi ialah isu-isu lingkungan 

hidup menjadi isu privat di ruang publik. Akibatnya justru pu-

blik menjadi merasa asing dengan isu lingkungan, bahkan ketika 

ada beberapa partai mengangkat isu tersebut maka akan terjadi 

stigmatisasi dan pendiskreditan terhadap isu lingkungan itu 

sendiri.  
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Tabel 3 berikut merupakan hasil analisis ada tidaknya isu 

lingkungan yang dituangkan dalam visi-misi partai peserta 

pemilu tahun 2024 baik partai nasional maupun partai politik 

lokal yang ada di Aceh.  

Table 3 

Isu lingkungan dalam Visi Misi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 

No. Nama Parpol 

Analisis Ada/Tidak 

Isu Lingkungan 

dalam Pelembagaan 

Frasa 

“Lingkungan” 

di dalam  

Visi Misi Visi Misi 

1 
Partai Kebangkitan 

Bangsa (PKB) 
Tidak Tidak  

2 

Partai Gerakan 

Indonesia Raya 

(Gerindra) 

Tidak Tidak  

3 

Partai Demokrasi 

Indonesia 

Perjuangan (PDI-P) 

Tidak Tidak  

4 
Partai Golongan 

Karya (Golkar) 
Ada Tidak 

…kesadaran 

hukum dan 

lingkungan… 

5 Partai Nasdem Tidak Tidak  

6 Partai Buruh Tidak 
Ada 

 

…lingkungan 

hidup… 

7 

Partai Gelombang 

Rakyat Indonesia 

(Gelora) 

Tidak Ada 
…kelestarian 

lingkungan… 

8 
Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) 
Tidak 

Ada 

 

…lingkungan 

hidup… 

9 
Partai Kebangkitan 

Nusantara (PKN) 

Ada 

…wawasan 

Nusantara

… 

Ada 

 

… wawasan 

nusantara… 

wawasan 

lingkungan… 

sumber daya 

alam…. 
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10 
Partai Hati Nurani 

Rakyat (Hanura) 
Tidak 

Ada 

 

…wawasan 

lingkungan… 

11 

Partai Garda 

Perubahan 

Indonesia (Garuda) 

Tidak Tidak  

12 
Partai Amanat 

Nasional (PAN) 
Tidak Tidak  

13 
Partai Bulan 

Bintang (PBB) 
Tidak Tidak  

14 Partai Demokrat  Tidak 
Ada 

 

…kelestarian 

lingkungan… 

15 
Partai Solidaritas 

Indonesia (PSI) 
Tidak Tidak  

16 
Partai Persatuan 

Indonesia (Perindo) 
Tidak Tidak  

17 

Partai Persatuan 

Pembangunan 

(PPP) 

Tidak Tidak  

18 
Partai Nanggroe 

Aceh 
Tidak Tidak  

19 

Partai Generasi 

Atjeh Beusaboh 

Tha’at dan Taqwa 

Tidak Tidak  

20 Partai Darul Aceh Tidak Ada 

...kesadaran 

hukum dan 

lingkungan

… 

21 Partai Aceh Tidak Tidak  

22 
Partai Adil 

Sejahtera Aceh 
Tidak Tidak  

23 

Partai Soliditas 

Independen Rakyat 

Indonesia 

Tidak Tidak  

24 Partai Ummat Tidak Ada 

kedaulatan 

pangan, energy, 

dan air 

 Nasional dan lokal    

Sumber: diolah dan dianalisis oleh penulis, 2024 
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Berdasarkan analisis tabel 3 di atas, dapat diperoleh infor-

masi bahwa dari 24 partai politik peserta pemilu tahun 2024, isu 

lingkungan masih minim diberikan ruang khususnya dalam pe-

lembagaan partai politik. Hanya partai PKN (partai baru) yang 

di dalam visi dan misinya menyebut isu lingkungan dengan fra-

sa “…wawasan Nusantara…wawasan lingkungan… sumber da-

ya alam”. PKN sebagai partai baru tentu kehadirannya patut di-

apresiasi karena secara pelembagaan partai, isu lingkungan su-

dah mulai ditampakkan, baik di dalam visi maupun dalam misi-

nya. Sementara itu, ada delapan partai di mana frasa lingkungan 

tidak tertuang dalam visi, tetapi muncul di dalam turunan misi-

nya. Mayoritas visi misi partai ialah pembangunan kesejahtera-

an dan keadilan. Pertanyaannya ialah apakah memungkinkan 

bila kesejahteraan dan keadilan ditegakkan tanpa adanya perha-

tian serius terhadap isu-isu lingkungan? Bukankah setiap aspek 

itu selalu bersinggungan dengan isu lingkungan? Oleh karena 

itu, dapat dipahami bahwa isu lingkungan masih lemah diberi-

kan ruang dalam pelembagaan partai. Akibatnya, partai-partai 

politik yang berkontestasi di dalam ruang publik tidak meng-

anggap isu lingkungan sebagai isu yang menarik karena orien-

tasi parpol ialah suara elektoral, bukan reaksi terhadap persoal-

an publik yang terjadi.  

 

Rivalitas Isu Politik: Di Mana Isu Ekologis? 

Masyarakat sebagai penentu keterpilihan politik sampai 

hari ini masih terpaku pada citra dan figuritas kandidat politik. 

Tentu dalam setiap momen tersebut, partai politik akan terus 

berjuang dan berupaya untuk meyakinkan figur yang diusung-

nya kepada publik. Proses meyakinkan inilah yang sebetulnya 

menjadi ruang pertarungan isu yang selalu dibawa partai politik 

di ruang publik. Pada model keputusan suara politik setiap indi-
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vidu didasarkan pada tiga hal utama, yakni keberpihakan, pen-

dapat terhadap isu, dan citra kandidat (Febriani, 2018: 2). Keya-

kinan inilah yang paling dekat pada aktualisasi perilaku me-

milih karena merupakan dampak dari keputusan politiknya 

(Haryanto, 2016: 294). Berkaitan dengan pendapat tentang isu 

yang dibawa oleh setiap partai politik dalam segala aktivitas ke-

pemiluannya, pada tataran pelaksanaannya terkadang menim-

bulkan pertanyaan yang terus bergulir. Pertanyaan itu berkaitan 

dengan bagaimana dan akan dikemanakan isu lingkungan ini 

dalam setiap aktivitas kampanyenya? Pertanyaan tersebut patut 

dimunculkan karena kampanye merupakan ritual wajib yang 

tidak bisa lepas dari diri dan pelembagaan partai itu sendiri 

(Amrurobbi, 2021: 66).  Harus diakui bahwa partai politik akan 

selalu dan cenderung menghindari isu yang tidak memiliki daya 

jual politik terhadap publik. Salah satu isu yang cenderung ja-

rang dibawa partai politik dan bahkan dikesankan sebagai isu 

yang tidak terlalu penting ialah isu lingkungan. Mereka lebih 

menggardadepankan isu-isu yang lebih dikenal dengan masya-

rakat, yakni isu kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kemis-

kinan, pengangguran, ekonomi, bahkan isu-isu lainnya.  

Apabila dibandingkan dengan isu ekonomi dan pendidikan, 

isu lingkungan memang cenderung menjadi isu perifer di dalam 

kampanye politik. Bahkan, dalam konteks kesehatan saja isu ter-

sebut juga masih dipersempit pemaknaannya yang hanya men-

cakup permukaan saja (unair.ac.id, 2018: 1–3). Namun, keadaan 

tersebut telah berubah dalam konteks sasaran pemilik suara po-

litik. Data survei terbaru yang dilakukan oleh Indikator Politik 

Indonesia yang bekerja sama dengan Yayasan Indonesia Cerah 

yang dilakukan 9–16 September 2021 yang melibatkan sejumlah 

4.020 responden yang tersebar di seluruh Indonesia dengan ren-

tang usia 17–35 tahun menyebut bahwa 52% khawatir akan keru-



126 |Analisis Isu Kebijakan Politik Kontemporer di Indonesia 

sakan lingkungan. Angka yang didapatkan tersebut merupakan 

angka yang signifikan. Bagi kalangan muda, kepedulian dan ke-

perhatian tentang isu lingkungan merupakan sebuah kemajuan 

yang sangat besar bagaimana mulai ada rasa memiliki dan kepri-

hatinan terhadap sistem politik dan pemilu yang dijalankan.    

Hal ini disebabkan isu lingkungan akan selalu berhubungan 

dengan politik kekuasaan negara. Oleh karena itu, pengamat po-

litik dari Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati, menyebut 

bahwa narasi-narasi elektoral sampai saat ini masih terjebak pa-

da figuritas tokoh politik bukan ke program dan gagasan yang 

mulia (Gloriabarus, 2023: 1–3). Oleh karena itu, semestinya dis-

kursus tersebut harus mulai bergeser dari yang semula berbasis 

pada figuritas tokoh ke berbasis program dan gagasan yang le-

bih konkret dan menjawab persoalan-persoalan publik. Gambar 

2 berikut merupakan tingkat kepedulian partai politik terhadap 

lingkungan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Indi-

kator Politik Indonesia dengan Yayasan Indonesia Cerah.  

 

Gambar 2 

Perhatian Partai Politik terhadap isu Lingkungan (Perubahan Iklim) 

Sumber: Indikator Politik Indonesia dan Yayasan Indonesia Cerah, 2021 
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Berdasarkan data survei kepedulian partai politik terhadap 

isu lingkungan di atas, dapat dilihat bahwa partai PDI-P menjadi 

partai yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan yang 

cukup tinggi jika dibandingkan dengan partai lainnya. Hal ini 

sejalan dengan pemberitaan Media Indonesia di mana setidak-

nya telah mencatat ada dua partai politik yang telah memberi-

kan perhatiannya terhadap isu lingkungan. Kedua partai terse-

but, yakni PDI-P dan PKB. Pimpinan partai PDI-P menyerukan 

kepada seluruh kadernya untuk memupuk kepedulian terhadap 

lingkungan. Bahkan, dalam acara tersebut sekaligus diresmikan 

gerakan penghijauan dan gerakan membersihkan sungai yang 

dipusatkan di Sungai Ciliwung dengan tema Cinta Ciliwung 

Bersih (CCB). Sebelumnya, ada partai PKB pimpinan Muhaimin 

Iskandar yang juga sempat mengangkat isu lingkungan di dalam 

kampanyenya, bahkan menyebut dirinya sebagai partai hijau. 

Namun, seiring dengan perjalanan waktu gerakan yang sempat 

ramai itu mulai meredup kembali (mediaindonesia, 202: 1–2).  

Melihat arah dan gejala isu publik yang sedang berjalan ter-

sebut, maka isu lingkungan akan menjadi isu yang sangat poten-

sial dan bahkan tidak lagi dianggap sebagai isu perifer sebagai-

mana sebelumnya. Isu lingkungan telah masuk dalam ruang-

ruang publik, bahkan mampu berinteraksi dengan para pemilih 

muda sehingga adanya perhatian serius dari pemilih muda akan 

isu lingkungan menjadi kesadaran baru dalam menata pola pe-

nentuan perilaku memilih publik. Walaupun isu lingkungan ti-

dak semasif isu ekonomi dan isu ketenagakerjaan, isu lingkung-

an sudah mampu mem-positioning dirinya di ruang publik yang 

dipenuhi pemilih muda sebagai penentu keterpilihan publik. 

Kondisi yang demikian menjadikan alasan sentral bagi setiap 

partai politik untuk bergolak sekaligus berjibaku dalam memba-

wa isu lingkungan ini menjadi isu prioritas kampanye.  
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Positioning isu lingkungan dalam ruang-ruang publik dari 

sisi pelembagaan partai politik masih sangat lemah. Hal ini kare-

na isu lingkungan tidak ditempatkan dalam kedudukan yang se-

padan sebagaimana isu pendidikan, kesehatan, kemiskinan, 

pengangguran, dan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, sulit dite-

mukan isu lingkungan didiskursuskan dan dibawa dalam ruang 

publik sebagai bahan kampanye politik. Ada kecenderungan isu 

lingkungan ini ditempatkan ke dalam klaster isu perifer diban-

dingkan dengan isu lainnya. Hal ini dilihat dari sisi sistem ke-

pemiluan yang sedang kita ugemi masih belum menjangkau sis-

tem pemilu yang ramah lingkungan, baik dari sisi regulasi mau-

pun dari sisi praktik elektoral.  

Akibatnya, di dalam pelembagaan partai politik, isu ling-

kungan tidak menjadi daya tarik elektoral. Namun, melihat kon-

figurasi pemilih nanti pada tahun 2024 ialah 60% pemilih muda, 

dan pemilih tersebut memiliki minat perhatian besar atas isu 

lingkungan, maka partai politik sudah mulai mempertimbang-

kan isu tersebut. Ada kecenderungan isu lingkungan mulai men-

dapat ruang di kalangan pemilih muda sehingga partai politik 

mulai gencar merambah isu-isu lingkungan dengan orientasi 

memikat suara elektoral kelompok pemilih tersebut. Kondisi ter-

sebut tergambar bahwa isu lingkungan mulai akan di-position-

ing-kan dalam agenda partai untuk kepentingan politik ke 

depan. 

 

Penutup 

Positioning isu lingkungan dalam ruang-ruang publik dari 

sisi pelembagaan partai politik masih sangat lemah. Hal ini kare-

na isu lingkungan tidak ditempatkan dalam kedudukan yang se-

padan sebagaimana isu pendidikan, kesehatan, kemiskinan, 

pengangguran, dan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, sulit dite-
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mukan isu lingkungan didiskursuskan dan dibawa dalam ruang 

publik sebagai bahan kampanye politik. Ada kecenderungan isu 

lingkungan ini ditempatkan ke dalam klaster isu perifer diban-

dingkan dengan isu lainnya. Hal ini dilihat dari sisi sistem kepe-

miluan yang sedang kita ugemi masih belum menjangkau sistem 

pemilu yang ramah lingkungan baik dari sisi regulasi maupun 

dari sisi praktik elektoral.  

Akibatnya, di dalam pelembagaan partai politik isu ling-

kungan tidak menjadi daya tarik elektoral. Namun, melihat kon-

figurasi pemilih nanti pada tahun 2024 ialah 60% pemilih muda, 

dan pemilih tersebut memiliki minat perhatian besar atas isu 

lingkungan, maka partai politik sudah mulai mempertimbang-

kan isu tersebut. Ada kecenderungan isu lingkungan mulai men-

dapat ruang di kalangan pemilih muda sehingga partai politik 

mulai gencar merambah isu-isu lingkungan dengan orientasi 

memikat suara elektoral kelompok pemilih tersebut. Kondisi ter-

sebut tergambar bahwa isu lingkungan mulai akan di-position-

ing-kan dalam agenda partai untuk kepentingan politik ke de-

pan. Apalagi pada era hari ini keberadaan anak muda yang nota-

bene juga sebagai penyumbang suara elektoral terbanyak, tentu 

haruslah dipertimbangkan. Hal ini terlebih lagi isu lingkungan 

sudah mulai mereka gandrungi sehingga berbagai kerusakan 

lingkungan termasuk isu perubahan iklim sudah sepatutnya me-

reka akomodasi dalam ruang kampanye politik. 
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Kekuatan Media Sosial  
dalam Kebijakan Publik 

latform media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, 

dan LinkedIn, telah mengubah komunikasi yang semula lu-

ring menjadi daring. Media sosial memungkinkan interaksi on-

line yang memudahkan berbagi konten dan berkomunikasi seca-

ra internasional (Bruhn et al., 2012). Bisnis memanfaatkan media 

sosial untuk menjangkau pelanggan dengan target yang spesifik, 

melakukan kemitraan dengan influencer, dan memperluas jang-

kauan pelanggan serta meningkatkan hubungan dengan konsu-

men (Bruhn et al., 2012). Namun, evolusi ini tidak hanya berdam-

pak dalam hal bisnis, tetapi  media sosial juga memengaruhi wa-

cana publik dan gerakan sosial (Bruhn et al., 2012). Media sosial 

menjadi alat yang ampuh untuk membentuk bagaimana indivi-

du terhubung dan berinteraksi dengan dunia (Bruhn et al., 2012). 

Dalam kaitannya dengan ilmu politik, media sosial dapat dilihat 

sebagai corong utama yang dapat memengaruhi kebijakan pu-

blik terutama dalam mendorong wacana publik. 

P 
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Media sosial sebagai media komunikasi dapat memfasilitasi 

individu (aktor) untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan 

respons sehingga terbentuk dialog interaktif (Nasrullah, 2022). 

Menurut penjelasan Nasrallah (2022), fungsi media sosial dapat 

dilihat sebagai berikut; pertama, media sosial sebagai sarana 

belajar, mendengarkan, dan menyampaikan. Kedua, media sosial 

sebagai sarana dokumentasi, administrasi, dan integrasi. Ketiga, 

media sosial sebagai sarana perencanaan, strategi, dan manaje-

men. Dalam aspek politik, terdapat beberapa fungsi media sosial 

bagi masyarakat. Media sosial dapat digunakan sebagai sarana 

kontrol, evaluasi, dan alat tekan publik terhadap pemerintah. 

Hal tersebut lantaran media sosial dapat menyebarkan informasi 

dan pendapat dengan cepat sehingga mengarah pada diskusi lu-

as mengenai peristiwa kontroversial atau kebijakan pemerintah 

(Shamilishvili, 2023). Selain itu, hal ini memfasilitasi interaksi 

dua arah antara pemerintah dan masyarakat, mendorong keterli-

batan aktif, pemberian umpan balik, dan pengorganisasian pro-

tes terhadap kebijakan yang tidak tepat (Haro‐de‐Rosario et al., 

2016).  

Media sosial telah mengubah lanskap wacana publik dan 

mobilisasi kebijakan. Kemampuan media sosial untuk mengor-

ganisasi kampanye online dan memicu diskusi yang meluas me-

ngenai isu-isu kebijakan tertentu telah terbukti dalam berbagai 

konteks (Mergel, 2013). Arab Spring menjadi contoh bagaimana 

media sosial memainkan peran penting dalam menyebarkan in-

formasi mengenai protes dan mengorganisasi masyarakat, me-

nunjukkan kekuatannya dalam mobilisasi massa dan perubahan 

politik (Mergel, 2013). Namun, kekuatan ini juga disertai dengan 

tantangan yang signifikan, seperti masalah privasi dan keaman-

an data, serta penyebaran informasi yang salah atau berita palsu 

(Dunn & Woo, 2019). Penyebaran informasi yang salah di media 
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sosial telah terbukti memengaruhi opini publik dan bahkan hasil 

pemilu sehingga penting untuk melakukan verifikasi fakta dan 

sumber informasi yang akurat di era digital (Dunn & Woo, 2019).  

Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, media sosial 

menawarkan peluang unik untuk partisipasi publik dalam pro-

ses pembuatan kebijakan. Media sosial memungkinkan suara-

suara yang biasanya tidak terdengar menjangkau khalayak yang 

lebih luas dan memberikan kesempatan bagi masyarakat sipil 

untuk berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan (Grover 

& Kar, 2020). Hal ini memaksa pemerintah dan lembaga-lemba-

ga untuk menjadi lebih transparan dan responsif terhadap kebu-

tuhan dan keinginan publik (Santoso et al., 2020). Oleh karena 

itu, sangat penting bagi pemerintah dan pembuat kebijakan un-

tuk memahami dan memanfaatkan dinamika media sosial untuk 

menginformasikan dan membentuk kebijakan yang lebih res-

ponsif dan inklusif, sekaligus mengatasi tantangan terkait priva-

si, keamanan, dan kebenaran informasi (Mergel, 2013). 

Media sosial telah menjadi alat dalam memengaruhi proses 

pembuatan kebijakan publik. Melalui platform media sosial, in-

dividu dapat dengan mudah berkumpul untuk mengekspresi-

kan pendapat mereka tentang sebuah kebijakan, yang mengarah 

pada pembentukan gerakan massa yang dapat menekan peme-

rintah untuk merespons dengan membuat atau mengubah kebi-

jakan (Lü, 2014). Selain itu, media sosial memainkan peran pen-

ting dalam membentuk opini publik dengan menyajikan infor-

masi dan narasi yang dapat memengaruhi bagaimana kebijakan 

dipersepsikan dan didiskusikan oleh masyarakat (Katikireddi & 

Hilton, 2014). Pengaruh terhadap opini publik ini pada giliran-

nya dapat menciptakan tekanan politik yang memaksa politisi 

dan pejabat pemerintah untuk merespons sehingga berdampak 



138 |Analisis Isu Kebijakan Politik Kontemporer di Indonesia 

pada arah dan prosedur pembuatan kebijakan (Abraham & 

Khatra, 2022).  

Para pelaku kebijakan semakin menyadari pentingnya me-

dia massa, termasuk media sosial, dalam memengaruhi opini 

publik dan menggunakannya secara strategis untuk membentuk 

kebijakan (Katikireddi & Hilton, 2014). Analisis media sosial te-

lah terbukti memberikan wawasan yang berharga di berbagai fa-

se siklus kebijakan, membantu para pembuat kebijakan dalam 

pengambilan keputusan (Cerón & Negri, 2016). Seperti misalnya 

penggunaan media sosial dalam kebijakan kesehatan telah me-

nunjukkan potensi yang signifikan terhadap desain penelitian 

dan penerjemahan pengetahuan, yang menggarisbawahi terha-

dap pengembangan kebijakan (Roland, 2018). 

Wacana seputar masalah kebijakan publik telah berkem-

bang dengan munculnya media sosial yang melibatkan demo-

grafi yang lebih luas dari individu yang terlibat langsung dalam 

tindakan politik (Adams et al., 2011). Pemerintah secara aktif ber-

upaya memanfaatkan kekuatan media sosial sebagai sumber ko-

munikasi dan keterlibatan, dengan menyadari jangkauan dan 

dampaknya yang luas terhadap wacana publik (Jacobson & 

Tufts, 2012). Selain itu, pandemi Covid-19 telah menyoroti pen-

tingnya media sosial dalam menyebarkan informasi, memenga-

ruhi perilaku publik, dan membentuk respons pemerintah ter-

hadap krisis (Holtz et al., 2020; Calnan, 2020). 

 

Pragmatisme Politik  
dalam Pembuatan Kebijakan Publik  

Pragmatisme politik adalah pendekatan yang menekankan 

pada pengambilan keputusan yang didasarkan pada keadaan 

konkret dan hasil yang diharapkan masyarakat, daripada pada 

ideologi atau prinsip yang bersifat dogmatis (Dunn, 2019). Da-
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lam konteks pembuatan kebijakan, pendekatan pragmatis bertu-

juan mengutamakan efektivitas dan kemanfaatan praktis dari 

suatu kebijakan, tanpa terlalu mempermasalahkan apakah kebi-

jakan yang dibuat tersebut sesuai dengan doktrin ideologis ter-

tentu (Dunn, 2019). Pragmatisme politik dalam pembuatan kebi-

jakan dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut,  Perta-

ma, melakukan analisis terhadap fakta dan bukti kondisi lapang-

an sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan se-

buah kebijakan. Langkah pragmatis ini sejalan dengan penelitian 

oleh Rizvi et al. (2020) yang menekankan bahwa implementasi 

kebijakan kesehatan mayoritas lebih bersifat politis daripada 

teknis dengan ide-ide yang kontroversial dan pemangku kepen-

tingan yang beragam. Kedua, kompromi dan negosiasi dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan menjadi bagian tak terpisah-

kan dalam pragmatisme politik. Hal tersebut sebagaimana di-

sampaikan oleh Caplan (1979) bahwa pembuat kebijakan di pe-

merintahan cenderung berorientasi praktis dan berfokus pada 

tindakan sehingga hal ini menunjukkan pentingnya proses kom-

promi dalam pengambilan keputusan. Ketiga, dalam pendekatan 

pragmatis, pembuat kebijakan di pemerintahan juga cenderung 

fleksibel yang memungkinkan kebijakan dapat beradaptasi de-

ngan perubahan kondisi dan keadaan yang terjadi. Hal ini seja-

lan dengan temuan Stevens (2010) yang menyatakan bahwa da-

lam membuat kebijakan, bukti digunakan untuk menciptakan 

narasi kebijakan yang persuasif. Keempat, penggunaan alat kebi-

jakan yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan juga 

menjadi indikator dalam pendekatan pragmatis. Seperti temuan 

Boswell (2008), pemanfaatan ahli dapat digunakan sebagai sta-

bilitas organisasi dan tingkat kontroversi dalam area kebijakan. 

Pragmatisme politik pemanfaatan media sosial dalam kebi-

jakan publik di antaranya tercermin dalam berbagai aksi berikut:  
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Pragmatisme Politik dalam 

Pemanfaatan Media Sosial 
Deskripsi 

Kampanye Politik  

di Media Sosial  

Partai politik/calon kepala daerah/ 

legislatif/pemimpin/politisi dapat 

memanfaatkan platform media sosi-

al untuk memperluas jangkauan 

dan mendapatkan dukungan pemi-

lih atau masyarakat dengan strategi 

yang disesuaikan dengan preferensi 

dan demografi target. 

Komunikasi Interaktif 

dengan Publik 

Pemerintah menggunakan media 

sosial untuk berkomunikasi secara 

langsung dengan masyarakat, me-

respons pertanyaan dan masukan, 

serta menjelaskan kebijakan secara 

lebih transparan. 

Penggunaan Data Analytics Pemerintah dapat menggunakan 

analisis data dari media sosial untuk 

memahami preferensi, kekhawatir-

an, dan tren masyarakat sehingga 

dapat merancang kebijakan yang 

lebih relevan dan efektif.  

Konten yang Disesuaikan 

dengan Audiens 

Politisi atau pemerintah dapat men-

ciptakan konten yang sesuai dengan 

preferensi dan kebutuhan audiens 

di media sosial untuk meningkat-

kan keterlibatan dan dukungan. 

Pendekatan Berbasis Data 

untuk Pengambilan 

Keputusan 

Keputusan kebijakan dapat berda-

sarkan pada analisis data dan tren di 

media sosial untuk memastikan ke-

bijakan yang diambil mencermin-

kan kebutuhan dan keinginan ma-

syarakat secara akurat. Teknologi 

seperti big data analysis untuk meng-

analisis sentimen masyarakat terha-

dap suatu kasus dapat digunakan 

sebagai landasan untuk pengambil-

an keputusan. 
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Aktor Media Sosial  
yang dapat Memengaruhi Kebijakan Publik  

Aktor media sosial yang dapat memengaruhi kebijakan pu-

blik dapat dibagi menjadi beberapa kasus sebagai berikut. 

1. Pengguna Individu. Pengguna media sosial secara individu 

dapat menjadi aktor yang memengaruhi kebijakan publik. 

Mereka dapat menggunakan media sosial untuk menyuara-

kan pendapat mereka, mengorganisasi gerakan politik, atau 

mengkritik kebijakan yang ada.  

2. Politikus. Politisi dan para pemimpin politik, baik di tingkat 

lokal maupun nasional, dapat menggunakan media sosial un-

tuk memengaruhi pembentukan kebijakan publik. Mereka 

dapat menggunakan platform tersebut untuk berkomunikasi 

langsung dengan pemilih, mengampanyekan kebijakan me-

reka, atau merespons opini publik yang berkembang.  

3. Organisasi Masyarakat Sipil  (LSM/NGO). Kelompok ma-

syarakat sipil dapat memanfaatkan media sosial sebagai alat 

untuk menggalang dukungan sesuai tujuan mereka dan me-

mengaruhi pembuat kebijakan. Mereka dapat menggunakan 

platform tersebut untuk memobilisasi massa, menyebarkan 

informasi, dan memengaruhi agenda politik.  

4. Media Tradisional yang Berbasis Online. Media tradisional 

yang berbasis online juga memiliki peran dalam memenga-

ruhi kebijakan publik melalui konten yang mereka publikasi-

kan di platform media sosial. Mereka dapat menyajikan beri-

ta, analisis, dan opini yang memengaruhi persepsi publik ten-

tang suatu kebijakan atau isu tertentu.  

5. Influencer dan Figur Publik. Para influencer dan figur publik 

yang memiliki banyak pengikut di media sosial juga dapat 

memengaruhi opini publik tentang suatu kebijakan atau isu. 

Mereka dapat menggunakan platform media sosial mereka 
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untuk memberikan dukungan atau kritik terhadap kebijakan 

tertentu, yang kemudian dapat memengaruhi pandangan 

masyarakat luas. Contoh: Elon Musk, Mark Zuckerberg, 

Pavel Durov, Cristiano Ronaldo, dsb. 

 

Aspek Pengaruh Media Sosial  
dalam Kebijakan Publik  

Ada beberapa aspek pengaruh media sosial dalam kebijakan 

publik dapat dipaparkan dalam tabel berikut: 

Aspek Deskripsi Contoh 

Pemberdayaan 

Masyarakat  

Media sosial memung-

kinkan masyarakat lu-

as untuk berpartisipasi 

dalam diskusi kebijak-

an publik secara aktif.  

Kampanye online untuk 

reformasi pendidikan. 

Transparansi 

Kebijakan  

Keterbukaan pemerin-

tah dalam menyampai-

kan kebijakan dan ke-

putusan melalui media 

sosial.  

Pemerintah mengumum-

kan kebijakan baru di 

Twitter/ Instagram/Face-

book resmi milik peme-

rintah sehingga masyara-

kat dapat langsung tang-

gap terhadap kebijakan 

baru tersebut. 

Pengawas oleh 

Masyarakat  

Masyarakat menggu-

nakan media sosial un-

tuk memantau dan 

mengkritik kebijakan 

yang dijalankan peme-

rintah.  

Hastag yang menentang 

sebuah kebijakan, contoh:  

kebijakan imigrasi, kebi-

jakan jalan satu arah, dan 

sebagainya.  

Mobilisasi 

Aksi  

Organisasi dan indi-

vidu memanfaatkan 

media sosial untuk 

mengorganisasi de-

monstrasi aksi ling-

kungan.  

Koordinasi demonstrasi 

melalui Facebook dan 

Twitter.  
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Pengaruh 

Langsung 

pada Pembuat 

Kebijakan  

Langsung berinteraksi 

dengan pembuat kebi-

jakan melalui platform 

media sosial.  

Warga menge-tag pejabat 

lokal di daerah, partai 

politik atau politisi pada 

suatu posting-an terkait 

masalah lokal ataupun 

masalah nasional. 

Diseminasi 

Informasi  

Cepatnya penyebaran 

informasi mengenai 

kebijakan dan isu ter-

kini kepada publik.  

Media sosial memungkin-

kan masyarakat berbagi 

kebijakan baru yang akan 

diterapkan, permasalahan 

kebijakan di tingkat lokal, 

bahkan tingkat nasional. 

Propaganda 

dan 

Misinformasi  

Penggunaan media so-

sial untuk menyebar-

kan informasi yang sa-

lah atau bias yang me-

mengaruhi opini pu-

blik.  

Adanya misinformasi ten-

tang vaksinasi Covid-19, 

atau beberapa isu dan ke-

bijakan yang tidak benar. 

 

Penggunaan Media Sosial  
dalam Memengaruhi Kebijakan Publik 

Beberapa litaratur yang menjelaskan contoh positif penggu-

naan media sosial dalam memengaruhi kebijakan publik seti-

daknya dijelaskan oleh Fadlan et al (2019), Prawira et al (2022). 

Fadlan et al (2019) menjelaskan partisipasi media sosial guna me-

mengaruhi kebijakan publik pada pemerintah Kota Padang. Sis-

tem kerja dimulai oleh pengelola media sosial mencari infor-

masi, misal kasus yang sedang trending saat ini adalah masuknya 

wisatawan dari Cina ke Sumatera Barat di tengah pandemi 

Covid-19. Para pengelola media sosial membuat video atau 

meme tentang kebijakan pemerintah Kota Padang. Posting-an 

video atau meme ini membentuk dialog di media sosial Face-

book, TikTok atau Instagram yang dapat membentuk petisi atau 

aksi guna menentang masuknya wisatawan dari Cina di tengah 
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menyebarnya virus corona-19. Masyarakat menolak kebijakan 

yang dikeluarkan pemerintah Kota Padang dan segera member-

lakukan kebijakan baru, yaitu menolak atau mengusir wisata-

wan Cina dari Sumatera Barat.  

Pada konteks kasus di Kota Padang, penggunaan positif me-

dia sosial dapat melakukan mobilisasi massa. Mobilisasi dapat 

berupa tindakan atau petisi menentang kebijakan yang tengah 

berjalan. Tekanan eksternal dari media sosial dapat memenga-

ruhi kebijakan pemerintah Kota Padang, misal: terkait kebijakan 

permindo night market dicetuskan dari hasil diskusi dengan ge-

nerasi muda dan feedback yang terdapat dalam ruang lingkup 

media sosial (Fadlan et al., 2019).  

Penjelasan yang sama dipaparkan oleh Prawira et al. (2022) 

mengenai wacana publik pada media sosial terhadap Peraturan  

Daerah  untuk  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR) dan program Ge-

rakan Mamuju Mappaccing di Polewali  Mandar. Respons pu-

blik sangat positif dalam perumusan, baik sebelum serta setelah 

pengesahannya. Wacana masyarakat di media sosial ikut andil 

dalam mendukung akan terlaksananya perda tersebut. Bentuk 

dukungan masyarakat ada berbagai macam, misalnya di media 

sosial Facebook, ada yang memberikan dukungan berupa opini, 

kiriman foto di salah satu akun yang mendukung perda kawas-

an tanpa rokok (Prawira et al., 2022).  

 

Masalah dan Tantangan Media Sosial dalam 
memengaruhi Kebijakan Publik   

Dalam memengaruhi kebijakan publik, tantangan penggu-

naan media sosial, di antaranya sebagai berikut. 

Privasi dan Keamanan Data  

Penggunaan media sosial dalam memengaruhi kebijakan 

publik menghadirkan tantangan terkait privasi dan keamanan 
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data. Skandal yang melibatkan Cambridge Analytica dan Face-

book merupakan contoh penyalahgunaan data pribadi jutaan 

pengguna untuk pengaruh politik untuk memengaruhi pemi-

lihan presiden di Amerika Serikat (Bofa, 2022). Hal ini menyoroti 

kerentanan data pribadi dan potensi penggunaannya yang eks-

ploitatif dalam politik. Dewi (2016) membahas perlindungan hu-

kum atas privasi dan data pribadi dalam konteks komputasi 

awan, menyoroti tantangan yang berkembang dalam menjaga 

privasi di era digital (Dewi, 2016) . Selain itu, penelitian (2021) 

tentang keamanan informasi dan kesadaran privasi pada peng-

guna media sosial relevan karena membahas aspek penting dari 

kesadaran dan kesadaran pengguna mengenai keamanan data 

dan privasi mereka di lingkungan online (Gunawan, 2021).  

Misinformasi dan Disinformasi 

Proliferasi misinformasi dan disinformasi adalah tantangan 

besar lainnya yang dihadapi oleh media sosial. Dengan kecepat-

an penyebaran informasi yang tinggi, berita palsu dapat viral da-

lam hitungan jam, memengaruhi opini publik dan kebijakan se-

cara signifikan. Platform seperti Facebook dan Twitter telah 

mengambil langkah untuk mengidentifikasi dan mengurangi be-

rita palsu, tetapi tetap merupakan perjuangan konstan untuk 

memastikan keakuratan informasi yang beredar di media sosial.  

Polarisasi dan Ekokamar  

Media sosial cenderung menciptakan 'ekokamar' atau 'ka-

mar gema', di mana individu hanya terpapar pada informasi 

yang memperkuat pandangan mereka sendiri, mengisolasi me-

reka dari pandangan yang berlawanan. Hal ini dapat meningkat-

kan polarisasi dalam masyarakat, membuat dialog yang kon-

struktif antara berbagai kelompok menjadi lebih sulit. Polarisasi 

ini sering kali terlihat dalam debat politik di media sosial, di ma-
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na diskusi sering kali menjadi argumentatif dan penuh konflik, 

bukan mencari kesepahaman atau solusi. 

Pengaruh terhadap Pembuat Kebijakan  

Media sosial juga memberi tekanan baru kepada pembuat 

kebijakan. Karena respons publik terhadap suatu isu dapat ber-

kembang dengan cepat di media sosial, pembuat kebijakan se-

ring kali merasa perlu untuk bereaksi secepat mungkin, terka-

dang tanpa analisis mendalam atau pertimbangan yang cukup. 

Hal ini bisa mengarah pada kebijakan yang dibuat terburu-buru 

dan tidak efektif atau kebijakan yang terlalu berfokus pada kepo-

puleran daripada substansi. 

Manipulasi dan Penggunaan Media Sosial oleh Aktor Luar  

Media sosial mudah dimanipulasi oleh aktor luar, termasuk 

pemerintah asing atau organisasi yang ingin memengaruhi kebi-

jakan dalam suatu negara. Contohnya, dugaan campur tangan 

Rusia dalam pemilihan presiden AS 2016 menunjukkan bagai-

mana media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk propa-

ganda dan pengaruh politik. 

 

Penutup Pemanfaatan Kebijakan  

Pada era digital saat ini, media sosial telah menjadi alat yang 

sangat berharga bagi pemerintah lokal dalam merumuskan ke-

bijakan publik. Penggunaan media sosial memungkinkan pe-

merintah untuk berkomunikasi secara langsung dengan warga, 

mengumpulkan umpan balik secara real time dan meningkatkan 

partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. Oleh ka-

rena itu, sangat disarankan agar pemerintah lokal memanfaat-

kan platform ini untuk mendengarkan kebutuhan dan masukan 

dari masyarakat. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk me-

ngembangkan kebijakan yang mendukung literasi digital dan 
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etika online agar interaksi dalam media sosial dapat berlangsung 

secara positif dan produktif. Pemerintah juga perlu menginves-

tasikan sumber daya dalam pelatihan personil untuk mengelola 

interaksi media sosial secara efektif dan memastikan bahwa in-

formasi yang disampaikan adalah akurat dan tepercaya. Melalui 

strategi-strategi ini, pemerintah lokal dapat lebih efektif dalam 

memanfaatkan media sosial sebagai alat bantu dalam pembuat-

an kebijakan yang inklusif dan responsif. 
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ndonesia adalah bangsa yang besar dengan memiliki sekitar 

17.001 pulau yang tersebar dari Sabang sampai dengan Me-

rauke, dengan luas sekitar 8,3 juta km², memiliki sekitar 11.622 

warisan budaya yang dicatat dan 1.728 di antaranya telah dite-

tapkan, serta memiliki 718 bahasa daerah. Sebagai sebuah negara 

yang besar, maka dalam melangsungkan hidupnya perlu memi-

liki kesiapan dalam menghadapi segala bentuk ancaman ter-

hadap integritas wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan 

bangsanya.  

Kekuatan militer suatu negara adalah elemen utama (main 

elements) dari suatu kekuatan nasional yang eksistensinya mut-

lak diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional dalam 

rangka menjamin kelangsungan hidup suatu negara (Steyn, 

2006), khususnya bagi negara yang memiliki konstelasi geografi 

dan kondisi sosio-demografi seperti Indonesia.  

Dengan berbagai konstelasi yang terjadi pada lingkungan 

strategis, global, regional, dan nasional, Indonesia harus mampu 

membangun sistem pertahanannya, baik membangun postur 

TNI (Harsono, 2009) dan postur pertahanan nirmiliternya se-

hingga dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

I 
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tumpah darah Indonesia, sesuai dengan amanat Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat.  

Pertahanan negara merupakan kekuatan bersama atau kola-

borasi (sipil dan militer) yang mana diimplementasikan oleh ne-

gara guna menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari 

orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Penye-

lenggaraan pertahanan negara harus mengacu pada tujuan 

mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Sis-

tem pertahanan Indonesia adalah sistem pertahanan semesta. 

Hal ini mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 

(2), “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan me-

lalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Ten-

tara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indo-

nesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan 

pendukung”. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Perta-

hanan Negara Pasal 2, “Hakikat pertahanan negara adalah sega-

la upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya 

didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga ne-

gara serta keyakinan pada kekuatan sendiri” dan Undang-Un-

dang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 

pasal Pasal 1 ayat (6), “Sistem Pertahanan Negara adalah sistem 

pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh war-

ga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta di-

persiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan se-

cara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjut-

an untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan ke-

utuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan me-

lindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman”.  

 

  



Analisis Isu Kebijakan Politik Kontemporer di Indonesia | 153 

Kebijakan Pertahanan Indonesia  

Pengertian kebijakan, yaitu apa pun yang menjadi pilihan 

pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan (what-

ever governments choose to do or not to do) Thomas R. Dye (1995). 

Makna dari pengertian di atas adalah tindakan/keputusan peme-

rintah, baik secara implisit ataupun eksplisit, merupakan kebi-

jakan. Maknanya adalah kebijakan dilaksanakan badan/instansi 

pemerintah dan kebijakan memiliki berbagai alternatif pilihan 

untuk melakukan atau tidak melakukan.  

Kebijakan pertahanan merupakan salah satu kebijakan pu-

blik, yaitu kebijakan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah 

sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan ter-

tentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui ber-

bagai tahapan (Dunn, 1998: 24). Demikian pula pada kebijakan 

di bidang pertahanan. Di mana Kementerian Pertahanan adalah 

pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.  

Menurut Peter L. Hays dkk. dalam Supriyatno (2014: 130–

131) mendefinisikan kebijakan pertahanan dalam empat cara, 

yaitu pertama, kebijakan pertahanan adalah sebuah perencana-an 

atau kegiatan yang berkaitan dengan rekruitmen, latihan, 

pengorganisasian, pemberian perlengkapan, pengerahan, dan 

penggunaan kekuatan bersenjata (a plan or course of action regard-

ing the recruitment, training, organizing, equipping, deployment, and 

the use of the armed forces).  

Kedua, sebagai komponen militer dari strategi keamanan na-

sional, kebijakan pertahanan merujuk pada bagaimana menjaga 

negara, keselamatan rakyatnya, dan kepentingan nasional me-

lalui ancaman dan penggunaan kekuatan militer secara nyata.  

Ketiga, kebijakan pertahanan adalah suatu proses politik. 

Hal ini tecermin dari adanya masukan (input) yang terdiri dari 

lingkungan internasional dan domestik. Masukan ini dikomuni-
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kasikan kepada para pembuat kebijakan (policy maker) dan para 

implementer. Output yang dihasilkan dari aktivitas para pembuat 

dan para implementer tersebut akan mengeluarkan feedback dan 

menjadi masukan kembali ke dalam suatu sistem untuk mem-

buat input tambahan.  

Keempat, kebijakan pertahanan juga merupakan suatu ‘bi-

dang kajian’ terutama yang mengombinasikan hubungan inter-

nasional dan politik negara dengan beberapa elemen kompara-

tif, seperti ilmu politik, filsafat politik, sejarah, ekonomi, hukum, 

psikologi, dan sosiologi. Di negara-negara barat dikatakan bah-

wa proses pengambilan keputusan tentang pertahanan sangat 

didominasi oleh politisi dan birokrat, “Defence policy is too 

important to be left political elites, especially unelected bureaucrats” 

(Hays: 1997). Adapun kebijakan bidang pertahanan akan digu-

nakan sebagai pedoman dalam mengembangkan penggunaan 

kekuatan militer dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki ne-

gara. Robert Art mengategorisasikan penggunaan militer, seper-

ti untuk pertahanan (defence), penangkalan (deterrence), pemak-

saan (compellence), dan show of force (swaggering) (Hays: 1997). 

Pertahanan akan selalu merujuk pada penggunaan kekuatan mi-

liter untuk menghentikan serangan dari negara lain dan memi-

nimalisasi akibat dari serangan tersebut.  

Menurut Supriyatno (2014), kebijakan pertahanan (negara 

atau nasional) Indonesia merujuk pada tujuh dokumen kebijak-

an, antara lain: 

a. Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang ditandatangani 

oleh Presiden RI;  

b. Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara yang ditan-

datangani oleh Menteri Pertahanan;  

c. Buku Putih Pertahanan Indonesia;  

d. Strategi Pertahanan Negara;  
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e. Doktrin Pertahanan Negara;  

f. Postur Pertahanan Negara; dan  

g. Minimum Essential Force Komponen Utama.  

Penyelenggaraan pertahanan negara di Indonesia dipenga-

ruhi oleh perkembangan lingkungan strategis yang dinamis ser-

ta berbagai ancaman yang sangat memungkinkan bagi Indone-

sia. Yang perlu dipedomani dalam perkembangan lingkungan 

strategis antara lain: dinamika keamanan lingkungan strategis di 

kawasan Asia Pasifik; modernisasi kekuatan militer di kawasan; 

isu perbatasan antarnegara; konflik intra dan antarnegara; ke-

cenderungan konflik kontemporer; isu senjata pemusnah mas-

sal; terorisme; spionase; kejahatan lintas negara; perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi; perubahan iklim; bencana 

alam; keamanan pangan, air, dan energi; epidemi; perkembang-

an lingkungan strategis nasional; dan prediksi ancaman ke de-

pan (Kemhan, 2015). Sedangkan ancaman nyata yang sangat me-

mungkinkan terjadi ke depan bagi Indonesia, seperti: terorisme 

dan radikalisme; separatisme dan pemberontakan bersenjata; 

bencana alam; pelanggaran wilayah perbatasan; perompakan 

dan pencurian kekayaan alam; wabah penyakit; serangan siber 

dan spionase; peredaran dan penyalahgunaan narkoba.  

Dihadapkan dengan lingkungan strategis serta ancaman 

yang ada, maka kebijakan pertahanan Indonesia saat ini perlu 

dalam membangun pertahanan yang tangguh dengan memiliki 

kemampuan daya tangkal yang hebat sehingga memiliki posisi 

tawar dalam menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan seluruh 

masyarakat Indonesia.  

Merujuk pada Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 

2020-2024, kebijakan pertahanan negara di Indonesia diarahkan 
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pada: pertama, Kebijakan Umum Pertahanan Militer; kedua, Ke-

bijakan Umum Pertahanan Nirmiliter.  

Kebijakan Umum Pertahanan Militer terdiri atas:  

a. Kebijakan Pembangunan, diarahkan untuk membangun:  

1) Kebijakan pembangunan karakter bangsa;  

2) Kebijakan pembangunan postur;  

3) Kebijakan pembangunan kelembagaan;  

4) Kebijakan pembangunan wilayah pertahanan;  

5) Kebijakan pembangunan teknologi dan industri perta-

hanan;  

6) Kebijakan pembangunan kerja sama internasional. 

b. Kebijakan pembinaan kemampuan, diarahkan untuk mem-

bangun:  

1) Kebijakan pembinaan kemampuan komponen utama;  

2) Kebijakan pembinaan kemampuan Komcad; 

c. Kebijakan pembinaan komponen pendukung;  

d. Kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan;  

e. Kebijakan anggaran;  

f. Kebijakan pengawasan. 

Kebijakan Umum Pertahanan Nirmiliter diarahkan pada: 

a. Kebijakan pembangunan, diarahkan untuk membangun: 

1) Kebijakan pembangunan karakter bangsa;  

2) Kebijakan pembangunan postur nirmiliter;  

3) Kebijakan pembangunan kelembagaan;  

4) Kebijakan pembangunan kerja sama;  

5) Kebijakan pembangunan industri pertahanan.  

b. Kebijakan pembinaan kemampuan, diarahkan membangun: 

1) Mendayagunakan sumber daya nasional untuk mening-

katkan kemampuan pertahanan nirmiliter;  

2) Menyelenggarakan pembinaan kemampuan pertahanan 

nirmiliter pada masing-masing kementerian/lembaga;  
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3) Meningkatkan kemampuan kementerian/lembaga dan 

pemda dalam menghadapi ancaman nonmiliter;  

4) Mewujudkan pelaksanaan penanganan ancaman non-

militer oleh kementerian/lembaga dan pemda secara ter-

ukur.   

c. Kebijakan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya nasio-

nal;  

d. Kebijakan regulasi;  

e. Kebijakan anggaran;  

f. Kebijakan pengawasan dan pengendalian;  

g. Kebijakan penyelenggaraan pertahanan nirmiliter. 

 

Sistem Pertahanan Negara 

Sistem pertahanan di Indonesia terbagi atas dua, yaitu per-

tahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Pertahanan militer 

merupakan bentuk pertahanan dalam rangka menangkal se-

rangan militer dari luar terhadap negara. Dalam hal ini, TNI se-

bagai komponen utama menjadi garda terdepan dalam perta-

hanan militer dengan dibantu oleh komponen cadangan dan 

komponen pendukung. Pemerintah membangun kekuatan mili-

ter dengan dibiayai seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN). Militer Indonesia terdiri atas TNI AD, 

TNI AL, dan TNI AU. Dengan masing-masing matra dipimpin 

oleh kepala staf angkatan dengan tugas memimpin angkatan da-

lam pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional angkatan; 

membantu panglima dalam menyusun kebijakan tentang pe-

ngembangan postur, doktrin, dan strategi serta operasi militer 

sesuai dengan matra masing-masing; membantu panglima da-

lam penggunaan komponen pertahanan negara sesuai dengan 

kebutuhan angkatan; serta melaksanakan tugas lain sesuai de-

ngan matra masing-masing yang diberikan oleh panglima.  
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Sedangkan komponen cadangan (Komcad) merupakan 

pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat suka-

rela. Komcad disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi gu-

na memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan 

Komponen Utama dalam menghadapi ancaman militer dan an-

caman hibrida (campuran). Pembentukan Komcad diawali pada 

tahun 2021, kemudian dilanjutkan tahun 2022, dan 2023. Di ge-

lombang pertama pada 2021 berjumlah 3.103 orang, gelombang 

kedua pada 2022 berjumlah 2.974 orang, dan pada tahun 2023 se-

banyak 2.497 orang. Maka, sejak 2021 sampai dengan 2023, jum-

lah Komcad yang sudah ditetapkan sebanyak 8.574 orang.   

Komponen pendukung merupakan salah satu wadah ke-

ikutsertaan warga negara secara sukarela dan pemanfaatan sum-

ber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana 

nasional dalam usaha penyelenggaraan pertahanan negara. 

Komponen pendukung terdiri atas anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, warga terlatih, tenaga ahli, dan warga lain 

unsur warga negara. Komponen Pendukung mempunyai keku-

atan ganda yang dapat memperbesar dan memperkuat Kom-

ponen Utama dan Komponen Cadangan dalam penyelenggara-

an pertahanan militer. Sampai dengan saat ini belum ada pene-

tapan komponen pendukung.  

 
Gambar 1 

Komponen Pertahanan Negara 
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Pertahanan nirmiliter merupakan pertahanan untuk meng-

hadapi ancaman nonmiliter yang membahayakan atau berimpli-

kasi terhadap pertahanan negara. Ancaman nonmiliter berdi-

mensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, kese-

lamatan umum. Pertahanan nirmiliter diselenggarakan dalam 

rangka menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang perta-

hanan sebagai unsur utama yang disesuaikan dengan bentuk 

dan sifat ancaman dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari 

kekuatan bangsa. Postur pertahanan nirmiliter terdiri atas unsur 

utama dan unsur lain kekuatan bangsa yang disusun dan ditata 

oleh kementerian/lembaga (K/L) di luar bidang pertahanan. Pe-

nataan unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa secara ter-

padu dapat berperan sesuai dengan fungsinya pada pertahanan 

nirmiliter.        

  

Gambar 2 

Sistem Pertahanan Negara 

Sumber: Buku Putih Pertahanan 2015 
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Pertahanan Nirmiliter 

Hancurnya sebuah negara tidak mesti disebabkan oleh se-

rangan suatu negara terhadap negara lainnya dengan menggu-

nakan kekuatan senjata yang maksimal menyerang terhadap ne-

gara lain. Terdapat beberapa negara yang hancur karena keti-

dakmampuan dalam mengelola pemerintahannya sehingga me-

nuju negara gagal/failed state. Yugoslavia hancur berkeping-ke-

ping menjadi negara baru di mana konflik internal di negaranya 

tidak mampu diselesaikan (Suparlan, 2000: 43). Negara ini tidak 

hancur oleh serangan negara lain. Akan tetapi, konflik internal 

di negaranya membuat mereka harus merelakan hilangnya ne-

gara tersebut di kancah internasional dengan digantikan oleh ne-

gara-negara baru yang bangkit yang dahulunya merupakan  ba-

gian dari Yugoslavia.  

Somalia juga merupakan contoh negara yang hancur bukan 

karena serangan dari negara lain. Banyak konflik internal yang 

terjadi di Somalia sejak tahun 1991, seperti  perang sipil, pembe-

rontakan, terorisme, semua hal tersebut disebabkan karena  ab-

sennya otoritas pemerintahan (Wibowo dan Zamzamy, 2015: 

128). Menurut Rotberg (2003), negara-negara seperti Afghanis-

tan, Angola, Burundi, Congo, Liberia, Sierra Leone, Lebanon, 

dan Somalia adalah negara dalam kategori “collapsed states”. Be-

lajar dari negara-negara yang collapsed, maka pemerintah perlu 

untuk mengantisipasinya. Dibutuhkan kerja sama antara militer 

dan sipil atau kolaborasi guna menangkal berbagai ancaman 

nonmiliter yang sangat memungkinkan terjadi di Indonesia.  

Jika merunut pada sejarah, reformasi 1998 di Indonesia terja-

di dengan diawali krisis ekonomi di beberapa negara Asean. Ke-

tidakmampuan pemerintah pada era Orde Baru di masa kepe-

mimpinan Presiden Soeharto dalam menangani krisis ekonomi 

akhirnya berimbas pada krisis ketidakpercayaan kepada peme-
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rintah, dan berlanjut menjadi krisis politik dengan tuntutan tu-

runnya Presiden Soeharto. Pada saat itu, gejolak penolakan ter-

hadap pemerintahan Orde Baru semakin kuat dan terjadi sangat 

masif di seluruh Indonesia, hingga akhirnya orang nomor satu 

di era Orde Baru harus tumbang, dan mengundurkan diri pada 

tanggal 21 Mei 1998. Tuntutan mundurnya Presiden Soeharto di-

ikuti dengan berbagai gejolak sosial di masyarakat, seperti pem-

bakaran mal, unjuk rasa besar-besaran yang berimbas pada ben-

trok antara massa dan aparat pemerintah, konflik etnis, konflik 

suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Krisis ini berlanjut 

hingga menjadi krisis sosial dan budaya. Terakhir, konflik pasca-

tumbangnya Orde Baru berlanjut hingga terjadi krisis keaman-

an, yaitu dengan terjadinya konflik kekerasan yang meningkat 

secara signifikan sejak penghujung Orde Baru dan berlanjut 

hingga awal reformasi dan menurun secara signifikan dari tahun 

2002 (Varshney, Panggabean, dan Tadjoeddin, 2004). Kasus ke-

kerasan terjadi di banyak daerah di Indonesia: kasus kekerasan 

Muslim Kristen di Ambon, kekerasan Anti-Tionghoa di berbagai 

kota, kasus Maluku Utara, Aceh, Papua, Kalimantan Barat, Kali-

mantan Tengah, Timor Timur dan beberapa kerusuhan di Pulau 

Jawa terjadi imbas dari reformasi 1998 (Panggabean, 2018: 26). 

Hal ini berdampak pada kondisi sektor keamanan di daerah dan 

tingkat nasional. Dampak krisis pada bidang tertentu jika dibiar-

kan, dapat berimbas pada bidang lainnya (multi effects), dan ini 

cukup berbahaya bagi eksistensi sebuah negara karena keberlan-

jutan pemerintahan di suatu negara dipertaruhkan. 

Berkaca dari fenomena di atas dapat dijelaskan bahwa an-

caman terhadap negara akan selalu terus ada, dengan tingkatan 

yang berbeda. Negarawan barat menyatakan, “Selalu ada keka-

cauan di sebuah tempat di muka bumi ini, tetapi jauhkanlah ke-

kacauan itu sejauh mungkin dari negara kita”. Setiap negara bisa 
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mendapatkan ancaman militer atau nonmiliter yang menggang-

gu terhadap eksistensi pemerintahannya. Konsep perang model 

lama dengan sebab seperti perselisihan batas wilayah, konflik 

kemerdekaan dan kedaulatan, perbedaan ideologi, bergeser pa-

da sebab-sebab baru seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial bu-

daya, agama, dan ilmu pengetahuan, seperti contoh perebutan 

sumber daya alam, perebutan pasar, kapital, dan lain-lain, terus 

berkembang menjadi pertikaian semesta dengan melibatkan 

banyak aktor di dalamnya (Suryokusumo, 2016: 5).  

Dalam rangka menghadapi ancaman nonmiliter perlu di-

siapkan instrumen pertahanan nirmiliter. Pertahanan nirmiliter 

diselenggarakan oleh negara dalam rangka menempatkan lem-

baga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama 

yang disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman dengan di-

dukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Misalnya, 

saat muncul ancaman bidang siber atau kejahatan siber, maka 

yang menjadi unsur utama adalah Badan Siber dan Sandi Nega-

ra dengan dibantu oleh unsur pendukung seperti Kementerian 

Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komuni-

kasi dan Informatika, TNI, Polri, BIN, pemerintahan daerah, dan 

kementerian/lembaga terkait.  

Contoh lain ancaman nonmiliter yang pernah terjadi di In-

donesia adalah menyebarnya virus Covid-19 pada tahun 2020. 

Dalam menghadapi ancaman penyebaran virus tersebut, unsur 

utama dalam menghadapinya adalah Kementerian Kesehatan 

dengan dibantu oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian 

Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, Ke-

menterian Riset dan Teknologi, BRIN, TNI, Polri, BNPB, BNPT, 

PMI, Pemerintahan Daerah, dan kementerian/lembaga terkait. 

Semua kementerian dan lembaga membantu Kementerian Kese-

hatan dalam rangka menghadapi penyebaran virus Covid-19. Si-
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nergitas semua lembaga merupakan kunci utama dalam meng-

hadapi ancaman nirmiliter. Pemerintah perlu dalam membentuk 

sistem keterpaduan dalam rangka menghadapi ancaman nirmi-

liter yang bisa datang kapan saja di negeri ini. Jika sistem perta-

hanan nirmiliter telah terbentuk dan dipahami oleh seluruh ke-

menterian, Indonesia tidak akan khawatir dalam menghadapi 

berbagai bentuk ancaman nonmiliter yang datang karena ke-

menterian/lembaga sudah paham dalam menghadapinya sesuai 

dengan tugas utama kementerian/lembaga tersebut. Dalam 

rangka menghadapi ancaman nonmiliter perlu adanya kolabo-

rasi dan koordinasi pada unsur utama dan unsur lainnya untuk 

itu perlu dibentuk instrumen hukum, Standard Operation Proce-

dures (SOP), kesepakatan bersama, atau bentuk inisiatif lainnya. 

 

Kebijakan Pertahanan Nirmiliter  

Pertahanan di Indonesia disusun dalam suatu sistem perta-

hanan semesta dalam rangka mencapai tujuan nasional. Perta-

hanan semesta hakikatnya adalah suatu pertahanan yang meli-

batkan seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya. Hal 

ini sesuai dengan amanat UUD Republik Indonesia Tahun 1945 

pada Pasal 30 ayat (1), “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib 

ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara“. Ber-

dasarkan pada konstitusi 1945, pemerintah perlu membuat kebi-

jakan untuk memberikan ruang partisipasi  masyarakat  dalam 

berperan serta pada pertahanan dan keamanan. 

Kebijakan pemerintah dalam bidang pertahanan nirmiliter 

salah satunya berfokus pada kebijakan pembangunan karakter 

bangsa melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Pemerintah 

melalui Kementerian Pertahanan berperan dalam menjalankan 

program bela negara di seluruh wilayah negeri. Kementerian 

Pertahanan selaku leading sector kegiatan bela negara mengupa-
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yakan agar kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara dapat 

terselenggara setiap tahunnya. Dalam Buku Putih Pertahanan 

tahun 2015 dijelaskan bahwa target pembentukan kader bela ne-

gara 10 tahun ke depan adalah sekitar 100 juta kader bela negara 

yang militan dan menjadi bagian dalam sistem pertahanan Indo-

nesia. Sampai dengan tahun 2024 ini saja, ternyata kader bela ne-

gara yang dibentuk oleh Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan 

melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara adalah sekitar 24.000 

kader. Artinya, kebijakan tentang pembentukan kader bela nega-

ra sebagai bagian dari pertahanan nirmiliter masih jauh dari tar-

get yang telah dibuat sejak awal.  

Penyebab tidak tercapai target tersebut adalah: (1) lemahnya 

regulasi yang ada sehingga tidak semua kementerian/lembaga 

dan pemerintahan daerah mau menjalankan program Bela Ne-

gara, padahal Kementerian Pertahanan sudah memuat Peratur-

an Menteri Pertahanan No. 8/2022 tentang Pedoman Pembinaan 

Kesadaran Bela Negara dan Kementerian Dalam Negeri sudah 

membuat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 38/2011 tentang 

Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah; (2) 

rendahnya anggaran dalam menjalankan program pembinaan 

kesadaran bela negara, terlihat dari minimnya dana anggaran 

bela negara di Kementerian Pertahanan dan beberapa kementeri 

an/lembaga serta pemerintahan daerah dalam menjalankan pro-

gram Bela Negara, bahkan masih banyak ditemukan pemerintah 

daerah yang tidak menganggarkan program Bela Negara di dae-

rahnya; (3) rendahnya political will dari pemangku kebijakan per-

tahanan. Hal ini terlihat dari program Pembinaan Kesadaran 

Bela Negara belum menjadi prioritas di Kementerian Pertahanan 

dan kementerian lainnya termasuk pemerintahan daerah; (4), 

minimnya sosialisasi sehingga tidak semua kementerian/lemba-

ga dan pemerintahan daerah mau menjalankan program ini.  
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Padahal, jika program Bela Negara dijalankan banyak ke-

menterian dan masyarakat, akan meningkatkan rasa nasionalis-

me, kebangsaan, dan cinta tanah air yang sudah mulai memudar 

(Hartono, 2020). Bela negara adalah karakter yang dibutuhkan 

bangsa ini guna meningkatkan kekuatan pertahanan nirmiliter. 

Masyarakat yang telah mengikutinya akan memiliki pemaham-

an tentang cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia 

pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk 

bangsa dan negara, mempunyai kemampuan awal bela negara.  

Dalam menghadapi ancaman nonmiliter, perlu adanya kola-

borasi dan koordinasi pada unsur utama dan unsur lainnya. Un-

tuk itu, perlu dibentuk instrumen hukum, Standard Operation 

Procedures (SOP), kesepakatan bersama, atau bentuk inisiatif la-

innya. Inilah yang dirasa kurang dan segera perlu dijalankan gu-

na meningkatkan pertahanan nirmiliter.  

Hingga saat ini, kebijakan pertahanan nirmiliter pada bi-

dang pembangunan belum terealisasi secara keseluruhan. Kebi-

jakan pembangunan yang sudah terealisasi baru kebijakan pem-

bangunan karakter yang berfokus pada bela negara. Kebijakan 

pembangunan lainnya, yaitu pembangunan postur, gelar keku-

atan pertahanan nirmiliter, kelembagaan, kerja sama, dan indus-

tri pertahanan nirmiliter belum proses dan belum terealisasi.  

Kebijakan pembangunan nirmiliter pada bidang pembinaan 

kemampuan juga belum dapat terealisasi karena sampai dengan 

saat ini belum ada regulasi turunan di masing-masing kemente-

rian terkait dengan penyelenggaraan pertahanan nirmiliter da-

lam rangka peningkatan kemampuan kementerian/lembaga dan 

pemerintahan daerah untuk menghadapi ancaman nonmiliter.  

Kebijakan pertahanan nirmiliter lainnya seperti kebijakan 

penggunaan dan pemanfaatan sumber daya nasional, penga-

wasan, regulasi, serta pengawasan dan pengendalian belum ter-
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selenggara secara keseluruhan. Dengan demikian, perlu ada po-

litical will dari pemerintah mengenai realisasi kebijakan sektor 

pertahanan nirmiliter dalam rangka menghadapi dinamika per-

ubahan lingkungan global, regional, dan nasional.  

 

Penutup 

Perubahan dinamika pada lingkungan strategis, baik ling-

kungan global, regional, dan nasional, menuntut Indonesia me-

miliki daya tangkal yang kuat guna mempertahankan kedaulat-

an negara. Berbagai ancaman yang hadir dan selalu berubah, 

berimplikasi pada konsep sistem pertahanan di Indonesia. Sis-

tem pertahanan semesta yang menjadi pilihan Indonesia dalam 

menghadapi berbagai konstelasi dunia memberikan ruang bagi 

warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan 

pertahanan negara sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 

Pasal 30 ayat (1), “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut 

serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara“.  

Bentuk pertahanan di Indonesia adalah pertahanan militer 

dan nonmiliter. Pertahanan militer menempatkan TNI sebagai 

komponen utamanya, dibantu oleh komponen cadangan dan 

komponen pendukung. Pertahanan nirmiliter diselenggarakan 

dalam rangka menghadapi ancaman nonmiliter dengan menem-

patkan kementerian lain di luar Kementerian Pertahanan seba-

gai unsur utama dengan dibantu unsur lain kekuatan bangsa.  

Sebagian kebijakan pertahanan nirmiliter sudah dapat dire-

alisasikan pemerintah (Pembinaan Kesadaran Bela Negara). 

Bentuk kebijakan lainnya masih dalam proses dan sebagian 

lainnya belum dapat direalisasikan. Ini menjadi perhatian kare-

na pertahanan nirmiliter tidak kalah penting dengan pertahanan 

militer. Kebijakan pertahanan merupakan salah satu pilihan da-

lam menciptakan keamanan bagi warga negaranya.   
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  Bambang Widianto Akbar 
 

 

 

UPAYA INDONESIA MENGEMBALIKAN 
KEJAYAAN BAHARI 

 

 

 

ebagaimana kita ketahui, Indonesia merupakan negara ke-

pulauan terbesar di dunia. Posisi ini seharusnya menjadi po-

tensi berharga yang harus dimanfaatkan. Bukan hanya fakta 

geografis sebagai negara kepulauan terbesar, melainkan juga 

fakta lain berupa kekayaan sumber daya alam di setiap jengkal 

wilayah perairannya, jelas menjadi potensi besar untuk mewu-

judkan kembali kejayaan Indonesia sebagai Negeri Bahari. Sebe-

narnya, sejak dahulu telah dilakukan berbagai dieksplorasi dan 

dieksploitasi untuk memanfaatkan potensi ini. Namun, sayang-

nya usaha ini belum mampu memberikan kesejahteraan merata 

bagi rakyat Indonesia.  

Mengacu pada Konvensi PBB tahun 1982, luas wilayah per-

airan Indonesia adalah 5,8 juta km2. Selain ukurannya yang men-

janjikan, kandungan laut Indonesia juga menyimpan sumber da-

ya hayati dan nonhayati yang melimpah. Dengan segala kekaya-

an yang melimpah ini, potensi ekonomi kelautan Indonesia di-

taksir mencapai Rp7.200 triliun per tahun. Sekitar lebih dari 30 

juta orang diperkirakan akan terserap dalam lapangan kerja sek-

tor bahari ini. Data dari organisasi Badan Pangan Dunia (Food 

and Agricultural Organization/FAO) pada 2012 menyebutkan 

S 
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bahwa Indonesia menempati peringkat terbesar ketiga dalam 

hal produksi sektor perikanan di bawah Cina dan India.  

Jika semua potensi tersebut dimanfaatkan dengan baik, rak-

yat Indonesia pasti  akan “merdeka” dalam arti sesungguhnya. 

Tidak lagi menjadi “bangsa budak” yang berperan sebagai pem-

bantu di negeri orang atau bahkan menjadi kuli di negeri sendiri. 

Namun, lemahnya kebijakan pemerintah di bidang kelautan 

menjadikan pembangunan di sektor ini menjadi kurang maksi-

mal. Indonesia belum mampu mengembalikan kejayaan bahari 

seperti dahulu kala. Terlebih ancaman keamanan di sektor laut 

yang terus mengintai. Posisi geografis Indonesia yang sangat 

strategis membuatnya rentan terhadap berbagai ancaman. Di 

sinilah pemerintah harus mengubah paradigma pembangunan 

dengan menggerakkan kebijakan di sektor kelautan secara lebih 

intensif. Jika ini dilakukan, Indonesia bisa menggerakkan ba-

nyak hal di sektor perekonomian yang bergantung pada laut, se-

perti perikanan, pariwisata bahari, hingga jasa maritim.  

Indonesia telah memiliki wawasan Nusantara yang pertama 

kali dicetuskan pada 1957 yang mengatur tentang cara pandang 

bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang berda-

sarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia. Indonesia juga telah mengatur posisi dalam Zona 

Ekonomi Eksklusif. Sebuah zona berupa suatu daerah yang 

(sebenarnya) berposisi di luar wilayah, tetapi berdampingan de-

ngan laut teritorial yang dapat digunakan untuk memberdaya-

kan kesejahteraan sekaligus menjaga kedaulatan perairan.  

Selain itu, pada tahun 2014 lalu, dalam sebuah kampanye-

nya (calon) Presiden Joko Widodo juga mencanangkan konsep 

“Poros Maritim”. Sebuah konsep yang  memunculkan paradig-

ma baru dalam pengelolaan kekayaan laut, dari pengelolaan pro 

kapitalis menuju pengelolaan yang pro kerakyatan. Selain itu, 
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hadirnya gagasan Poros Maritim ini juga secara perlahan akan 

menggeser pembangunan yang dulunya berbasis darat (land 

base) menuju pembangunan berbasis kelautan (ocean base).  

Kepemimpinan dengan visi strategis terhadap pembangun-

an sektor maritim diyakini dapat menjadi solusi bagi Indonesia 

untuk meraih kejayaan, sekaligus mengembalikan marwah In-

donesia sebagai Negeri Bahari. Perhatian di sektor kelautan ini 

mengharuskan adanya kebijakan strategis untuk memasifkan 

pengembangan di berbagai subsektor kelautan. Kesadaran ter-

hadap pergeseran paradigma pembangunan yang sebelumnya 

cenderung berorientasi kontinental (land-based development) ke-

pada orientasi laut (ocean-based development) tentu dapat diwu-

judkan dalam berbagai yang bersifat komprehensif, konkret, dan 

sistematis. Semuanya demi menapak kembali kejayaan bahari 

sebagaimana dahulu kala.  

 
Indonesia telah diakui sebagai negara dengan potensi kela-

utan dan perikanan yang mumpuni. Sebuah pengakuan wajar 

karena dalam kenyataannya, Indonesia memang merupakan ne-

gara kepulauan terbesar dengan posisi strategis yang berada di 

titik pertemuan antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, 

serta antara Benua Asia dan Australia.  

Pada masa globalisasi kini, akses laut semakin memiliki pe-

ran vital dalam perkembangan berbagai sektor di sebuah negara. 

Posisi Indonesia di persilangan dunia, selain memberi kemudah-

an akan akses geografis, juga bisa menjadi katalisator bagi per-

kembangan ekonomi nasional. Tidak hanya kemudahan akses 

untuk mengekspor hasil produksi, letak geografis ini juga dapat 

dimanfaatkan untuk penyediaan jasa angkut dan pelabuhan ba-

gi kapal-kapal yang lewat. Dengan mengembangkan industri 

berbasis maritim ini, peluang pengembangan di sektor pereko-
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nomian dan investasi akan terbuka lebar. Pembangunan sektor 

maritim tidak semata hanya terkait dengan perikanan, perkapal-

an, dan pelabuhan, tetapi juga mencakup beragam aspek lain, se-

perti pariwisata, energi, bioteknologi, farmasi, dan kosmetik.  

Selain perhatian terhadap sektor kelautan, aspek lain yang 

harus menjadi atensi pemangku kebijakan adalah potensi sum-

ber daya manusia Indonesia itu sendiri. Banyaknya jumlah pen-

duduk Indonesia merupakan kekuatan yang harus dioptimalkan 

dalam mewujudkan kembali kejayaan bahari. Indonesia meru-

pakan salah satu negara dengan jumlah populasi terbesar setelah 

Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah populasi yang masif 

ini tentu akan memberi keunggulan bagi Indonesia dari segi pe-

nyediaan sumber daya manusia. Dalam hal sumber daya manu-

sia ini yang dibutuhkan untuk membangun kekuatan maritim 

bukan hanya jumlah populasi semata, melainkan juga seberapa 

banyak orang yang memiliki  keahlian di sektor kelautan.  

Pembangunan sumber daya manusia di bidang maritim ha-

rus mulai dikembangkan secara serius. Untuk merealisasikan-

nya, penting bagi pemerintah Indonesia memperbanyak pergu-

ruan tinggi dan sekolah menengah kejuruan berbasis maritim di 

seluruh Indonesia terutama di wilayah yang berbatasan lang-

sung dengan laut. Selain itu, pemerintah juga perlu membangun 

berbagai balai pelatihan kerja yang bergerak di bidang kelautan.   

Mengingat betapa potensialnya sektor maritim, satu aspek 

penting lainnya yang patut mendapatkan atensi adalah aspek 

politik luar negeri. Aspek politik luar negeri juga dapat menjadi 

alat bagi Indonesia dalam mengembangkan potensi kemaritim-

annya. Menjalin kerja sama dengan berbagai negara yang juga 

unggul di sektor kelautan dapat menjadi salah satu pilihan stra-

tegis. Salah satu efeknya, Indonesia mampu menyerap ilmu ter-

kait pengembangan di sektor kelautan. Selain kerja sama, baik 
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bilateral maupun multilateral, Indonesia juga harus menjaga ke-

daulatan dengan mengikat berbagai perjanjian terkait batas wi-

layah dengan berbagai negara yang berbatasan langsung dengan 

Indonesia. Semua ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman 

terhadap sektor kelautan yang bisa datang kemudian hari.  

Perhatian akan nilai strategis dan potensial dari sektor ma-

ritim ini sebenarnya telah tercermin dengan adanya perumusan 

wawasan Nusantara, pengaturan dalam Zona Ekonomi Eks-

klusif, hingga dicetuskannya konsep “Poros Maritim” yang 

menjadi upaya pemerintah Indonesia untuk mengembalikan 

kembali kejayaan Indonesia sebagai Negeri Bahari.  

 

Wawasan Nusantara  

Konsep poros maritim tidak terlepas dari konsep wawasan 

Nusantara yang dahulu dicanangkan. Poros maritim bahkan bi-

sa dibilang merupakan pengejawantahan dari konsep wawasan 

Nusantara. Wawasan Nusantara dapat didefinisikan sebagai ca-

ra pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya 

berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia.  

Secara historis, konsep wawasan Nusantara mulanya diper-

kenalkan oleh Presiden Soekarno yang pada tahun 1957 resmi 

dideklarasikan oleh Perdana Menteri Djuanda. Inti dari wawas-

an Nusantara adalah wawasan kebangsaan yang meneguhkan 

asas negara Nusantara atau negara kepulauan. Dalam langkah 

meraih tujuan pembangunan nasional, wawasan Nusantara ini 

mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa yang meliputi: 

1. Kesatuan Politik, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara 

dalam arti:  

a. Wilayah nasional dengan segala isinya merupakan satu 

kesatuan wilayah, ruang hidup, serta menjadi milik bersa-

ma bangsa;  
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b. Indonesia terdiri dari beragam suku, meyakini berbagai 

agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

harus menjadi kesatuan bangsa yang bersifat bulat dalam 

arti yang seluasnya;  

c. Bangsa Indonesia harus merasa sebangsa dan setanah air, 

serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-citanya;   

d. Pancasila merupakan satu-satunya falsafah bangsa yang 

melandasi dan mengarahkan bangsa menuju arah 

tujuannya; dan 

e. Seluruh wilayah Kepulauan Nusantara merupakan satu 

kesatuan hukum. Hanya ada satu hukum nasional yang 

mengabdi pada kepentingan nasional.  

2. Kesatuan Sosial Budaya, yaitu pengejawantahan Kepulauan 

Nusantara yang berarti:  

a. Masyarakat Indonesia adalah satu. Kehidupan bangsa ha-

rus menjadi kehidupan yang serasi dengan adanya kema-

juan yang merata di masyarakat;  

b. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Ragam 

budaya merupakan modal bagi landasan pengembangan 

budaya bangsa.  

3. Kesatuan Ekonomi, yang dapat didefinisikan sebagai berikut;  

a. Kekayaan wilayah Nusantara adalah modal bersama. Ke-

perluan hidup keseharian harus merata bagi seluruh rak-

yat Indonesia;   

b. Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang di selu-

ruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki 

oleh masing-masing daerah.  

4. Kesatuan Pertahanan Keamanan, yang berarti bahwa;  

a. Ancaman terhadap satu wilayah pada hakikatnya merupa-

kan ancaman terhadap seluruh negara;  
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b. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang se-

tara dalam membela negara dan bangsa.  

Berbagai penjabaran inilah yang kemudian menjadi landas-

an dan komitmen Indonesia dalam mewujudkan ketahanan ne-

gara di berbagai sektor untuk menjaga persatuan yang selama 

ini telah melalui banyak ujian dalam sejarah pembentukannya.  

 

Zona Ekonomi Ekslusif   

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah suatu daerah yang 

berada di luar wilayah, tetapi bersebelahan dengan laut teritorial 

dan tunduk pada hukum tertentu. Penetapan zona ini didasar-

kan pada hak-hak dan yurisdiksi negara pantai, serta hak dan 

kebebasan negara lain. Zona ini berukuran 200 mil laut dari garis 

dasar pantai. Dalam zona ini, sebuah negara pantai memiliki hak 

atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta berhak 

menggunakan kebijakan hukumnya untuk hak-hak lainnya se-

perti hak navigasi, hingga penanaman kabel dan pipa. Di sinilah 

fungsi zona ini.  

Secara historis, pencanangan konsep Zona Ekonomi Eksklu-

sif pertama kali dicetuskan pada 21 Maret 1980. Pencetusan ini 

didorong oleh beragam faktor, yakni;  

1. Terbatasnya ketersediaan ikan. Dengan semakin meningkat-

nya jumlah populasi manusia, organisasi Badan Pangan Du-

nia (Food and Agricultural Organization) memprediksi bah-

wa permintaan konsumsi ikan di masa depan akan melonjak 

dua kali lipat dibanding masa kini.   

2. Pembangunan Nasional Indonesia. Dalam rangka pemba-

ngunan, sumber daya alam yang terdapat di laut hingga 200 

mil dari garis pangkal, dasar, hingga tanah di bawahnya ha-

rus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masya-
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rakat. Semuanya harus dikelola secara baik demi merancang 

pembangunan nasional yang berkelanjutan.  

Pengakuan terhadap landas kontinen dan Zona Ekonomi 

Eksklusif (ZEE) Indonesia menghasilkan penambahan wilayah 

yang cukup besar sehingga menjadikan Indonesia sebagai nega-

ra terluas ke-7 di dunia (sebelumnya berada di nomor 17). Kese-

luruhan luas wilayah Indonesia berdasarkan penambahan ini, 

yaitu (1) darat 2.027.087 km2; (2) laut 3.166.163 km2 (termasuk 

luas kontinen sebesar 2.200.000 km2); dan (3) Zona Ekonomi Eks-

klusif 1.577.500 km2.  

Dengan mengajukan hal ini, pemerintah Indonesia juga me-

rasa perlu untuk menyelesaikan persoalan garis batas landas 

kontinen dengan beberapa negara. Beberapa perjanjian pun di-

buat untuk mengikat kesepakatan, yaitu:  

1. Perjanjian antara Indonesia dan Malaysia mengenai Penetap-

an Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka dan Laut 

Cina Selatan yang disepakati pada 27 Oktober 1969. Berlaku 

sejak 7 November 1969;  

2. Perjanjian antara Indonesia dan Thailand mengenai landas 

kontinen Selat Malaka bagian Utara dan Laut Andaman, di-

sepakati pada 17 Desember 1971.  Berlaku sejak 7 April 1972;  

4. Perjanjian Tripartit antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand 

mengenai landas kontinen bagian utara pada 21 Desember 

1971, yang berlaku sejak 16 Juli 1973;  

5. Perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai penetap-

an batas dasar laut di Laut Arafuru, depan pantai selatan Pu-

lau Papua, dan depan pantai utara Papua pada 18 Mei 1971. 

Berlaku sejak 19 November 1973;  

6. Perjanjian antara Indonesia dan Australia tentang penetapan 

batas dasar laut di Laut Timor dan Laut Arafuru sebagai tam-

bahan perjanjian di tanggal 18 Mei 1971 dan 9 Oktober 1972;  
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7. Persetujuan Indonesia dan India mengenai penetapan garis 

batas landas kontinen antara Pulau Sumatera dan Nikobar 

yang ditandatangani pada 9 Agustus 1974 dan mulai berlaku 

semenjak tanggal penetapannya.  

Selain penentuan akan batas landas kontinen, pemerintah 

Republik Indonesia juga mencetuskan perjanjian garis batas laut 

wilayah dan perjanjian perbatasan (darat dan laut) dengan bebe-

rapa negara tetangga, antara lain;  

1. Perjanjian Tripartit antara Indonesia, Malaysia dan Singapura 

mengenai penetapan garis batas laut di Selat Malaka yang di-

paraf pada 17 Maret 1970;  

2. Perjanjian antara Indonesia dan Singapura mengenai pene-

tapan garis batas laut wilayah kedua negara di Selat Singa-

pura yang diparaf pada 25 Mei 1973;  

3. Perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai Garis 

Batas Tertentu yang berada di antara Papua Nugini yang di-

paraf pada 12 Februari 1973.  

Adanya beberapa perjanjian ini merupakan bukti bahwa 

Indonesia serius dalam menjaga keutuhan wilayah kedaulatan-

nya, tak terkecuali wilayah perairan.  

 

Poros Maritim  

Salah satu ambisi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo 

dalam gelaran kampanye di Pemilihan Presiden 2014 lalu adalah 

pembangunan Poros Maritim. Ambisi ini merupakan upaya In-

donesia untuk menghidupkan lagi jalur rempah (sebagaimana 

dahulu kala) sebagai fondasi visi Indonesia sebagai poros mari-

tim  dunia. Sebagai negara yang memiliki 17.504 pulau, dengan 

panjang pantai yang membentang sepanjang 104.000, disertai 

dengan laut seluas 5,8 juta, poros maritim memang sepantasnya 

menjadi rancangan masa depan Indonesia.  
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Dalam  merealisasikan ambisi ini, pemerintah Indonesia te-

lah menyiapkan empat pelabuhan internasional, yakni Pelabuh-

an Tanjung Priok yang berlokasi di ibu kota Jakarta, Pelabuhan 

Tanjung Perak di ibu kota Jawa Timur, Surabaya, Pelabuhan 

Kuala Tanjung di Sumatera Utara, dan Pelabuhan Bitung yang 

terletak Sulawesi Utara. Selain empat ‘pelabuhan utama’ ini, 

akan ada 24 pelabuhan bertaraf nasional lagi yang akan dipersi-

apkan sebagai pengumpan/penampung (feeder) untuk mendu-

kung koneksi dengan berbagai kepulauan.  

Poros Maritim sendiri merupakan rancangan program poli-

tik luar negeri Indonesia yang dicanangkan sejak pemerintahan 

periode pertama Presiden Joko Widodo yang dimulai pada 2014. 

Secara makro, program ini menekankan pemanfaatan aspek geo-

grafis, geostrategi, dan geoekonomi Indonesia untuk memenga-

ruhi dinamika di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Se-

dangkan secara mikro, program ini memiliki empat poin utama, 

yakni mengatasi pasar gelap perdagangan ikan tuna, pemberan-

tasan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), ekspansi budi-

daya laut, dan pengembangan proyek padat karya di sektor ma-

ritim. Poros Maritim juga bertujuan mengambang infrastruktur 

laut sebagai jalur perhubungan antarpulau yang ditopang de-

ngan pelabuhan dan beragam prasarana lainnya. Pemanfaatan 

laut Indonesia melalui poros ini akan membentuk persilangan 

antara barat-timur dan utara-selatan. Namun, Poros Maritim ti-

dak akan berhenti sampai di situ. Poros ini juga direncanakan 

akan mampu membentuk jalur-jalur lainnya sehingga melahir-

kan sejenis “jaring laba-laba” di wilayah laut. “Jaring laba-laba” 

ini kemudian akan saling terhubung dengan jaringan jalan dan 

kereta api yang membentuk pola sirip ikan di wilayah darat.  

Dengan demikian, poros ini akan menyatukan wilayah da-

rat dan laut sebagai satu kesatuan ekonomi yang saling terko-
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neksi. Koneksi ini didukung dengan penyediaan moda angkutan 

darat, laut, udara, dan kereta api. Dengan ini, pengiriman hasil 

bumi dan laut pun dapat berjalan lancar. Tidak hanya dari sisi 

ekonomi, pembangunan poros maritim juga akan memudahkan 

akses bersekolah bagi anak-anak yang berdomisili di kepulauan 

terluar. Intinya, pembangunan proyek ini akan memudahkan 

mobilitas akses bagi masyarakat. Ke depannya, poros maritim 

diharapkan dapat menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia 

dalam bersaing dengan negara besar Asia lainnya.  

Untuk diketahui, gagasan poros maritim ini sebenarnya se-

jalan dengan gagasan Jalan Sutra Maritim yang digagas oleh 

Presiden Cina, Xi Jinping. Jalan Sutra Maritim sendiri merupa-

kan gagasan pemerintah Cina untuk menghubungkan pelabuh-

an-pelabuhan di Cina bagian tenggara dengan negara-negara 

Asia Tenggara melalui Selat Malaka, negara-negara di Asia Sela-

tan melalui Samudera Hindia, dan negara-negara di Timur Te-

ngah hingga Eropa Selatan melalui Laut Merah dan Laut Medi-

terania; yang kemudian akan dipertemukan melalui Jalan Sutera 

darat di Eropa Tengah.  

Sejauh ini, negara-negara Asia Tenggara, menyambut baik 

gagasan ini. Malaysia, misalnya, akan menyiapkan beberapa pe-

labuhannya seperti Kuantan, Klang, Penang, dan Johor untuk 

terkoneksi dengan pelabuhan-pelabuhan di Cina. Demikian juga 

dengan negara-negara yang terletak di tepi Laut Cina Selatan 

dan Samudera Hindia seperti Vietnam, Bangladesh, Maladewa, 

Sri Lanka, India, dan Pakistan; masing-masing menunjukkan 

gairah untuk menerima ajakan ini.  

Melihat realita ini, konsep pembangunan Poros Maritim Du-

nia harus berjalan seiring dengan rencana pemerintah Cina da-

lam membangun Jalan Sutera Maritimnya. Kita tentu berharap 

upaya ini dapat mempercepat kemajuan Indonesia serta menge-
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ratkan hubungan baik yang sudah terjalin dengan negara-negara 

lainnya yang terkait. Gagasan besar ini hendaknya tidak justru 

mengancam kestabilan keamanan yang telah tercipta.  

Perwujudan Poros Maritim Dunia sangat menentukan daya 

survival Indonesia di abad ke-21. Pemahaman posisi geopolitik 

dan geostrategis Indonesia sebagai negara kepulauan dituntut 

dalam pembuatan kebijakan pertahanan untuk kemudian di-

transformasi dalam pengembangan kekuatan pertahanan negara 

demi mengamankan integritas teritorial dan kedaulatan negara 

dari berbagai ancaman. Perubahan geopolitik pasca Perang Di-

ngin dan geoekonomi di abad ke- 21 ini sangat memengaruhi sis-

tem dan strategi negara Indonesia.  

Dalam kaitan itu, Indonesia tentu dapat merespons pro-

gram-program Trans-Pacific Partnership (TPP) di sektor sosial-

ekonomi-ekosistem dan zona pesisir abad 21 negara Asia Pasifik. 

Sebagai negara kepulauan yang 2/3 wilayahnya merupakan laut 

dengan garis pantai sepanjang 1.800 km, yang di mana lautnya 

mampu menyerap 44% CO2 di atmosfir dan berpotensi menye-

diakan pekerjaan bagi 50 juta orang.  

 

Atase Kelautan & Perikanan:  
Spektrum Pembentukan Kerja sama Sektor Maritim  

Kedudukan dan posisi strategis Indonesia, di satu sisi meru-

pakan kekuatan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk men-

jadi negara sejahtera serta berperan penting dalam percaturan 

internasional di bidang kelautan dan perikanan. Di sisi lain, isu-

isu globalisasi kini bisa saja menjadi penghambat dan ancaman 

bila Indonesia tidak mampu memanfaatkan kekuatan dan pelu-

ang tersebut dengan baik.   

Mengingat kedudukan Indonesia yang strategis dan menen-

tukan ini, banyak negara di kawasan Asia, Amerika, Eropa, 
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Australia, dan bahkan Afrika menginginkan bekerja sama de-

ngan Indonesia di bidang kelautan dan perikanan. Tentu pe-

luang ini tidak boleh disia-siakan. Dengan bekerja sama dengan 

negara-negara lainnya, Indonesia tentu dapat menyelesaikan 

masalah kelautan dan perikanan yang sulit diselesaikan sendiri.  

Berdasarkan berbagai dukungan inilah, pada bulan Februari 

2009 lalu, pemerintah Indonesia melalui Menteri Kelautan dan 

Perikanan (saat itu), Freddy Numberi, menggagas pembentukan 

Atase Kelautan dan Perikanan di beberapa negara sahabat untuk 

mengatasi berbagai permasalahan di bidang kelautan dan per-

ikanan. Dalam mewujudkan gagasan ini, Pusat Kajian Internasi-

onal dan Antar Lembaga (Puskita) menyusun naskah akademis 

pembentukannya sebagai justifikasi akan pendirian lembaga ini.  

Dasar pembentukan Atase Kelautan dan Perikanan ini su-

dah sesuai dengan hukum, kode etik, serta isu-isu strategis di 

sektor kelautan dan perikanan, baik nasional maupun interna-

sional. Di antaranya adalah UUD 1945; UU No. 18/2002 tentang 

Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi; UU No. 31/2004 yang telah direvisi 

menjadi UU No. 45/2009 tentang Perikanan; UNCLOS 1982; 

Agenda 21 PBB; Perpres RI No. 7/2005 tentang Rencana Pem-

bangunan Jangka Menengah Nasional 2004–2009; Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan No. 7/2005 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan; dan The 

Vienna Convention on Diplomatic Relation yang ditandatangani 

pada bulan April 2008.  

Secara fungsional, peran Atase Kelautan dan Perikanan ber-

ada di bawah Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan memban-

tu melaksanakan tugas Duta Besar/Perwakilan Tetap RI di sektor 

kelautan dan perikanan. Biaya operasional akan dibebankan ke-

pada Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan alokasi per-
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untukan anggaran setiap tahunnya. Adapun pejabat lembaga ini 

ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri melalui usulan Menteri Ke-

lautan dan Perikanan (Keppres No. 108/2003 Pasal 10 tentang 

Organisasi Perwakilan Ketentuan mengenai Atase Teknis).  

Dalam naskah akademisnya, dalam pelaksanaan tugasnya 

Atase Kelautan dan Perikanan telah memilih beberapa negara/ 

pihak untuk bekerjasama, yakni Jepang untuk kawasan Asia-

Pasifik, untuk kawasan Eropa Barat-Timur (Uni Eropa), dan 

Afrika di Brussel, Belgia serta kawasan Amerika-Karibia yang 

berkantor di Washington (Amerika Serikat). Berikut adalah pen-

jabaran tujuan pembentukan atase di berbagai negara tersebut. 

Jika semua kerja sama di atas bisa dibangun dengan baik, 

tidak menutup sektor maritim akan memberikan kesejahteraan 

bagi Indonesia.   

Amerika Serikat Uni Eropa Jepang 

1. Jumlah penduduk 

besar. Pasar poten-

sial untuk produk 

perikanan nasional. 

2. Merupakan konsu-

men tuna kaleng 

terbesar di  dunia. 

3. Masih kecilnya eks-

por Indonesia un-

tuk produk  udang. 

4. Kecanggihan tekno-

logi di berbagai per-

usahaan Amerika 

Serikat. 

5. Tidak diragukan 

dalam hal penda-

naan bagi proyek 

pembangunan 

Indonesia. 

1. Potensi besar un-

tuk produk kelaut-

an dan perikanan, 

khususnya ikan     

tuna. 

2. Adanya kebijakan 

baru UE untuk 

mengurangi fishing 

days sehingga me-

ngurangi produksi 

perikanan di 

kawasan tersebut. 

3. Ketatnya peng-

awasan  tentang 

Mutu Produk dan 

Lingkungan. 

 

1. Merupakan negara  

dengan tingkat 

konsumsi ikan ter-

besar di dunia. 

2. Hubungan diplo-

matik yang sudah 

terjalin lama, se-

hingga keperca-

yaan sudah 

terbangun. 

3. Mitra utama dan 

penyumbang 

besar bagi 

pembangunan 

Indonesia. 
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Penutup  

Cita-cita untuk mengembalikan kejayaan Indonesia di sek-

tor bahari tentu membutuhkan keseriusan berbagai pihak dalam 

lintas sektor. Pemaparan di atas telah menunjukkan keseriusan 

Indonesia dalam mengembangkan sektor maritim demi meraih 

kembali kejayaan sebagai Negeri Bahari. Dicetuskannya wawas-

an Nusantara, Poros Maritim, hingga pembentukan Atase Per-

ikanan dan Kelautan merupakan wujud dari keseriusan itu. Ber-

bagai langkah ini tentu tidak boleh hanya menjadi bacaan indah 

di atas kertas, melainkan harus menjadi pijakan praktik yang se-

rius bagi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesejahtera-

an di bidang maritim sekaligus mewujudkan kembali citra keja-

yaan Indonesia sebagai Negeri Bahari.  
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